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RINGKASAN

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

telah menibah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari reakiif

menjadi proaktif, yaitu penanggulangan bencana dimulai sejak betum

teridentifikasinya potensi bencana di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 selanjutnya rnengamr tentang kewajiban

penyusunan perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah Provinsi.

Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini, telah membuat Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB) yang memual visi Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakkal

menghadapi bencana Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 misi, 5 tujuan,

10 sasaran dan 23 kebijakan penanggulangan bencana. Setelah RPB ini ditetapkan

dengan Surat Keputusan Gubemur Nomor 118 Tahun 2008, telah terjadi dua

bencana yang berskala Provinsi yaitu Gempabumi 30 September 2009 dan

gempabumi dan tsunami 25 Oktober 2010. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk

penanggulangan bencana tersebut, terdapat beberapa temuan kendala yang dapat

menjadi pembelajaran untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis

efektivitas kebijakan peianggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat yang

dilanjutkan dengan menganalisis lingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera

Barat berdasarkan 22 indikator Hyogo Framework for Action (HFA). Indikator

HFA ini merupakan hasil kesepakatan dunia melalui konferensi yang diprakarsai



oldi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kobe, Jepang. Berdasarkan kedua

analisis ini, disusun kebijakan prioritas yang dapat menjadi kebijakan altematif

penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan

tersebut, metode yang digunakan adalah metode deskriptif k"ualitalif dengan

teknik Focused Group Discussion (FGD) dan Studi Dokumentasi.

Analisis efektivitas kebijakan dilakukan berdasarkan pencapaian sasaran.

Dari hasil analisis, diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan

bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%. Pencapaian sasaran yang

paling rendah yaitu mengenai mobilisasi sumba* daya, budaya siaga baicana,

daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungaa

Sedangkan pencapaian sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan

BPBD Prov. Sumbar dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif.

Hasil analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat

menunjukkan tingkat ketahanan daerah Kabupaten/Kota berada pada level 2,

sedangkan Provinsi Sumatera Barat pada level 3. Kondisi paling rentan terutama

pada ; Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas, Manajemen

risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur penilaian dampak risiko

bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan

penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang

berpotensi teijadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang

relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi

selama masa tangg^ darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai

penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua

tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan

Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisis

efektivitas, disusun perencanaan yang terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategi, 20

program dan 50 kegiatan. Kebijakan yang disusun mernpakan kebijakan prioritas

untuk penyelenggaraan penanggiJangan bencana di \vilayah Provinsi Sumatera

Barat.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gempa yang teqadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 Skala

Richter (SR) mengguncang Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang teqadi

akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa

lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota

Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di

Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$

2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan banyak teqadi pada zona yang

memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan cleh

struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada

jalan-jalan umum sehingga akses transportasi pada wlayah tertentu pasca gempa

menjadi sulit dilakukan (A joint report by the BNPB, Bappenas, and the

Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and

internationalpartners, October 2009).

Pada saat gempa teqadi, sistem peringatan dini daerah walau telah dibantu

oleh BMKG dengan radio internet dan sirine, masih belum mampu dimanfaatkan

secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak siapnya

daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada

masyarakat. Kepanikan teqadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi

resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi poiensi tsunami atau tidak.



Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem dan saluran informasi

peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di

daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data

kertisakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah

kabupalen (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) m^ghambat

up£^a penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya

kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan

bantuan maiyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagjan bantuan kepada

korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana

sehingga pada beberapa tempat teijadi penjarahan truk - truk yang memuat

bantuan korban bencana Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa

krisis salah satimya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi

(KOGAMI, 2010).

Gempa bumi yang teijadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barai

pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu teijadinya

gelombang tsunami. Kedalaman gempa biuni yang cukup dangkal dan terletak

pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu teijadinya

gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar

ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami

sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsimami tersebut

telah mengakibatkan jatuhnya korban ji\va dan juga kerusakan serta kerugian di 4

(empat) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu; Kecamatan Sipora

Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan



Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat

Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal

22 November 2010, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah

mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang

mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang

tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai

Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan peniiaian

kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit

rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit

rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga

mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan,

fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Berbagai kebijakan untuk mengurangi risiko bencana gempabumi dan

tsunami pada upaya mitigasi, kesi^siagaan, tanggap darurat dan pemulihan telah

diakomodir dalam RPB Sumbar. Namun demikian temyala masih ditemukan

berbagai kendala baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada fase tanggap

darurat dan pemulihan bencana gempabumi dan tsunami di Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan penanggulangan

bencana telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sejak tahun

2007 dan ditetapkan pada tahun 2008 untuk periode 2008-2012. Namun, dalam

pelaksanaannya, terd^at berbagai kendala sehingga sasaran penanggulangan

bencana tidak tercapai optimal. Oleh karena itu, penyempumaan terhadap RPB ini

sangat penting mengingat beberapa ahli gempa percaya bahwa masih terdapat

UPTFLRPUS;TAKAaN
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potensi untuk tetjadinya gerapa yang lebih besar di Sumatera Barat dengan

kekuatan mencapai 8.5 SR. Kemungkinan teijadinya gempa semacam itu dapat

memicu munculnya tsunami (A joint report by the BNPB, Bappenas. and the

Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and

international partners, October 2009).

Berdasarkan pemikiran tersebul, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan-

kebijakan yang sudah ada dalam RPB Sumbar. Untuk itu, penelitian dan

pengkajian tersebut disajikan dalam thesis dengan judul; "Efektivitas Kebijakan

Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat".

1.2. PerumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di alas, penulis merumuskan masalah pokok

penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

2008-2012 telah efektif dalam penguranganrisiko bencana...?

2. Bagaimana tingkat ketahanan (kapasitas dan kerentanan) daerah Provinsi

Sumatera Barat dalam menghadapi b^cana..?

3. Bagaimana altematif kebijakan yang efeklif dalam pengurangan risiko

bencana di Provinsi Sumatera Barat...?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan RPB Prov. Sumbar

berdasarkan permasalahan (temuan) dalam penanggulangan bencana 30

September 2009 dan 25 0ktober2010

2. Menganalisis tingkat ketahanan daerah (kapasitas dan kerentanan) Prov.

Sumbar

3. Menyusun altematif kebijakan penanggulangan bencana Provinsi

Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut;

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan masukan dalam

evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana, sehingga

efektif dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pengurangan risiko

bencana.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan perencanaan penanggulangan

bencana yag efektif, dapat mengurangi kerugian yang timbul di

masyarakat, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa

aman, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat

lainnya.
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3. Bagi penelitian berikutnya, semoga dapat menjadi referensi dalam

mengenai perencanaan penanggulangan bencana sehingga dapat menjadi

prioritas dalam perencanaan pembangunan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup adalah;

1. Penelitian difokuskan pada kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam

penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pra bencana (pencegahan

dan mitigasi).

2. Penelitian dibatasi pada temuan penanggulangan bencana pada tahap

tanggap darurat berdasarkan pasca kejadian gempabumi tanggal 30

September 2009 serta gempabumi dan tsunami tangal 25 Oktober 2010 di

Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis ini, terdiri dari 7 Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika

penulisan

BAB II : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang

berkaitan dengan penelitian dari literatur-literatur yang ada. Bab ini

terdiri dari konsep tentang efektivitas dan rencana penanggulangan

bencana

12



BAB III : Metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode dan alat analisis

yang digunakan dalam peneiitian tennasuk teknik pengambilan data

BAB rv : Gambaran umum penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat

yang menggambarkan kondisi kebencanaan di Sumatera Barat,

kebijakan yang ada serta penanggulangan bencana pada gempabumi

30 September 2009 dan tsunami 25 Oktober 2010.

BABV ; Hasil dan Pembahasan yang menggambarkan basil yang diperoleh

serta pembahasannya yang meliputi hasil kajian efektivitas kebijakan

penanggulangan bencana, analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi

Sumatera Barat dan penyusunan kebijakan altematif berdasarkan

hasil kajian efektivitas dan analisis tingkat ketahanan daerah.

BAB VI Kebijakan dan Program, terdiri dari Altematif kebijakan dan strategi,

program, fokus prioritas dan indikator keberhasilan p^anggulangan

bencana di Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII : Kesimpulan dan saran, yang menggambarkan kesimpulan dari

keseluruhan peneiitian dan saran-saran untuk perbaikan sehubungan

dengan thesis ini.

UPTP£:?PUiTA:aAN
UNSIVES?S1TAS Ai'J^.iLAS

13



BABn

TIN JAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

Dalam setiap organisasi, efektivitas merapakan unsur pokok untuk

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditaitukaa Menurut Barnard, bahwa

efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama

(Barnard,1992:27).

Ahli sosiologi lebih m^tikberatkan pada kemanfaatan bersama. Dalam

kamus sosiologi, Soejono Soekanto membedakan dua pengertian yang sering

disamakan artinya yaitu; efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah taraf sampai

sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan, sedangkan efisiensi adalah; 1)

Pencapaian tujuan secara maksimal dengan sarana terbatas, 2) Rasio dari keluarga

aktual terhadap keluarga standard dan 3) Derajat pencapaian tujuan.

Jadi, efektivitas merupakan suatu taraf sampai sejauh mana peningkatan

kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena

kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangtmaa Untuk

mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mengukur

beberapa indicator special, misalnya; Pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman

dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989:48).

Menurut JP Cambel, pengukuran efektivitas program secara umum dan

paling menonjol adalah;

1. Keberhasilan program
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2. KeberhasilanSasaran

3. Kepuasan terhad^ program

4. Tingkat input dan output

5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Secara komprehensi^ efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat

kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua

tugas-tugas pokoknya atau untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya (Cambel,1989:121). Sedangkan mentuut DunaW, (2003), efektivitas

merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dimana indikatomya dilihat dari

pencapaian hasil yang diinginkan.

2.2. Konsep Penanggulangan Bencana

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana mulal

muncul pada dekade 1900-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan

Risiko Bencana Intemasional. Beberapa konferensi tingkat dunia diinisiasi oleh

United Nations International Strategy or Disaster Risk Reduction (UN-ISDR)

yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang

ditugaskan untuk mengawal Dekade Pengurangan Risiko Baicana Intemasional.

Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah,

organisasi non-pemerintah (NGO), institusi akademik dan sector swasta

berkiunpul di Kobe, Jepang pada World Conference on Disaster Reduction

(WCDR) kesebelas. Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan

tentang Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015; Membangun Ketahanan Bangsa

dan Komunilas Terhadap Bencana (Hyogo Framework for Action/HFA).
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Kerangka Aksi ini diadopsi oleh 168 negara (termasuk Indonesia) dan

menetapkan tujuan yang jelas secara substansiil, mengurangi kerugian akibat

bencana, baik korbanjiwamaupun kerugian terhadap aet-aset social, ekonomi dan

lingkungan suatu masyarakat dan Negara dan merinci seperagkat prioritas untuk

mencapai tujuan setidaknya pada tahun 2015 (UN-ISDR, 2007).

Indonesia sebagai salah satu negara partisipan, meratifikasi HFA ke dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Dalam

Undang-undang tersebut, terdapat Ketentuan Umum yang mendehnisikan

penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya b^cana,

kegiatan pencegahaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 66). Dari definisi lersebut terlihat bahwa

penanggulangan bencana adalah upaya pengiuangan risiko bencana pada fase

sebelum, saat dan setelah bencana. Pada fase sebelum bencana dilaksanakan

upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan,

pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko dan kesiapsiagaan bencana. Pada fase saat

bencana teijadi dilaksanakan upaya tanggap darurat Pada fase setelah bencana

teijadi dilaksanakan upa)^ pemulihan dampak bencana

Selanjutnya diatiu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan P^anggulangan Bencana Pada pasal 5,

dinyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini membutuhkan

Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun pada situasi tidak teijadi
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bencana. Diamanatkan kembali pada pasal 6 bahwa setiap Provinsi wajib

menyusun Rencana Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, Peraturan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Nomor 04 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Penanggulangan Bencana juga menyebutkan bahwa penanggulangan

bencana terdiri dari bd)erapa fase, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase

kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan. Selunih fase ini

membentuk siklus seperti terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Penai^gulangan Bcncaua

Sumher: Perka BNPB No. 04 Tahun 2008

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegialan

dalam setiap tahapan d^at beijalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana

yang spesifik pada seti^ tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak teijadi bencana, dilakukan

penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan),

yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh
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tahapan / bidang keija kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan

dan midgasi bencana tertentu terd^at rencana yang disebut r^cana mitigasi

misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKl Jakarta.

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan

penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang

didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka

disusun satu rencana yang disebut Raicana Kontinjensi (Contingency Plan).

3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi, (Operational Plan)

yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan alau

Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan,

(Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang

dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum tegadi, maka

untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan

penyusunan petunjuk /pedoman mekanlsme penanggulangan pasca bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan basil analisis

risiko bencana dan upaya poianggulangannya yang dijabarkan dalam program

kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan

penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Setiap rencana yang dihasilkan dalam perotcanaan ini merupakan

program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka

Menengah (RPJM) maupun Rencana Keija Pemerintah (RKP) tahunan (Perka

BNPBNo.4tahun 2008).
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2.3. Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana yang terdapat dalam Perka BNPB No. 04 tahun 2008,

disusun berdasarkan analisis risiko bencana dan digambarkan sebagal berikut:

R = HxV/c
R = Risiko Bencana

H = Hazard / Potensi Bencana

V= Vulnerability ll^trtnisran

C = Kapasitas

2.3.1. Potensi Bencana

Potensi bencana suatu wilayah tergantung pada kondisi wilayah yang

bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari data kgadian bencana yang teijadi di

wlayah tersebut.

a. Gempabumi, dampak yang dapat timbul oleh gempabumi ialah berupa

kerusakan atau kehancuran bangunan (nunah, sekolah, rumah sakit dan

bangunan umum lain) dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan,

bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi dll)

serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya

kepanikan.

b. Tsunami, adalah gelombang pasang yang timbul akibat teijadinya

gempabumi di laut, letusan gunung api bavvah laut atau longsoran di lauL

Namun, tidak semua fenomena tersebut dapat memicu teijadinya tsunami.
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Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk

yang berapa pengangkatan atau penumnan blok batuan yang teijadi secara

tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut. Terdapat empat faktor pada

gempabumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu; 1) pusat gempabumi

teijadi di laut, 2) Gempabumi memiliki magnitude yang besar, 3) kedalaman

gempabumi dangkal dan 4) teijadi deformasi vertical pada lantai dasar lauL

Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km peijam,

dengan tinggi gelombang dapat mencapai 20 meter.

c. Letusan Gunung Api, dampak/risiko yang ditimbulkan olehjatuhan material

letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu gunung api dan bencana

sekunder berupa aliran lahar.

d. Banjir, sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia teijadi sebagai

akibat akumulasi beberapa faktor yaitu; hujan, kondisi sungai, kondisi daerah

hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi teijadinya

ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan

sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang

wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang

terpadu dan disiplin masyarakat yang rendah.

e. Tanah Longsor, merupakan salah satujenis gerakan massa tanah atau batuan,

ataupun pencampuran keduanya, menunini atau keluar lereng akibat dari

terganggunya kestabilan tanah atau batuann penyusun lereng tersebut.

Pemicu dari teijadinya gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta

kelerengan tebing.
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f. Kebakaran, potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup

besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya

kebakaran lahan dan hutan dimana berdampak sangat luas tidak hanya

kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga timbulnya gangguan asap di

wilayah sekitar yang sering kali mengganggu Negara-negara tetangga.

g. Kekeringan, Fenomena ini dialami berbagai wilayah di Indonesia hampir

setiap musim kemarau. Hal inii erat terkait dengan menurunnya lungsi lahan

dalam menyimpan air. Penurunan fiingsi tersebut ditengarai akibatrusaknya

ekosistem pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini

adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang

terburuk adalah banyaknya gejala kurag gizi bahkan kematian.

h. Epidemi dan Wabah Penyakit. Wabah adalah kejadian beijangkitnya suatu

penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat

secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah

tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Epidemi balk yang berupa

mengancam manusia maupun hewan temak berdampak serius berupa

kematian serta terganggunya roda perekonomian.

i. Kebakaran Gedung dan Permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman

peduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan

kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/iumah yang tidak

mengikuti standar keamanan bangunan tidak dilaksanakannya pembaruan

kabel listrik yang sudah ada serta prilaku manusia
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j. Kegagalan Teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan

desain, pengoperaasian, kelalaian dan kesenjangan manusia dalam

penggunakan teknologi dan Industri.

23.2. Kerentanan Daerah

Kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifal/prilaku manusia alau

masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau

ancamaa Kerentanan ini dapat berupa:

a. Kerentanan fisik. Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat

berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Misalnya, kekuatan

bangunan nimah ba^ masyarakat yang berada di daerah rawan gempa.

Adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tertinggal di bantaran

sungai dan sebagainya.

b. Kerentanan ekonomi. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat

sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada

umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih

rentan terhadap bahaya, karena tidak mempimyai kemampuan finansial yang

memadai untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana

c. Kerentanan Sosial. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat

kerentanan terhadap ancaman bahaya Dari segi pendidikan, umiu", jenis

kelamin kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan
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mengurangi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat

yang rendah juga mengakibatkan rentan terhadap bahaya.

d. Kerentanan Lingkungan. Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat

mempengaruhi kerentanaa Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering

dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal

di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah

iongsor dan sebagainya

233. Kapasitas Daerah

Kemampuan merupakan segala potensi sumber daya untuk melaksanakan

penanggulangan bencana. Semakin ting^ ancaman bahaya di suatu daerah, maka

semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin

tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula

tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan

masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya Dengan menggunakan

perhitungan analisis risiko d^at ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi

oleh daerah yang bersangkutan.

Sebagai langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan

bahaya/ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya ancaman tersebut

diinventarisasi, kemudian diperkirakan kemungkinan teijadinya (probabilitasnya)

dengan rincian:
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•  5 Kemungkinan sangat besar (hampir dipastikan 80 - 99%)

•  4 kemungkinan besar (60 - 80% tegadi tahun depan, atau sekali dalam 10

tahun mendatang)

•  3 kemungkinan teijadi (40 - 60% teijadi tahun depan, atau sekali dalam

100 tahun)

•  2 kemungkinan kecil (20 - 40% dalam 100 tahun)

•  1 kemungkinan sangat kecil (hingga 20%)

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila

bencana itu memang teijadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain :

•  Jumlah korban

• Kerugian harta benda

• Kerusakan sarana dan prasarana

•  Cakupan luas wilayah yang terkena bancana, dan

• Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

Maka, jika dampak inipun diberi bobot sebagai berikut:

•  5 sangat parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)

•  4 parah (60% - 80% \vilayah hancur)

•  3 sedang (40% - 60% wilayah terkena rusak)

•  2 ringan (20% - 40% %vilayah yang rusak)

•  1 sangat ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)
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2.3.4. Analisis Tingkat Ketahanan Daerah

Tingkat ketahanan daerah dapat dianalisis dengan menggunakan Hyogo

Framework for Action (HFA), HFA memuat 5 prioritas aksi yang menjadi

komitmen Negara penandatangan dalam pengurangan risiko bencana. 5 prioritas

aksi HFA dijabarkan dalam 22 indikator pencapaian, setiap indikator pencapaian

dinilai bersama dalam range nilai 1-5 dan setiap indikator diberikan indeks

kepentingan. Jumlah total tertinggi indeks ketahanan suatu daerah adalah 100

(UN-ISDR, 2007).

Masing-masing prioritas aksi dan indikatomya diuraikan sebagai berikut:

■  PRIORITAS AKSI I : Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana

(PRE) merupakan sebuah prioritas nasional dan

lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat

Terdapat4 indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan dan kerangka hukum lokal untuk pengurangan risiko bencana

ada dengan tanggung jawab dan k^asitas terdesentralisasi di semua

tingkat.

2. Alokasi khusus sumber daya dan memadai tersedia untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di semua jenjang

pemerintahan.

3. Partisipasi masyarakat dan desentralisasi dipastikan melalui

pendelegasian kewenangan sumber daya ke tingkat-tingkat lokal.
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4. Platform daerah yang bersifat multisektoral untuk pengurangan risiko

bencana berfungsi.

PRIORITAS AKSIII : Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor

risiko-risiko bencana dan meningkatkan

peringatan dini.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut:

1. Penilaian risiko lokal dan nasional berdasarkan data bahaya dan informasi

kerentanan tersedia dan meliputi penilaian risko untuk sektor-sektor

utama

2. Tersedia sistem-sistem untuk memantau, mengarsipkan dan

menyebariuaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan

utama

3. Sistem peringatan dini tersedia untuk semua bahaya utama, dengan

jangkauan ke masyarakat-masyarakat

4. Penilaian risiko lokal dan nasional memperhitungkan risiko-risiko

regional/lintas batas guna menggalang keija sama regional mengenai

pengurangan risiko.

PRIORITAS AKSI III : Mengunakan pengetahuan, inovasi dan

pendidikan untuk membangun sebuah budaya

keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut:
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1. Infonnasi yang relevan mengenai bencana tersedia dan dapat diakses di

semua tingkat oleh selunih pemangku kepentingan (melalui jejaring

pengembangan sistem bagi informasi, dst)

2. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan

mencakup konsep dan praktek mengenai pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

3. Metode riset dan alat untuk penilaian multirisiko dan analisis manfaat dan

biaya dikembangkan dan dimantapkan

4. Strategi kesadaran publik tersedia untuk merangsang budaya ketahanan

bencana, dengan jangkauan ke masyarakat pedesaan dan masyarakat

perkotaan.

PRIORITAS AKSIIV : Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.

Terdapat 6 indikator sebagai berikut:

1. Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan dan

rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam dan tata guna tanah serta penyesuaian

terhadap perubahan ikiim

2. Kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan sosial tengah

dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling

berisiko.

3. Rencana dan kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk mengurangi kerawanan kegiatan-kegiatan ekonomi.
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4. Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia memuat unsur-unsur

pengurangan risiko bencana, termasuk pemberlakuan syarat dan Izin

Mendirikan Bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum.

5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses

rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.

6. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk menilai dampak-dampak risiko

bencana atas proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.

PRIORITAS AKSIV : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana

untuk respon yang efektif di semua tingkat.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme untuk

manajemen risiko bencana dengan perspektif pengurangan risiko bencana

tersedia dan siap.

2. Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana siaga (contingency) tersedia

dan siap di semua jenjang pemerintahan, dan latihan simulasi dan geladi

yang teratur diadakan untuk menguji dan mengembangkan program

tanggap bencana

3. Cadangan finansial dan mekanisme antisipasi tersedia dan siap untuk

mendukung sambutan efektif dan pemulihan bila diperlukan

4. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk melakukan pertukaran

informasi relevan selama peristiwa bencana bahaya dan bencana, dan

untuk melakiJcan tinjauan-tinjauan pasca kejadian.
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Masing-masing indikator mempunyai indeks sesuai dengan kondisi daerah.

Pemberian indeks indikator untuk suatu daerah didasarkan pada kriteria-kriteria

masing-masing indikator yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Indeks indikator ini akan menentukan indeks prioritas dan selanjumya dapat

ditentukantingkat ketahanan daerah. Tingkat ketahanan daerah 1-5 mempunyai

arti masing-masing level sebagai berikut:

5  Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan

kapasitas yang teijaga di semua tingkat

4  : Capaian yang cukup berarti diperoldo, tetapi diakui ada keterbatasan

dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas perasional

3  ; Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-c^aian selain belum

bersifat komprehensif juga belum cukup berarti

2  Adanya pencapaian, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen

kelembagaan belum ada

1  Pencapaian kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-

rencana atau kebijakan

2.4. Rencana Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk mengurangi

risiko baicana. Perencanaan dimulai dari kajian risiko bencana dan analisis

tingkat ketahanan daerah. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

sebagaimana disampaikan oleh BNPB dalam rangka pembentukan platform

Nasional PRB direncanakan secara integratif, komprehensif dan berkelanjutan
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dengan didukung oleh Forum PRB yang melibatkan semua unsur (Aisyah Hamid

Baidlowi, 2008). Peran Forum PRB d^at digambarkan dalam gambar 22.

Gambar 2.2. Koiuep Penyusunan RPB
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Seperti terlihat pada gambar 2.2, forum PRB berfongsi dalam setiap tahap

penyusiuian, mulai dari anaiisis tingkat ketahanan daerah, penetapan strategi

sampai ke implementasi.

2.5. Kajian Yang Pemah DHakukan

K^ian mengenai kebencanaan sudah pemah dilakukan sebelumnya yaitu

dengan menganalisis pengaruh bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat

terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Anaiisis ini berguna sebagai salah satu

temuan sebagai risiko bencana Berbeda dari kajian ini, penelitian ini lebih
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mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk

mengurangi risiko bencana.

Kajian lainnya yang dapat dijadikan acuan adalah mengenai efektivitas

salah satu program penanggulangan bencana (Community Management Disaster

Risk Reduction/CMDRR) di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Pada

kajian tersebut, program penananggulangan bencana dititik beratkan pada bencana

banjir. Namun demikian, kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam

mengukur efektivitas untuk pengurangan risiko bencana

2.6. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dimulai dari perumusan masalah sebagaimana

diterangkan pada BAB I, kemudian ditet^kan tujuan penelitian. Untuk mencapai

masing-masing tujuan, ditetapkan alat penelitian yang digtmakan.

Pada langkah pertama, dilakukan uji efektivitas kebijakan dengan

membandingkan antara kebijakan yang ada dalam RPB dengan temuan dalam

penanggulangan bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010. Temuan ini

diperoleh dengan studi dokumentasi dan diskusi grup terfokus.

Untuk tujuan kedua, analisis kapasitas dan kerentanan Provinsi Sumatera

Barat dalam penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Baral dilakukan analisis

indicator UFA. Penentuan indikator HFA diperoleh dari hasil pengisian kuisioner

(dengan diskusi grup terfokus) oleh masing-masing daerah sampel. Selanjutnya,
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dengan menggabungkan hasil kedua langkah di atas, dapat diperoldi rekomendasi

kebijakandan strategi penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat

Metodologi ini selanjutnya akan dijelaskan pada BAB III. Bagan alur pikir

penelitian dapat diperlihatkan secara sistematis pada gambar 23.
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BAB m

METODOLOGIPENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Di Indonesia, daerah yang mempunyai potensi bencana yang cukup tinggi

salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat Dalam hal penanggulangan

bencana, Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi pertama yang menyusun

Rencana Penanggulangan Bencana di Indonesia Sejak Rencana Penanggulangan

Bencana tersebut disusun, telah teijadi dua kali bencana yang berskala Provinsi.

Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas kebijakan penanggulangan bencana

ini difokuskan di wilayah Provinsi Sumatera Barat

3.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer, diperoleh melalui diskusi grup terfokus (FGD) untuk

mendapatkan identifikasi temuan dan penilaian efektivitas kebijakan.

2. Data sekunder, diperoleh dari Yayasan Komunitas KOGAMI yaitu laporan

tentang kondisi daerah berupa jawaban daftar isian indikator HFA imtuk

menentukan tingkat ketahanan daerah. Disamping itu, data sekimder juga

diperoleh dari laporan BNPB mengenai penanggulangan bencana gempabumi

30 September 2009 dan gempa mentawai tanggal 25 Oktober 2010.
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3.3. Populasi dan Sampel

Karena pada penelitian ini yang dianalisis adalah tingkat ketahanan daerah

Provinsi Sumatera Barat secara keselunihan, maka pengamatan dilakukan

terhadap sektor pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sektor swasta.

Sehingga, dalam pengambilan data primer dan sekunder perlu mewakili setiap

unsur tersebut. Untuk daerah pengamatan, dipilih Kabupaten/Kota yang terkena

dampak besar saat kejadian bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana

tsunami 25 Oktober 2010, yaitu kabupaten/kota yang menderita kerugian diatas

300 miliar Rupiah.

33.1. Mctode Pengambilan Sampel

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk analisis tingkat ketahanan daerah,

sampel yang diambil yaitu 6 dari 7 kabupaten/kota yang ada dl Provinsi Sumatera

Barat yang terkena dampak besar bencana gempabumi 30 September 2009 dan

bencana tsimami 25 Oktober 2010 yaitu; Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten

Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten

Mentawai. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat tidak diikutsertakan karena

tidak terdapat data dari yayasan KOGAMI.

33.2. Metode dan Tahapan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuaiitatif

dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola,

menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Dalam analisis

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;
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3.3^.1. Metode Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektifitas dilakukan melalui diskusi grup terfokus (FGD). FGD

dilaksanakan dengan peserta yang hadir sebanyak 13 orang yaitu pelaksana

kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari

perwakilan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, LSM nasional dan intemasional yang terlibat penanggulangan

bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010.

Keluaran pertama dari FGD ini adalah identifikasi temuan berdasarkan masing-

masing sasaran. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase tingkat pMicapaian

sasaran sebagai ukuran efektivitas berdasarkan identifikasi temuan sebelumnya

dan ditambah data temuan dari laporan BNPB.

3,3,2,2. Metode Pengukuran Tingkat Ketahanan Daerah

Metode yang diguuakan untuk mengukur tingkat ketahanan daerah adalah

dengan studi dokumentasi. Dari data sekunder yang dlperoleh dari Yayasan

KOGAMI, dihitung tingkat ketahanan daerah berdasarkan panduan dari Badan

Nasonal Penanggulangan Bencana. Untuk masing-masing indikaior terdapat 4

pertanyaan. Jawaban terhadap pertanyaan terdiri dari; Ya=l dan Tidak=0.

Terhadap jawaban kuisioner diberikan nilai yang menjadl indeks masing-masing

indikator yang dapat dilihat padatabel 3.1 berikut.
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Tabel 3.1 Indeks iadikator berdasarkan janaban kuhioncr

NO JAWABAN PERTANYAAN INDEKS INDIKATOR

1 Pertanyaan 1=2 = 3=4 = Tidak 0

2 Pertanvaan l=Ya,2 = 3= 4 = Tidak 40

3 Pertanvaan 1 = 2 = Ya. 3 = 4 = Tidak 60

4 Pertanyaan 1=2 = 3= Ya, 4 = Tidak 80

5 Pertanvaan 1=2 = 3 = 4 = Ya 100

22 indikator HFA dikelompokkan ke dalam lima prioritas aksi, uniuk mengetahui

nilai masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

Nilai Prioritas =
Y,(indeks indikator x nilai kepentingan)[

n

Dimana; n = Jumlah indikator pada masing-masing prioritas aksi

nilai kepentingan ditentukan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat

dtq)at dilihat pada lampiran 6.

Selanjutnya indeks ketahanan daerah diperoleh dari rata-rata nilai prioritas. Untuk

menentukan indeks ketahanan daerah dan indeks prioritas aksi dilakukan

berdasarkan range nilai prioritas. Range nilai untuk penentuan indeks dapat

dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Range nilai untuk penentuan indeks ketabanan daerab

Nilai Prioritas Indeks Prioritas

85.1-100 5

70,1-85 4

55.1-70 3

35.1-55 2

<35 1

Stmber: Badan Nasional Perumggulangan Bencana, 2011
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3^^ Metode Penyusunan Kebijakan

Metode yang digunakan untuk raenyusun kebijakan penanggulangan

bencana adalah berdasarkan hasil anaiisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan

indikator HFA, Hasil anaiisis tingkat ketananan daerah ini digabung dengan hasil

uji efektivitas.

3.4. Defenisi Operasional Variabel

Batasan dalam penelitian ini dijabarkan dengan mendefenisikan variabel

operasional menurut Keputusan Gubemur Sumatera Baral No. 118 tahun 2008

tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012,

yaitu sebagai berikut:

1. Bencana (disaster) adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti

gempa-bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah

longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal

teknologi, konflik sosial dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban

jiwa, kerusakan lingkimgan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologjs,

klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan

teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untukjangka waktu tertentuyang

berpot^i menimbulkan korban dan kerusakan.

3. Kercntanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu

masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan

menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan
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fisik, ekonomi, sosial dan labiat, yang dapat ditimbulkan ol^ beragam

penyebab.

4. Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kekuatan

yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan

diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta

dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

5. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat

bencana pada suatu \vilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka,

saldt, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

6. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah

tegadinya sebagian atau seluruh bencana.

7. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko

bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan

menghadapi ancaman bencana

8. Mitigasi Fisik (Structure Mitigation) adalah upaya dilakukan untuk

mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan

dan / atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan

membangun infrastruktur.

9. Mitigasi Non-Fisik (Non Structure Mitigation) adalah upaya yang dilakukan

untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan / atau

meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan

meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi

bencana.
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10. Kesiap-siagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang

tepat-guna dan berd^a-guna.

11. Peringatan dini (early warning) adalah up^a pemberian peringalan sesegera

mungkin kepada masyarakat toitang kemungkinan teijadinya bencana pada

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

12. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

bumk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi

korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana

13. Bantuan darurat (relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

14. Pemulihan (recovery) adalah up^a mengembalikan kondisi masyarakat,

lingkungan hidup dan pel^anan publik yang terkena bencana melalui

rehabilitasi.

15. Rehabilitasi (rehabiliiation) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik

dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

bencana

16. Rekonstruksi (reconstruction) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan

jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan
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pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau

lebih baik dari sebelum bencana.

17. Penanggulangan Bencana (disaster management) adaiah upaya yang

meliputi; penetapan kebijakan pembangiinan yang berisiko timbulnya

bencan^ pencegahan b^cana; mitigasi bencana; kesiap-siagaan; rehabilitasi

dan rekonstruksi.

18. Status keadaan danirat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang

diberi tugas untuk menanggulangi bencana

19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa

keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai

akibat dampak bunik bencana.

20. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau

meninggal dunia akibat bencana.

21. Prosedur Tetap adalah serangkaian upaya terstiuktur yang disepakati secara

bersama tentang siapa berbuat ^a, k^an, dimana dan bagaimana cara

penanganan bencana.

22. Gagal teknologi adalah Jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak

berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu.

23. Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction) adalah segala

tindakan yang dilakukan untidc mengurangi kerentanan dan meningkatkan
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kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya

tertentu.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DI
PROVINSISUMATERA BARAT

4.1 Gambaran Umum Pro^nsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan 00 54' Lintang Utara

sampai dengan 30 30' Lintang Selatan serta 980 36' sampai dengan 1010 53'

Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.297,21 Kni2 atau 4.229.721 Ha.

Provinsi Sumatera Barat meliputi areal daratan seluas ± 42.297 Km2 termasuk ±

375 pulau besar dan kecil di sekitamya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12

mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat

diperkirakan ± 186.500 Km2. Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat

adalah ± 2.420.388 Km, yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan rincian

panjang pantai sebagai berikut;

Pasaman Barat = 142.955 Km

Agam = 38.469 Km

Padang Pariaman = 62.332 Km

Padang = 99.632 Km

Pesisir Selatan = 278.200 Km

Kepulauan Mentavvai = 1.798.800 Km

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan

belas) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,
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Kabupaten Pasaman, Kabupalai Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota,

Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, Kabupaten Dhannasraya, Kabupaten Solok,

Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan

Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta 7 (tujuh) Kota yaitu Kota Padang, Solok,

Kota Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Kota Pariamaa

Kabupaten Pasaman Barat, Kabupatai Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya

merupakan kabupaten baru. Pada akhir tahun 2003 teijadi pemekaran 3 (tiga)

kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten

Sawahlunto Sijunjung masing-masing dipecah menjadi dua kabupaten baru yaitu

Kabupatoi Pasaman dan Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Solok Selatan,

serta Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya

4.2 Potcnsi Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumbar memiliki banyak potensi bencana, selain disebabkan oleh

aktivitas alam, Provinsi ini juga memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh

manusia (non alam) seperti konflik social, epidemic wabah penyakit, kebakaran

bangunan dan lain-laia Dari identifikasi data, diperoleh potensi bencana yang ada

di Provinsi Sumbar adalah sebagd berikut:

4.2.1. Gempabumi

Berdasarkan catatan data sejarah kegempaan, daerah Sumatera Barat

memang sudah berapa kali mengalami gempabumi merusak. Sejak 1822 hingga

2009 telah teijadi setidaknya 14 kali kejadian gempabumi kuat dan merusak di

Sumatera Barat dan diantaranya menyebabkan tsunami. Sejarah panjang
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gempabumi menisak di Sumatera Barat, diantaranya adalah Gempabumi Padang

(1822, 1835, 1981, 1991, 2005), Gempabumi Singkarak (1943), Gempabumi

Pasaman (1977) dan Gempabumi Agam (2003). Sedangkan gempabumi yang

diikuti gelombang tsunami teijadi di Menta^vai (1861) dan Sori-Sori (1904).

Catalan paling tua menunjukkan bahwa di Padang pada tahun 1822 telah teijadi

gempabumi kuat yang diikuti suara gemunih yang berpusat di antara Gimxmg

Talang dan Gunung Merapi. Meski tidak ada laporan secara rinci menyebutkan,

namun gempabumi ini dllaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa

cukup banyak.

Pada tanggal 28 Juni 1926, gempabumi dahsyat 7.8 Skala Richter juga

dilaporkan pemah mengguncang Padang Panjang. Akibat gempabumi ini tercatat

korban tewas lebih dari 354 orang. Kemsakan parah teijadi di sekitar Danau

Singkarak Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok,

Sawah Lunto dan Alahan Panjang. Gempabumi susulan mengakibatkan kerusakan

pada sebagian \vilayah Danau Singkarak. Tercatat di Kabupaten Agam sebanyak

472 rumah roboh, 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang

sebanyak 2.383 mmah roboh, 247 orang tewas. Dampak gempabumi juga

maiimbulkan banyak tanah terbelah, longsoran di Padang Panjang, Kubu Krambil

dan Simabur.

Gempabumi kuat dengan magnitudo 5.6 Skala Richter juga pemah teijadi

pada 16 Pebruari 2004. Getaran gempabumi ini dirasakan di sebagian besar

daerah Sumatera Barat hingga pada VI MMI (Modified Mercalli Intensity) yang

menimbulkan korban tewas sebanyak 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan
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bangunan rumah di Kabupalen Tanah Datar. Selang beber^a hari kemudian,

tepatnya pada 22 Pebruari 2004, gempabumi yang lebih besar kembali

menggxincang Sumatera Barat dengan magnitudo 6 Skala Richter. Gempabumi ini

mengakibatkan satu orang korban tevvas dan beberapa orang luka parah serla

ratusan nimah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi seismik yang aktif dan kompleks zona gempabumi Sumatera

Barat tersusim atas dua generator gempabumi, Pertama, pembangkit gempabumi

berasal dari kawasan barat Sumatera yaitu zone subduksi lempeng yang

berpotensi menimbulkan gempa kuat yang besar kemungkinan diikuti tsunami.

Gempabumi-gempabumi yang dipicu oleh aktivitas penyusupan lempeng sebagian

besar hiposentemya berpusat di perairan sebelah barat Sumatera Hal ini berkaitan

dengan adanya pertemuan lempeng benua di dasar laut. Untuk kawasan Sumatera

Barat, potensi gempa besar justru akibat aktivitas lempeng dizona subduksi yang

dicirikan dengan magnitudonya yang relatif lebih besar.

Generator gempabumi kedua adalah zona patahan Sumatera atau yang

populer dikenal sebagai Semangko Fault. Semangko Fault merupakan patahan

sangat aktif di daratan yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua, membHitang

sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Teluk Semangko di Selat Sunda

sampai ke wilayah Aceh di utara Gempabumi bericekuatan 7,0 skala Richter yang

mengejutkan masyarakat Sungai Penuh pada hari Kamis (1/10) yang

episenlrumnya sekitar 160 kilometer dari Kota Padang merupakan gempabumi

akibat aktivitas Patahan Semangko. Tampaknya pelepasan energi gempabumi
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utama Padang berkekuatan 7.6 skala Richter yang dibangkitkan oleh aktivitas

subduksi lemp^gberdampaktelahmemicu aktivitas sesardi daratan.

Berdasarkan data sejarah gempabuml Sumatera, dalam 100 tahun terakhir,

sudah sekitar 20 gempa besar dan merusak teijadi zona patahan ini. Berdasarkan

peneiitian, aktivitas gempabumi di patahan Setnangko rata-rata sekitar 5 tahtin

sekali. Meskipun gempabumi di zona patahan ini magnitudonya relatif kecil,

namun dampaknya bisa sangat berbahaya disebabkan sumbemya di daratan yang

berdekatan dengan kawasan pemukiman.

4.2.2. Tsunami

Dari dokumen pemerintah Belanda, pada 10 Februari 1797 dan 24

Nopember 1833, teiah teijadi Tsunami yang cukup besar dengan ketinggian 3-4

meter di Kota Padang, dan landaannya mencapai 1 km. Dalam waktu dekat, para

ahli juga memperkirakan aka teijadi gempa besar yang merupakan siklus gempa

yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat

Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi

menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi

Sumatera Barat.

4.23. Banjir

Provinsi Sumatera Barat memiliki sungal-stmgai besar yang mengalir dari

\vilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai bagian barat. Secara

tradisionil, perkembangan penduduk di Provinsi Sumbar dimulai dari daerah
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tepian sungai-sungai besar seperti asal-usul masyarakat di Kabupaten Solok,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Agam. Lokasi yang

4.2.4. Gunung Api

Provinsi Sumatera Brat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Tandikat,

Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat Gunung ini berpotensi

moiimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitamya Pada tahun 2007, aktivita

Gunung Talag sempat menyembulkan iahar meskipun tidak sampai menimbulkan

bencana besar. Namun, kejadian tersebut telah menarik periiatian ahli nasional

dan intemasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk

memprediksi aktivitasnya di masa yang akan datang. Selain Gunung Talang,

beber^a tahun belakang, Gunung Merapi juga masih terus mengeluarkan asap

sehingga potensi bencana yang ditimbulkan terhadap penduduk di sekitar cukup

besar.

4.2.5. Longsor

Sejarah b^cana longsor di Sumatera Barat teijadi di Padang Panjang pada

tanggal 4 Mei 1987 yang diperkirakan merupakan longsor terbesar. Korban yang

ditimbukannya sebayak 143 orang meninggal, 49 rumah rusak berat dan 1 buah

bangunan sekolah tertimbun.

4.2.6. Abrasi Pantai

Provinsi Sumatera barat berbatasan langsung dengan lauta India di sebelah

barat Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat

masuk dalam siklus aliran laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai.
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4.2.7. Penggunaan Naiicoba dan Obat Terlarang

Era informasi membawa masyarakat Provinsi Sumatera Barat ikut dalam

budaya global. Dampak buruk pengaruh daii budaya global ini terhadap budaya

lokal tak dapat dihindari. Beberapa kelompok masyarakat teridentifikasi memiliki

ketergantungan terhadap obat terlarang. Kelompok ini juga memiliki potoisi besar

untuk terkena HIV/AIDS. Jika tidak ditangani dengan baik, bencana social ini

dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

4.2.8. Konflik Sosial

Secara umum, masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya

yang sama. Namun, di beberapa daerah sekelompok masyarakat dari suku yang

memiliki budaya yang berbeda datang dan menetap. Kedatangan mereka

disebabkan oleh program pemerintah transmigrasi dan oleh keinginan mereka

sendiri. Aadanya perbedaan budaya ini, menimbulkan potensi konflik horizontal

antar masyarakat. Disamping itu, konflik akibat ego manusia juga teijadi di

Provinsi Sumatera Barat. Konflik social yang telah teijadi di Provinsi Sumatera

Barat adalah di Kabupaten Solok pada tahun 1993,2003 dan 2008.

4.3 Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana

Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012 (RPB

Sumbar) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 115

Tahun 2008. Penyusunan RPB Sumbar memiliki 4 tujuan yaitu :
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1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk

msiuninkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

2. Meningkatkan kineija lembaga dan instansi penanggulangan bencana di

Provinsi Sximatera Barat

3. Mensinergikan kineija pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait

dalam penanggnlagan bencana sesuai dengan budaya masng-masing daerah

di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari bahaya

yang mengacam.

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat,

berdasarkan kajian risiko bencana, potensi bencana yang teijadi di Sumatera Barat

dibagi dalam tiga skala prioritas. Skala prioritas ini disusun berdasarkan faktor

kemungkinan teijadinya bencana, kerentanan masyarakamya dan kapasitas

sumber daya yang dimiliki.

1. Tingkat Risiko I, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan

yang amat besar dengan potensi teijadinya amat tinggi. Bencana pada

tingkat risiko ini mendesak untuk ditangani. Yang termasuk dalam kategori

ini adalah; gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi wabah per^akit,

penggunaan narkoba dan obat terlarang.

2. Tingkat Risiko II, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan

yang amat besar dengan potensi teijadinya rendah atau kerugjan/kerusakan

yang ditimbulkan sedikit dengan potensi teijadinya tinggi. Bencana pada

tingkat risiko ini segera ditangani namun belum mendesak. Yang termasuk
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dalam kalegori ini adalah; Longsor, letman gunung api, kebakaran hutan

dan lahan, abrasi pantai, kebakaran bangiman, badai puting beliung dan

gelombang pasang.

3. Tingkal Risiko III, adalah bencana yang menimbulkan kemgian /kemsakan

sedikit dengan potensi teijadinya rendah. Bencana pada tingkat risiko ini

dapat ditangani secara bertahap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah;

kekeringan, gagal teknologi, konflik sosial dan pencemaan lingkungaa

Sebagai raicana induk penanggulangan bencana daerah, RPB Sumbar

terdiri dari 23 kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum, saat dan

setelah bencana Kebijakan ini diuraikan dari 10 sasaran dan 5 tujuan

penanggulangan bencana. Selanjutnya terdapat 3 misi yang hendak dicapai untuk

mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, yaitu ; "Suimtera

Barat Siaga, Tangguh dan Tayvakal Mmghadapi Bencana". Adapun misi

penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah;

a. Mengurangi risiko bencana dengan membangim kesiapsiagaan dan

infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadiL

b. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis

c. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis.

Dari misi tersebut, ditetapkan 5 tujuan PB Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a. Membangun system PB yang handal

b. Membangun Kesi^siagaan Bencana Secara Partisipatif

c. Mempersiapkan Infrastruktur PB yang tangguh
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d. Meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa

damrat bencana

e. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka

pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.

Dari 5 tujuan, dijabarkan menjadi 10 sasaran, yaitu :

a. Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB

Sumbar

b. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

Sumbar.

c. Terhimpurmya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam

upaya PB yang melingkupi vvilayah Sumbar

d. Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.

e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum

f. Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana

g. Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban

bencana untuk mengurangj jumlah korban jiwa yang meninggal

h. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif

i. Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bwicana

j. Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Selanjutnya, terdapat 23 kebijakan PB Provinsi Sumbar yaitu :

a. Menerbitkan aturan PB Prov. Sumbar

b. Mempercepat pembentukan aturan PB di Kota/Kab di Prov. Sumbar
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c. Mendirikan BPBD Prov. Sumbar dengan sumber d^a yang memadai dan

kompeten sesuai dengan standar

d. Mempercepat pembangunan BPBD Kota/Kab di Prov. Sumbar dengan

metode terstandarisasi.

e. Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber d^a di Prov.

Sumbar dalam PB

f. Membangun jaringan keija PB imtiak optimalisasi mobilisasi sumber daya

g. Membangun system peringatan dini bencana yag handal dan responsive

bagi masyarakat

h. Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam PB

i. Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk maigembangkan

kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumber daya.

j. Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana

k. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternative

pengurangan kerentanan bencana

1. Menyusun scenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah

berbasis PB di Kota/Kab Prov. Sumbar

m. Melaksanakan mitigasi structural pada daerah rentan

n. Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan

o. Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan

penyelamatan korban bencana

p. Pengerahan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan

pemulihan fasilitas kritis.

q. Menjamin distribusi logistic yang tepat sasaran
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r. Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemic

penyakit.

s. Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana

t. Memulihkan secara permanan kebutuhan primer penduduk korban

bencana

u. Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk

V. Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum

w. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

pemulihan fasilitas dan utilitas umum

Seluruh kebijakan penanggulangan bencana dalam RPB Sumbar

diteijemahkan pelaksanaannya dengan 39 program keija serta 92 kegiatan

penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya tersebut, terdiri dari 3 fase

penanggulangan bencana yang dilakukan selama 5 tahun mulai dari Tahun 2008

hingga Tahun 2012 imtuk 10 potensi bencana alam dan 6 potensi bencana non

alam.Dari 23 kebijakan tersebut, diuraikan menjadi 39 program dan 92 kegiatan.

Untuk pengelolaan pelaksanaan RPB Sumbar ini, dilakukan oleh Lembaga BPBD

yang menggantikan peran satkorlak PB yang bersifak koordinatif dan fungsional.

Selain lembaga pemerintah, sumber daya yang turut berperan dalam

penanggulangan bencaa terdiri dari masyarakat umum, swasta, lembaga non

pemerintahan, perguruan tinggi dan media massa Pendanaan kegiatan

penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, sector swasta, donor

nasional dan intemasional.
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4.4 Penanggulangan Bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010

Pada tanggal 30 September 2009, telah terjadi gempa bumi dengan

magnitude 7,1 SR di Sumatera Barat pada pukul 17.16 WIB dengan episenter 71

kilometer berdasarkan BMKG. Intensitas gempa dilaporkan mencapai skala MMI

VII-Vni di Kota Padang dan V-Vl di Kab/Kota sekitamya Lokasi pusat gempa

dapat dilihat pada gambar 4.1. Kerugian yang ditimbulkan pada gempa ini

tersebar pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian dapat

dilihat pada tabel 4.1.

Gambar 4.1. t^kasi Pusat Gempa 30

September 2009

Gempa bumi yang teijadi pada

tanggal 30 September ini merupakan

rangkaian gempa yang diakibatkan karena

posisi Pulau Sumatera di sepanjang jalur

tumbukan dua lempeng bumi, di mana

lempeng (Samudra) Hindia bergerak

menunjam ke bawah lempeng (benua)

Sumatra Sumatra dan busur kepulauan di

bagian baratnya adalah bagian dari lempeng

Eurasia. Sedangkan lempeng lainnya berada

di bawah Lautan Hindia Batas dua lempeng

ini dapat diamati berupa jalur palung laut

dalam di sebelah barat Sumatra sampai ke Kep. Andaman. Lempeng Hindia

menunjam di bawah Sumatra 50-60 cm/tahun dengan kemiringan sekitar 12

■imM

Sumber: BNPB, 2009

derajat. Bagian dangkal (di atas 60km) dari batas antara lempeng yang menunjam



dan lempeng di atasnya disebut sebagai (patahan) megathrust. Megathnst ini

berpotensi mengeluarkan gempa dengan kekuatan diatas M8. Sejak tahun 2000

zona subduksi Sumatra sudah berkali-kali mengeluarkan gempa besar, termasuk

kulminasi gempa sangat besar tahun 2004 di wilayah Aceh Andaman yang

mengakibatkan bencana tsunami yang sangat fenomenal.

Tabel 4.1 Kerugian akibal gempabumi 30 Sej^ember 2009

Kabupaten/Kota
MKerusakan

perumahan

Kerugian bUang

Perumahan

(Millar Rupiah)

Kerugian pada Gedung

Pemerintah

(Miliar Rupiah)

Jumlah kerugian {MBIar

Rupiah)

Kota Padang 71 84 1066.5 1150,5

Kota Pariaman 88 887 174 1061

Kota Soidc 0 0,3 0,1 0,4

Kota Padang Panjang 6 8.2 2,6 10.8

Kab. TanahDatar 0 6.6 1.9 8.5

Kab. Pdg. Pariaman 96 954 1285,8 2239,8

Kep. Mentawai 0 24.6 5,8 30,4

Kab. Solok 1 1.1 0,2 1.3

Kab. Pesisir Setatan 10 250,1 67,1 317,2

Kab. Agam 20 1481 268,9 1749,9

Kab. Pasaman Barat 2 28,2 4,9 33,1

Kab. Pasatnan Barat 12 463,8 97,6 561,4

SumbertBNPB. 2009

Studi paleogeodesi dengan mempergunakan terumbu karang jenis

mikroalol berhasil mengetahui sejarah dan mekanisme gempa-gempa besar yang

sudah teijadi tidak hanya yang tercatat dalam sejarah melainkan juga gempa-

gempa pra-sejarah yang teijadi dalam kurun waktu 700 tahun terakhir. Hasil studi

terakhir maiunjukan bahwa peristiwa gempa besar di wilayah zona subduksi

Mentawai teijadi pada tahun 1300-an, 1600-an, dan 1797 dan 1833 (tercatat dalam

sejarah); dengan lain kata mempunyai perioda ulang/masa akumulasi gempa

sekitar 2(X) tahunan. Rekaman paleogeodesi juga mengindikasikan bahwa

peristiwa gempa besar alau pelepasan akumulasi energi gempa yang sudah teijadi

biasanya merupakan rentetan gempa besar bukan dilepaskan oleh gempa besar

tunggal.

\jptperpust;'!';\am
^  A X A it-Ai

56



Rentetan getnpa besar berikutnya adalah pada tanggal 25 Oktober 2010 di

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan magnitudo 7,7 SR gempa bumi teijadi

dilepas pantm Sumatera pada pukul 21:42 WIB. Lokasi pusat gempa d^at dilihat

pada gambar 4.2. Badan Survey Geologi Amerika Serikat, USGS awalnya

melaporkan episentrum gempa bumi teijadi pada kedalaman 20.5 mil (33,0 km),

tapi kemudian melaporkan bahwa kedalaman episentrum gempa pada kedalaman

8.8 mil (14,2 km) dan kemudian 12.8 mil (20,6 km) USGS juga awalnya

memperkirakan magnitudo gempa 7,5 skala richter sebelum merevisi menjadi 7,7

skala richter.

Gambar 4.2 Lokasi Pusat Gempa Mentawai 25 Oktober 2010

^  >•'* • - ̂ "

f

A"- ■"■ii.'i--'v%-.- -f
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"  .c '
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Sumber: BNPB, 2010

Pada gempa tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami.

Peringatan kemungkinan tsunami disampaikan, tel^i kemudian dicabut setelah

kemungkinan ancaman tsunami berlalu. Setelah Peringatan dari BMKG dicabut.



tsunami teijadi setinggi 3-10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Berdasarkan

Pacific Tsunami Warning Center, gempa menyebabkan sebuah tsunami yang

dilaporkan melanda Resor Selancar Macaronis di Kepulauan Mentawai, yang

menghantam dua perahu sewaan. Akibatnya 286 orang dilaporkan tewas dan 252

orang lainnya dilaporkan hilang, hal ini disebabkan terpencilnya lokasi (pulau

hanya d^at dijangkau dengan kapal laut) sehingga membuat laporan korban

mengalami keterlambatan.

Upaya penanggulangan bencana kedua gempabumi tersebut dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah DaeraK Dari pengalaman bencana

tersebut, dapat diidentifikasi temuan sebagai pembelajaran sebagai bahan evaluasi

kebijakan PB Prov. Sumbar. Masing-masing temuan tersebut d^at menjadi tolak

ukur keberhasiian kebijakan pada fase tertentu. Untuk itu temuan penanggulangan

bencana tersebut dikelompokkan sesuai dengan fase perencanaan penanggulangan

bencana sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.
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BABV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera

Barat

Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dilihat dari pencapaian

sasaran. Indikalor pencapaian sasaran dilihat dari temuan kendala berdasarkan

penanggulangan bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25

Oktober 2010. Temun kendala diidentifikasi berdasarkan masing-masing sasaran

dan dapat dijadikan tolak ukur efektivitas kebijakan

Temuan kendala yang diperoleh dari hasil diskusi grup terfokus dapat dilihat pada

tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Identifikasi Temuan Kendala pada masing-masing sasaran Penanggulangan

Bencana Prov. Sumbar

SASARAN TEMUAN KENDALA

Terbitnya aturan penmdangan
yang memadai bagi
penyelenggaraan
penanggulangan bracana
Sumatera Barat

1. Koordinasi antar SKPD belum

terlaksana, kapasitas SDM masih
lemah dalam pengaturan dan
pelaksanaan

2. Sosiaiisasi aturan tidak terlaksana
denga baik

3. Aturan yang dibuat belum dapat
memadai dan melibatkan semua SKPD
(Dinas Pendidikan)

Terbentuknya Badan
Penanggulangan Bencana
Daerab (BPBD) Provinsi
Sumbar.

1. Komitmat Politis masib kurang
sehingga stuktur BPBD tidak optimal;
unsur pengarah dan kapasitas SDM

2. Kapasitas SDM belum memadai

3. Standarisasi BPBD (Perka 3/2008)
tidak dilaksanakan
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Terhimpunnya sumber daya
yang dapat dimobilisasi secara
terpadu dalam up^a PB yang
melingkupi wlayah Sumbar

1. Beliun adaiQ'a identifikasi aset, belum
adanya rencana kontijensi

2. Koordinasi susah dilaksanakan baik

karena ego sektoral maupun karena
kurangnya kapasitas BPBD atau
perbedaan potensi bencana di daerah,
nampak jelas dalam distribusi logistik

3. Sistem peringatan dini belum dirancang
dengan menggunakan kearifan lokal
dan berbeda untuk masing-masing
daemh sesuai seoerafis

4. Komitmen dalam implementasi
program tidak ada

Tumbuhnya budaya Siaga
Bencana pada masyaralcat.

1. Sosialisasi Budaya siaga belum
berkembang dl sekolah, masyarakat
dan pemerintahan

2. Standarisasi yang belum ada s^ingga
banyak kegiatan siaga yang mandeg
dan tidak dapat diaplikasikan ke
sekolah lain/kabupaten/kota

Peningkatan Daya Dukung
Fasilitas dan Utilitas Pelayanan
Umum

1. Perracanaan tvilayah belum
berorientasi PRB

2. Sarana dan prasarana evakuasi yang
masih kmang

3. Koordinasi antar SKPD belum

memadai, tidak adaya kesatuan visi
Penurunan Kerentanan

lingkungan pada kawasan
rawan bencana

1. Belum terlaksananya ARB untuk
bangunan- bangunan perumahan
(keterbatasan kapasitas dan dana)

2. ARB tidak optimal dalam menurunkan
kerentanan

3. Tidak adanya koordinasi SKPD dalam
menurunkan kerentanan lingkungan
dan masvarakat

Terselenggaranya pertolongan
cepat dan tepat sasaran pada
korban bencana untuk

mengurangi jumlah korban
jiwa yang meninggal

1. Adanya permasalahan dalam
pengumpulan dan ketersediaan data
penduduk untuk distribusi loRistik

2. Kurangnya sarana-prasarana, SDM
imtuk pertolongan; diperlukan
kemandirian masyarakat dalam masa
krisis

Tersusunnya rencana
pemulihan kawasan bencana
secara partisipatif

1. Relokasi perlu dilakukan dengan
penviapan mata pencaharian altematif

2. Perencanaan pemulihan perlu
dilakukan dotgan koordinasi,
patisipalif (bottom up) dan top down
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Tersedianya Slandar
Kesejahteraan Minimum
Penduduk Korban Bencana

1. Koordinasi dengan masy rantau,
SKPD, perbankan, swasta, LSM lemah

2. Perlu pemulihan psikologis, misalnya
terhadap mental masy yang terlalu
mensharapkan bantuan

Pulihnya Daya dukung fasiiitas
dan utilitas peiayanan umum.

1. Pelaksanaan proyek yang banyak
pei^elewengan dan masalah
penganeearan

2. Pemeliharaan fasiiitas tidak dilakukan

3. Pemulihan sangat lambat dilakukan

Berdasarkan temuan kendala di atas, ditetapkan secara bersama tingkat efektivitas

kebijakan dalam mencapai sasaraa Dengan merata-ratakan tingkat penc^aian

pada masing-maslng sasaran, persetase efektivitas dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Tingkat Pcncapaian Sasaran penanggulangan bencana

Sasaran
Tingkat

Pencapaian

1. Terbimya aturan penmdangan
yang memadai bagi
penyelenggaraan PB Sumbar

52%

2. Terbentuknya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD") Provinsi Sumbar.

60%

3. Terhimpunnya sumber dt^a yang
dapat dimobilisasi secara terpadu
dalam upaya PB yang melingkupi
wilavah Sumbar

42%

4. Tumbuhnya budaya Siaga Bencana
pada masyarakat.

42%

5. Peningkatan Daya Dukung
Fasiiitas dan Utilitas Peiayanan
Umiun

42%

6. Penurunan Kerentanan lingkungan
pada kawasan rawan bencana

42%
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7. Terselenggaranya pertolongan
cepat dan tepat sasaran pada
korban bencana untuk mengurangi
jumlah korban jiwa yang
menineeal

50%

8. Tersusunnya rencana pemulihan
kawasan b^cana secara

partisipatif

65%

9. Tersedianya Standar Kesejahteraan
Minimum Poiduduk Korban
Rencana

54%

10. Pulihnya Daya dukung fasilitas
dan utilitas pelayanan umum.

50%

Rata-rata Pencapaian Sasaran
RPB

50%

Sumber: Hasil FGD, 2011

Dari hasil penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh rata-rata pencapan

sasaran adalah 50%. Sasaran 3,4,5 dan 6 merailiki tingkat pencapaian yang paling

rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana,

daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penuninan kerentanan lingkungan.

Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian sasaran yang paling baik

(65%) yaitu mengenai pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan

perencanaan pemulihan secara partisipatif.
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5.2 Tingkat Ketahanan Daerah Provinst Sumatera Barat

Tingkat ketahanan daerah diketahui dari 22 indikator HFA berdasarkan

kondisi daerah masing-masing. Analisis tingkat ketahanan daerah diperlukan

untuk mengetahui penyebab adanya temuan dalam penangguiangan bencana

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keraitanan dan kapasitas sumber daya

daerah, sehingga dapat mempertajam perbaikan strategi dan kebijakan.

Analisis tingkat ketahanan daerah diiakukan pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak bencana paling tinggi pada

kejadian gempabumi 30 September 2009 dan Gempabumi dan Tsunami 25

Oktober 2010; Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan

Kabupaten Pesisir Selatan. Rekapituiasi level masing-masing daerah dapat dilihat

pada tabel 5.3. indeks indikator masing-masing daerah dirala-ratakan untuk

dibandingkan dengan indeks indikator Provinsi.

Tabel 5.3. Nilai indikator HFA Kabupaten/Kota

No Indikator A B C D E F G H

I.l

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab cksplisit
ditctapkan untuk scmua jenjang pemerintahan

2 4 4 2 4 2 3 5

1.2
Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus unmk kegiatan
pengurangan risiko bencana di scmua tingkat pcmeiintaban

2 3 3 3 4 4 3 3

1.3
Te^alinnya paitisipasi dan desentralisasi komunitas melalui
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

2 3 3 2 5 2 3 1

1.4
Berfimgsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan
risiko bencana

2 3 3 2 4 2 3 3

U.1

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data

bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk scktor-sektor
utama daerah

2 2 3 2 3 2 2 2
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II.2

Tcrscdianya sistem-sistem yang siap untuk memaotau, mengarsip
dan mcnycbarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-
kcrcnianan utama

2 2 2 I 3 I 2 2

11.3

Tcrscdianya sistcm peringatan dini yang siap beropcrasi untuk
skala besar dengan jangkauan yang luas ke sciuruh lapisan
masvarakat

2 3 2 2 4 2 3 4

11.4

Kajian Risiko Daerah Mempcrtimbangkan Rislko-Risiko Lintas
Batas Gtma Menggalang Kojasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

2 1 3 2 2 I 3 I

m.i

Tcrscdianya informast yang relevan mcngcnai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kcpentingan
(melalui jejaring, pengcrabangan sistcm untuk berbagj informasi.
dst)

3 2 2 2 3 1 2 2

III. 2

Kurikulum sekolah, materi pcndidikan dan pelatihan yang relevan
mencakup konscp-konsep dan praktik-praktik mengenai
pcngurangan risiko bencana dan pemuliban

3 I 3 2 3 3 2 3

m.3

Tcrscdianya metode lisct untuk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas basil riset

2 1 2 I 3 I I 3

ni.4

Ditcrapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh
komimitas dalam melaksanakan praktik budaya rahan bencana
yang mampu menjangkau masyarakat secara luas hnik di
perkotaan maupim pedesaan

2 2 4 3 3 2 3 3

IV. 1

Pengurangan risiko bencana menipakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan
dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengclolaan sumber
daya alam, tala guna lahim dan adaptasi terhadap penibahan iklim

5 3 4 4 5 2 4 4

IV.2

Rencana-rcncana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kcrcntanan penduduk yang paling
berisiko terkena danq)ak bencana

5 1 4 3 4 2 3 4

IV.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang
ekonomi dan produksi tclah dilaksanakan luituk mengurangi
kcrcntanan kcgiatan-kcgiatan ekonomi

2 I 2 2 2 1 I 2

IV.4

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman mannsia merauat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pcmbcrlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk kcsclamatan dan kesehatan
umum (enforcement of building codes)

5 2 4 3 4 2 3 4

IV.5
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan kc
dalam proses-proses rchabilitast dan pcmulihan pascabcncana 4 4 3 2 4 1 3 3

IV. 6

Siap sedianya proscdur-prosedur untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangtman bcsar, tenitama
infrastruktur

2 I 2 2 2 1 I I

V.I

Tersedianya kcbijakan, kapasitas teknis kclembagaan serta
mekanisme penanganan danirat bencana yang kum dengan
pcrspcktif pengurangan risiko bencana ddam pclaksanaannya

2 3 4 3 4 4 3 3

64



V.2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang beipotensi terjadi
yang slap di semua jenjang pcmerintahan, latilian reguler diadakan
untuk menguji dan mengetnbangkan program-program tanggap
darurat bencana

2 2 2 2 2 2 2 2

V.3

Tersedianya cadangan finansial dan logistik seita mekanisme
antisipasi yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemulihan pasca bencana

2 2 3 3 3 3 3 3

V.4

Tersedianya proscdur yang relevan untuk melakukan tinjauan
pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama
raasa tanggap darurat

2 4 4 3 3 2 3 2

Ket:

A: Kobupaten Agam
B: Kabupaten Kepulauan Mentawai
C: Kabupaten Padang Pariaman
D: Kabupaten Pesisir Selatan
E: K<xa Padang
F: Kota Pariaman

G: Rata-rata Kab/Kota

H: Provinsi Sumatera Barat

Simber : Analisis data sehmder, 2011

Dari level indikator dapat dihitung level prioritas tnasing-masing daerah

dan tingkat ketahanan daerah. Perhitungan untuk masing-masing daerah d£q)at

dilihat pada lampiran 6. Tingkat ketahanan daerah dapat dilihat pada label 5.4

berikut.

Tabel 5.4. Indeks Prioritas Aksi dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota

No Prioritas Aksi A B C D E F G H

I

Prioritas Aksi Memastikan bah\va pengurangan risiko bencana
(PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan
dasar kelembag^ yang 1^

2 3 3 2 4 2 3 3

U
Prioritas Aksi Mengjdcntifikaasi, mengkaji dan mcmantau risiko
bencana dan menigkatkan peringatan dini

2 2 2 1 3 1 2 2

in

Prioritas Aksi Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di
semua tingkat

2 1 3 2 3 1 2 3

IV Prioritas Aksi Mengurangi faktor-&ktor risiko yang mendasar 4 1 3 2 3 1 2 2

V
Prioritas aksi Mcmperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
Tcspon yang efektif di semua tingkat

2 2 3 3 3 3 3 2

INDEKS KETAHANAN DAERAH 2 2 3 2 3 2 2 3

Sumber: Analisis data sehmder, 2011
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Dari tabel 5.4, tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat berada

pada level 3 yang artinya "Komitmen kelembagaan tercapai, telapi capaian-

capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti". Jika

dibandingkan dengan level kabupaten/kota, rata-rata kabupaten/kota berada pada

level 2, yang artinya "Pencapaian ada, letapi kebijakin sistemaiis dan/atau

komitmen kelembagaan belum ada". Jika dilihat berdasarkan prioritas aksi, rata-

rata kabupaten/kota tidak terialu berbeda jauh dengan level Provinsi. Namun,

terdapat daerah yang menonjol dalam prioritas aksi tertentu, yaitu Kota Padang

dalam hal tala pemerintahan (prioritas aksi 1) dan Kabupaten Agam dalam hal

pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasar (prioritas aksi 4). Kota Pariaman

dan Kabupaten Pesisir Selatan sangat rentan dalam hal pengukuran risiko

(prioritas aksi 2). Sedangkan, untuk prioritas aksi 3 (pendidikan dan edukasi) dan

4 (Manajemen risiko dan penurunan kerentanan), daerah yang paling rentan

adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, prioritas aksi berdasarkan kondisi yang

paling rentan adalah:

1. Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas

2. Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosediu'

penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan

produksi.

3. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belitm adanya

kontinjensi bencana yang berpotensi teijadi yang siap di semua jenjang

pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat.
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4. Pengetahuan dan edukasi, temtama mengenai penyediaan informasi yang

relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh

pemangku kepentingan.

5. Tata pemerintahan, temtama belum adanya partisipasi dan desentralisasi

komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat

iokal.

5.3 Penyusunan AlternatifKebijakan Fenanggulangan Bencana Provinsi

Siunatera Barat

Dari hasil FGD, diidentifikas temuan-temuan pada p^anggulangan

bencana yang menjadi pembelajaran dan hams ditindaklanjuti dengan

memperbaiki atau mempertajam kebijakan aiau program Fenanggulangan

Bencana yang ada. Pembel^aran yang dimaksud adalah ;

1. Memperkuat koordinasi intern pemerintahan (SKPD), antar pemerintah -

swasta, perbankan, LSM, masyarakat rantau pada saat fase prabencana,

tanggap darurat dan pemulihaa

2. Meningkatkan kapasitas Kepala Daerah dan SDM Pemerintahan (BPBD serta

instansi terkait).

3. Menjmsun Rencana Kontijensi untuk menilai kebutuhan sumber daya dan

logistik.

4. Peroicanaan dan penerapan aturan paiataan mang dengan perspektif PB.

5. Menyempumakan aturan PB dengan meningkatkan keterlibatan semua

SKPD, stakeholder.
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6. Sosialisasi tentang PB perlu lebih diperluas, baik tentang peraturan yang ada

maupun untuk prosedur kesiapsiagaan kepada komunitas.

7. Menyusun sistem peringatan dini berdasarkan kearifan lokal dan kondisi

geografis daerah.

8. Membuat rencana pemulihan dengan relokasi dan penyiapan altematif mata

pencaharian.

9. Melakukan paigawasan terhadap kegiatan pemulihaa

Selanjutnya, basil pembelajaran ini dikombinasikan dengan basil anallsis

tingkat ketahanan daerah berdasarkan 22 indikator HFA menghasilkan kebijakan

penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan basil analisis

tingkat ketahanan daerah, diperoleh kondisi kerentanan daerah Provinsi Sumatera

Barat. Dengan menurunkan kerentanan atau peningkatan indeks indikator HFA

sesuai dengan kriteria yang ada pada lampiran 4, dapat direncanakan kebijakan

penanggulangan bencana Digabungkan dengan basil pembelajaran pada kajian

efektifitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat, kebijakan

yang direncanakan disamping dapat lebih efektif, juga dapat meningkatkan indeks

ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat pada akhir periode perencanaan. Pada

tabel 5.5 dt^iat dilihat basil analisis terhadap tingkat ketahanan daerah Provinsi

Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan altematif kebijakan patanggulangan

bencana.
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Tabel S.S. Penyu^unan Kebijakan Alteniatif PB berdasarkan Tingkat Ketahanan Daerah

PRIORITAS AKSI INDIKATOR DENGAN INDEKS < 2

PEMBELAJARAN HASIL

IDENTrFnCASI TEMUAN PADA

FGD

KEBUAKAN

Memastikan baliwa

pengurangan risiko
bencana (PRB)

merupakan sebuah
prioritas nasional dan
lokal dengan dasar
kelembagaan yang kuat

1. Teijalinnya partisipasi dan
desentrallsasi komunitas

melalui pembagian
kevvenangan dan somber daya
pada tingkat lokal

Memperkuat koordinasi intern
pemerintahan (SKPD), antar
pemerintah - swasta, perbankan,
LSM, masyarakat rantau pada
saat fase prabencana, tanggap
daiurat dan pemulihan

Kebijakan Menjalin partisipasi
dan desentralisasi komunitas

melalui pembangian kewenagan
dan sumber daya pada tingkat
lokal

Meningkatkan kapasitas Kepala
Daerali dan SDM Pemerintahan

(BPBD serta instansi terkait)

Kebijakan Membentuk dan
memberdayakan forum/jaringan
daerah khusus untuk

pengurangan risiko bencana

Mengidentifikaasi,
men^aji dan memantau
risiko bencana dan

menigkatkan peringatan
dini

1. Tersedianya Kajian Risiko
Bencana Daerah berdasarkan

data bahaya dan kerentanan
imtuk meliputi risiko untuk
sektor-sektor utama daerah

2. Tersedianya sistem-sistem
yang siap untuk memantau,
mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

Sosialisasi tentang PB perlu lebili
diperluas, baik tentang peraturan
yang ada maupun untuk prosedur
kesiapsiagaan kepada komunitas

Kebijakan Menyelenggarakan
sistem-sistem yang siap untuk
memantau, mengarsipkan dan
menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-

kerentanan utama
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Menyusun sistem peringatan dini
berdasarkan kearifan lokal dan

kondisi geosrafis daerah

3. Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-
Risiko Lintas Batas Guna
Menggalang Keijasama Antar
Daerah Untuk Pengurangan

Risiko

Perencanaan dan penerapan .
aturan penataan ruang dengah
perspektifPB

Kebijakan Memperkuat
dokumen Kajian Risiko Daerah
mempertimbangkan risiko-
risiko lintas batas guna
menggalang kerjasama antar
daerah untuk pengurangan
risiko

Menggunakan
pengetahuan, inovasL dan
pendidikan untuk
metnbangun suatu
budaya keselamatan dan
ketahanan di semua

tingkat

1. Tersedianya informasi yang
relevan mengenai bencana dan
dapat diakses di semua tingkat
oleh seluruh pemangku
kepentingan (melalui jejaring,
pengembangan sistem untuk
berbasi informasi. dst)

2. Tersedianya metode riset
untuk kajian risiko multi
bencana seita analisis
manfaat-biaya (cost benefit
analysist) yang seialu
dikembangkan berdasarkan
kualitas hasil riset

Kebijakan Menerapkan metode
riset imtuk kajian tentang
kebencanaan di Provinsi

Sumatera Barat

Mengurangi faktor-faktor
risiko yang mendasar

1. Rencana-rencana dan

kebijakan-kebijakan sektoral
di bidang ekonomi dan
produksi telah dilaksanakan
untuk mengurangi kerentanan
keciatan-keciatan ekonomi

Membuat rencana pemulihan
dengan relokasi dan penyiapan
altematif mata pencaharian

Kebijakan Memperkuat bidang
ekonomi produksi untuk
mengurangi kerentanan
perekonomian masyarakat
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2. Siap sedianya prosedur-
prosedur imtuk menilai
dampak-dampak risiko
bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, tenitama
infrastniktuT'

Melakukan penpwasan terhadap
kegiatan pemulilian

Kebijakan Menerapkan
prosedur-prosedur penilaian
dampak risiko bencana
terhadap proyek-proyek
pembangunan besar, terutama
inftastruktur

Memperkuat
kesiapsiagaan terhadap
bencana demi respon
yang efektif dl semua
tingkat

1. Tersedianya rencana
kontinjensi bencana yang
berpotensi teijadi yang siap dl
semuajenjang pemerintahan,
latihan reguler diadakan untuk
menguji dan mengembangkan
program-program tanggap

darurat bencana

Menyusun Rencana Kontijensi
untuk menilai kebutuhan sumber

daya dan logistik

Kebijakan Menyusun Rencana
Kontijensi bencana yang
berpotensi teijadi yang siap di
semuajenjang pemerintatm,
mengadakan latihan reguler
untuk menguji dan
mengembangkan program-
program tanggap darurat
bencana

2. Tersedianya prosedur yang
relevan untuk melakukan

tinjauan pasca bencana
terhadap pertukaran informasi
yang relevan selama masa
tanggap darurat

Kebijakan Menyediakan
prosedur yang relevan untuk
melakukan tinjauan pasca
bencana selama masa tanggap
darurat

Sumber: HasU Analisis, 2011
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Kebijakan yang disusun diuraikan ke dalam strategi pelaksanaan, dan

program penanggulangan bencana yang lebih spesifik. Meskipun uji efektivitas

dilakukan berdasarkan temuan bencana gempa 30 September 2009 dan bencana

tsunami 25 Oktober 2010, karena indikator HFA bersifat multi bencana, maka

perencanaan yang dibuat diharapkan tidak hanya dapat mengurangi risiko bencana

gempabumi dan tsunami saja, tapi untuk semuajenis bencana yang ada di Provinsi

Sumatera Barat.
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BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSISUMATERA BARAT

6.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Prov. Sumbar

Berdasarkan uraian di atas, disusun kebijakan yang menjadi prioritas yaitu

sebagai berikut:

1. Kebijakan Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui

pembangian kewenagan dan siunber daya pada tingkat loka)

2. Kebijakan Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus

untuk pengurangan risiko bencana

3. Kebijakan Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau,

mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

4. Kebijakan Memperkuat dokumen Kajian Risiko Daerah Provinsi Sumatera

Barat

5. Kebijakan Menerapkan metode riset untuk kajian tentang kebencanaan di

Provinsi Sumatera Barat.

6. Kebijakan Memperkuat bidang ekonomi produksi untuk mengurangi

kerentanan perekonomian masyarakat

7. Kebijakan Menerapkan prosedur-prosedur penilaian dampak risiko bencana

terhadap proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur
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8. Kebijakan Menyusun Rencana Kontijensi bencana, mengadakan latihan

reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

9. Kebijakan Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan

pasca bencana selama masa tanggap darurat.

6.2. Strategi Felaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi
Sumatera Barat

Berdasarkan kebijakan di atas, ditetapkan strategi pelaksanaan kebijakan

yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin partisipasi dan pembagian wewenang melalui legalitas dan sistem

insentif

2. Menyusun sistem partisipatif dalam penganggaran

3. Memberdayakan sumber d^a lokal dari tingkat pemerintahan, LSM dan

swasta

4. Penggunaan teknologi dan mengoptimalkan sumber daya dengan

pengembangan kearifan lokal

5. Mengutamakan k^ian risiko untuk 2 daerah atau lebih dan menggalang

keijasama lintas batas

6. Pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah

7. Pengembangan riset kebencanaan di lingkungan pemerintahan

8. Pengembangan mata pencaharian altematif untuk masyarakat pada daerah

rawan bencana
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9. Pengintegrasian dokumen Analisis Risiko Bencana dengan dokumen

lingkimgan (AMDAL)

10. Menyusun rencana kontijensi berdasarkan kajian risiko bencana daerah

11. Membangun mekanisme komunikasi pada masa tangg^ darurat terutama

untuk kepentingan ditribusi logistik

63. Program-Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, disusun program yang

menjadi prioritas yaitu sebagai berikut;

1. Penyusunan Regulasi Sistem KODAL dan Mekanisme Pembagian Peran saat

tanggap darurat bencana

2. Pembangunan Mekanisme Anggaran Partisipatif untuk Penyelenggaraan PB

3. Pembangunan Mekanisme Insentif keterlibatan Dunia Usaha dalam

Penyelenggaraan PB

4. Membangim kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang

dibutuhkan

5. Pembangunan mekanisme Forum PRB Prov. Sumbar untuk memonitoring

PRE yang mandiri, transparan dan akuntabel

6. Mengembangkan dan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini

7. Pembangunan sistem informasi kebencanaan Provinsi Sumatera Barat

8. Penyusunan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi

9. Pembangunan Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lintas

Batas
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10. Pembentukan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Kebencanaan

11. Pemberdayaan kapasitas internal pemerintah untuk riset dan penelitian

kebencanaan

12. Pemantauan efektlvitas upaya pengurangan risiko bencana Provinsi Sumatera

Barat

13. Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah di daerah rawan

bencana

14. Pengembangan Mala Pencarian Altemalif Berdasarkan Peta Sektor

Pengentasan Kemiskinan Di Zona Prioritas PB Provinsi

15. Penyusunan aturan dan pedoman analisis risiko bencana untuk proyek-proyek

besar

16. Pemantauan dan penilaian analisis risiko bencana

17. Penyusunan Rencana Kontinjensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana

Provinsi

18. Pembangunan Mekanisme Penerapan Rencana Kontinjensi

19. Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk menjamin stabilitas harga

pasar kebutuhan tanggap darurat provinsi

20. Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistik di Zona

Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi

Program-program di atas, diuraikan menjadi 50 kegiataa Untuk lebih

jelasnya kebijakan, strategi pelaksanaan, program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel 6.1.
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TABEL 6.1. ALTERNATIFRENCANAPENANGGULANGANBENCANAPROPINSISUMATERABARAT

KEBUAKAN STRATE61 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASIIAN

Kebijakan Menjalin partisipasi dan

desentralisas) komuniias melalui

psmbanglan kewenagan dan sumber

daya pada tingkat lokal

1. Menjamin partisipasi dan pembagian

wewenang mefalul legal!tas dan sistem

insendf

1. PenyusunanReguiasi Sistem KOOAL

dan Mekanlsme Pembagian Peran

saat tanggap darurat bencana

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang

Prosedur Pembagian Peran,Tanggung

Jawab dan Kewenangan saat darurat

bencana

Adanya Peraturan Gubernur tentang PCS

Peran dan Fungs! Instarui Pemerintah, instansi

Vertikal dan Lembaga Masyarakat serta status

darurat bencana

Memperslngkatwaktu pelaksanaan

penanganan darurat bencana dari renesna

kontinjensi yang disusun

2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang

Penetapan Skala Bencana Daerah

2. Adanya PeraturanGubemurtentangStatus

Bencana

Status bencana mempcrhatlkan sebab dan

rcntang waktu kcfadian bencana

3. Peningkatsn Mekanisme Koordinasi BPBO

ProplnsI Sumatera Barat, dengan

menjadikanKota Padangsebagai

percontohan

3. Terbentuk Unsur Pengarah darl Instansi

Pemerintah di BPBD dan BPBO Kab/Kota

Terldentiflkasinya tupoksi SKPO dalam

penyclenggaraan PB ProplnsI Sumatera Barat

Tcrbangunnyajejarlngantar Instltusl PB yang

slap sedia untuk berkontribusi daiam

pcnyelcnggaraan PB

4. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana

ProplnsI Sumatera Barat 2012-2017

4. Adanya PeraturanGubernurtentangZona

Prioritas Penanggulangan Bencana

berdasarkan kajian risiko di ProvinsI PropinsI
Sumatera Barat 2012 - 2017

Mcngintegraslkan Zona Prioritas

Penanggulangan Bencana ProvinsI

kcdalam Rencana Tata Ruang ProplnsI

Sumatera Barat

S. Olterapkannya IM3 di kabupaten/kota pada

fasllltas publik, fasiiitas komerslal dan rumah

masyarakat di ZPPB dengan metode insentlf

dan dlsentif dari pemerintah provlnsi

Kawasan Rawan Bencana dljadlkan Kawasan

LIndung berbasis MItigasI Bencana
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KEBUAKAN STRATEGl PROGRAM KEGIATAN INOIKATOR KEBERHASIIAN

2. PembangunanMekanismelnsentlf

keterllbaun Dunia Usaha dalam

Penyelenggaraan P8

6. Penyusunan Peraturan Gubernur (entang

Mekanlsme Oukungan Partislpaai DunIa

Usaha dalam Penyelenggaraan PB

6. Adanya aturan/kebljakan terkalt penegakan

hukum yang diatur dengan meilbatkan llntas

Instltusi secara terpadu terkalt dunia usaha

dalam menlngkatkan kapasltas masyarakat

rentan

7. Pelaksanaan malam donasl komitmen

pemerintah-perusahaan untuk

Pengentasan Kerenlanan masyarakat di
Zona Priorltas Penanggulangan BerKana

7. Adanya agreement perusahaan besar untuk
menjamln komitment bersama (yang di

ketahui dan dlsetufui oleh llntas stakeholder)

dalam mengembangkan kapasltas masyarakat

dl daerah rentan

Ounia usaha melaksanakan program

penlngkatan masyarakat di daerah rentan.

2. Menyusun slstem partislpatif dalam
penganggaran

3. Pembangunan Mekanlsme

Anggaran Partislpatif untuk
Penyelenggaraan PB

8. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang

Mekanlsme dan Partlslpasi Penganggaran
Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

8. Adanya Peraturan Gubernur tentang

Mekanlsme Anggaran Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

9. Promosl RPB Prcplnsl Sumatera Barat

untuk Penggalangan Anggaran Partislpatif

9. Instltusi memlllkl dana dan kontribusl dalam

penyelenggaran penanggulangan bencana

Xebljakan Membentukdan

memberdayakan forum/jaringan

daerah khusus untuk pengurangan
risiko bencana

Memberdayakan sumber daya lokal

darl tlngkatpemerlntahan,l2M dan

swasta

4. Membangun kapasltas personll PB

sesual dengan kriteria standar yang

dibutuhkan

10. Menyusun Kurlkulum PendldlkanStandar

Personll BPBD untuk tingkat pelaksana,

admlnlstrasi, pengelola dan pengambil

kebljakan

10. Tersedlanya kurlkulum standard dalam PB.

11. Pembangunan mekanlsme seleksl khusus
personll BPBD

11. Personll PB mampu bekerja secara mandirl dan
profeslonal.

12. Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan

Kurlkulum yang telah ditetapkan

12. Keterampllan personll BPBDsesual dengan

tupokslnya.

13. Pelaksanaan latlhan dan slmulasl Internal

secara perlodlk untuk slstem

penanggulangan bencana ProplnsI

Sumatera Barat

13. Adanya penlngkatan ketrampllanteknisPBdi

setlapBPBD.

Pcnglslan formasi fungslonal dalam BPBD Tersedlanya tenaga fungslonal dalam BPBD
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KE8UAKAN STRATEGt PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASIIAN

S. Pembangunanmekanisme Forum

PRB Prop. Sumbar untuk

memonitoring PRB yang mandiri,

transparan dan akuntabel

14. Pendamplngan pembentukan Forum PRB

kabupaten/kota di Zona Prioritas

,Penanggulangan Bencana Propinsi

Sumatera Barat

14. Terbentuknya minimal 5 Forum PRB

Kabupaten / Kota yang diakul oleh semua

plhakmewaklll setlapZona Prioritas

Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera

Barat

IS. Membangun Mekanlsme Pemantauan

Pelaksanaan RPB yang mandiri, transparan

dan akuntabel pada FPRB

IS. Terbentuknya partlsipasi forum dengan prlnslp
kemandlrlan.

Dllaksanakannya Moncv Logltudlnal yang

mengacu kepada ketermanfaatan komunltas

masyarskat dalam pelayanan yang diberikan

InstitusI penanggulangan bencana di Propinsi

Sumatera Barat

3. Kebijakan Menvelenggarakan sistem-
slstem yang slap untuk memantau,

mengarsipkan dan menyebarluaskan

data potensi bencana dan

kerentanan'kerentanan utama

4. Penggunaan teknologi dan

mengoptlmalkan sumber daya dengan

pengembangan kearifan lokal

(Memprioritaskan pelaksanaan

kegiatan dl Kabupaten PesisirSelatan

dan Kota Pariaman]

6. Mengembangkan dan memperkuat

sistem pemantauan dan peringatan
din!

16. Penyusunan sistem dan proseddur
operasional darl pemantauan dan

penginformasian peringatan dini

16. Adanya sistem dan prosedur peringatan dlnl

terhadap bencana dengan potensi besar dl

Propinsi Sumatera Barat

7. Pembangunan sistem InformasI
kebeneanaan Propinsi Sumatera

Barat

17. Pembuatan website kebeneanaan Proplns

Sumatera Barat

17. Adanya satu website kebeneanaan propinsi

Sumatera Barat yang dapat diakses secara luas

SoslallsasI Sistem InformasI kebeneanaan

daerah

Banyaknya daerah, kelompokmasyarakat,

sekolah yang mengakses

6. Kebijakan Memperkuat dokumen

Kajian Alsiko Daerah Propinsi

Sumatera Barat

5. Menyusun kajlan risiko untuk 2 daerah

atau leblh untuk menggalang
kerjasatriaiintasbatas

8. Penyusunan Zona Prlorltas

Penanggulangan Bencana ProvlnsI

IS. Pembaruan Kajlan Risiko Bencana Propinsi

Sumatera Barat

18. Adanya Kajian dan Peta Risiko Bencana untuk

10 Bencana Propinsi Sumatera Barat

19. Penyusunan ZonasI Risiko Bencana Untas
Batas berdasarkan Kajian Risiko Bencana

19. Adanya Rencana Usulan Zona Prioritas

Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera

Barat

9. Pembangunan Mekanlsme
Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Untas Batas

20. Penyusunan Mekanlsme Penyelenggaraan
PB Untas Batas

20. Mekanlsme penganggaran penyelenggaraan

PB Untas Batas

Mekanlsme Penanganan Darurat PB Untas

Batas

21. KonsolidasI PerlodikZona Prioritas

Penanggulangan Bencana Provlnsi

21. Pendeknya birokrasl penyelenggaran

penanggulangan bencana

Terbangunnya komunlkasi antar

penyelenggara penanggulangan bencana dl

dalam zona yang telah ditetapkan
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KEBUAKAN

5. Kcbljsksn Menerapkan metode risec

untuk kajian tentang kebeneanaan di

ProplnsiSumatera Barat.

STRATECf

6. Pengembanganpendldikan

kebeneanaan dl sekolah

(Priorltas pelakaanaan keglatan dl

Kabupaten Xepulauan Mentawal,

Kabupaten PesisirSelatandan Kota

Parlaman)

7. Pengembangarlset kebeneanaan dl

llngkvngan pemerlntahan

PROGRAM

10. Pembentukan dan Penerapan

Kurlkulum Pendldikan Kebeneanaan

11. Pemberdayaankapasltas Internal
pemerlntah untuk riaet dan

penelltlan kebeneanaan

KE6IATAN

22. Pembentukan Kelomppk Kerja Penyusun

Kurlkulum Pendldikan Kebeneanaan

PropinsiSumatera Barat

23. Penyusunan dan penerapan Kurlkulum PB

dl Lembaga Pendldikan Formal

24, Pembentukan Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) Kebeneanaan

25. SInkronlsasI prosedur lain Tugas Belajar

dengan Arab Penerapan InovasI teknologi

untuk penanggulangan bencana

12. Pemantauan efektivlus upaya

pengurangan rlalko beneana

26. Pembentukan OewanRlsctProplnsI

Sumatera Barat

27. Pemberdayaan penelltl internal

pemerlntah Proplnal Sumatera Barat untuk

PB

28. InventarlsasI Keglatan dan Dampak upaya

PRB di Propinsl Sumatera Barat

29. Penerapan Mckanlsmc Anallsis Rlslko

Bcncana bagi proyek pembangunan

berskala besar

INOIKATOR KEBERHASIIAN

22. Kelompok KerJa Pengembang Kurllkulum yang

berasal darl guru, praktlsl PB dan akademlsl
(nama yang mewaklli InatltusI tcrscbut)

23. Kurlkulum Pendldikan Kebeneanaan diperbarul

seeara perlodlk sesual dengan kondlsl

kebeneanaan Proplnal Sumatera Barat dan

difokuskan kepada penlngkatan keterampllan

serta kemampuan InovasI teknologi peserta

didik untuk meredam rlslko beneana

24. Ikutsertanya Praktisl/ahli BIdang llmu

Geografi dan mata pelajaran terkalt dalam

MGMP

25. Adanya 1094 darl kuota PNS tiap

kabupatenAota yang fokus penelltlan untuk

penanggulangan beneana

26. Berfungslnya Komisi Kebeneanaan dalam

Oewan RIset Propinsl Sumatera Barat

27. Adanya persyaratan karya llmlah tentang

kebeneanaan untuk PNSyang akan tugas

belalar

Arab penelltlan PB menjadl priorltas bagi PNS

yang akan melakukan tugas belajar

28. Oaftar yang dibuat selalu mendapat update

setlap enam bulanan

Masuknya daftar keglatan PB pada Propinsl

Sumatera Barat dalam angka

29. DIterapkannya mekanisme anallsis risiko

bencana pada proyek pembangunan bcrskala

besar

Terpenuhinya upaya-upaya pengurangan

rlslko bencana berdsarkan anallsis risiko

bencana pada proyek berskala besar
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KEBUAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN INOIKATOR KEBERHASIIAN

01terapk2nnya tnekanisme hukum dan

penghargaan berdaaarkan haall monitoring

pemenuhan upaya pongurangan risiko

bencana

30. Penerbltan Raslo Inveatasi dan biaya

pemutlhan dampak bencana

30. Raslo kegiatan PB menalaml pembaharuan

setiaptahun

6. KeblJakanMemperkuatbidang

ekonomi produksi untuk mengurangi

kerentanan perekonomian

masyarakat

8. Pengembanganmatapencaharian

altematif untuk masyarakat pada

daerahrawan bencana

13. SInkronlsasI Program Pengentasan

Kemiskinan Pemerlntah dl daerah

rawan bencana

31. PenetapanSektor-Sektor Pengembangan

Mata Penearian Altematif masyarakat dl

Zona Priorltas PB ProvlnsI

31. Adanya peta sektoral pengembangan maia
penearian altematif dl Zona Priorltas PB

ProvlnsI yang disepakati seluruh pemangku

keoentlngan

32. Pelatlhan Sektoral Keterampllan

Pengembangan Mata Penearian Altematif

32. Terselenggaranya pelatlhan-pelatihan
keterampllan oleh lembaga pelatlhan

masyarakat yang ada

33. Pemberlan modal dan Insentif bergllir

untuk pengembangan Mata Penearian

Altematif

33. Terselenggaranya permodalan bergllir yang

sehat tanpa kredit maeet dl masyarakat
pengguna bantuan

34. Pemberdayaan Lembaga Pendldlkan

Keterampllan Untuk Mata Penearian

Altematif Masyarakat Rentan seeara

sektoral dl Zona Priorltas PB Provlnsi

34. Penlngkatan ketrampllart masyarakat dalam
pengelolaan mata penearian altematif

(Priorltas pelaksanaan kegiatan dl

Kabupaten Kepulauan Mentawal dan
Kota Parlaman)

14. Pengembangan Mata Penearian

Alternatlf Berdasarkan Peta Sektor

Pengentasan Kemiskinan 01 Zona

Priorltas PB ProvlnsI

3S. Pembangunan Jaringan Pemasaran Produk

Mata Penearian Altematif Masyarakat 01

-Zana E^tocitas EB PjoyIdsL

35. Terjamlnnya matapeneaharlan alternatlf yang

berkelanjutan dl daerah rentan.

36. Adaptasl teknologi pengembangan lanjut

usaha masyarakat

36. tersedlanya teknologi tepatguna

37. Pengembangan usaha masyarakat dengan

inovasi teknologi

37. Penlngkatan kemampuan masyarakat dalam

menggunakan teknologi tepat guna

Terjaminannya produk masyarakat laku di

pasaran

38. PenerapanslstemAnakAngkatpada
perusahaan besar

38. Tersalurnya produk usaha masyarakat dl
perusahaan-perusahaan mapan

Adanya produk masyarakat yang terpakal

untuk memenuhl kebutuhan perusahaan

besar.

Usaha masyarakat dipakal oleh perusahaan

mapan untuk mensupply kebutuhan

perusahaan besar.
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KEBUAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN INOIKATOR KEBERHASILAN

7. KebijalonMenerapkanprosedur-

prosedurpenilaiandampak rislko

b«ncana terhadap proyek-proyek

pembangunan besar, terutama

infrastruktur

9. Pengintegraslan dokumen Anallsis

Rislko Bencana dengan dokumen

Itngkungan (AMDAl)

15. Penyusunanaturandanpedoman

anallsis rislko bencana untuk proyek-

proyek besar

39. Penyusunan Peraturan Daerah tentang

pedoman analisis risiko dampak bencana

39. Adanya sebuah Peraturan daerah yang

mengatur anallsis risiko dampak bencana

40. SosialisasI Peraturan Daerah tentang

pedoman anallsis risiko dampak bencana

40. Pemerlntah daerah, swasta dan BUMN

mengetahui dan memahami Pedoman

penyusunan anallsis risiko dampak bencana

16. Pemantauan dan penilalan anallsis

risiko bencana

41. Pemantauan dan penilalan anallsis risiko

bencana

41. Setlap pembangunan proyek besar tlngkat

propinsi, harus mempunyal anallsis rislko

bencana

8. Keblj'akan Menyuaun Rencana

Kontljensi bencana yang berpotensi

terj'adl yang slap di semua Jenjang

pemerlntahan, mengadakan lallhan

regular umuk menguji dan

mengembangkan program-program

tanggap darurat bencana

10. Menyusunrencana kontljensi
berdasarkan kajian rislko bencana

daerah

17. Penyusunan Rencana Kontinjensi

berdasarkan Kajian Rislko Bencana

Provinsi

42. Pembaruan Kajian Rislko Bencana pada

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana

Provinsi

42. Adanya Rencana Kontljensi dan POS untuk

bencana lintas daerah.

43. Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

pada Zona Prioritas Penanggulangan
Bencana Provinsi

43. Terbangunnya komunikasi antar
kabupaten/kota di tona prioritas

DIpenuhlnya stsndar mutu yang telah

ditetapkan sebelumnya dalam penyusunan

rencana kontinjensi suatu bencana

18. Pembangunan Mekanisme

Penerapan Rencana Kontinjensi

44. PembentukanTIm Gabungan

kabupaten/kota • Provinsi untuk menyusun

Rencana Kontlnlensi

44. Adanya rencana kontljensi di tingkatan

kabupaten/kota.

45. SinkronlsasI SOP Bencana dengan Rencana

Kontinjensi Daerah

45. Operas! darurat dliakukan sesuai dengan

Rencana kontljensi yang telah disusun.

9. Kebijakan Menyedlakan prosedur

yang relevan untuk melakukan

tinjauan pasca bencana selama masa

tanggap darurat

11 Membangunmekanlsmekomunlkasi

untuk masa tanggap darurat terutama

untuk kepentingan distrlbusi loglstik

19. Pembangunan SIstem Distrlbusi
Loglstik untukmenjamln stabllltas

barga pasarkebutuhan tanggap
darurat provinsi

46. Penyusunan kontrak kerjasama antara

pemerlntah dengan produsen-produsen
kebutuhan pokok darurat bencana

46. Terjamlnnya kebutuhan darurat saal terjadi

bencana dengan jumiah yang cukup.

47. Pengadaan kebutuhan darurat bencana

langsung ke produsen

47. Terjamlnnya kebutuhan darurat saat terjadi

bencana dengan harga yang wajar.

48. Penerapan sanksi dan penghargaan atas

komitmen produsen dalam penanganan
daruratbencana

48. Meningkatnya Jumiah produsen yang

menandatangenl kontrak kerjasama untuk

penanganan darurat bencana

20. Pembangunan fasiiitas pendukung

Sistem Distrlbusi loglstik di Zona
Prioritas Penanggulangan Bencana

Provinsi

49. Pembangunan jaiur distrlbusi loglstik

daerah darl produsen hingga masyarakat

49. Diterlmanya barang bantuan dari produsen

induk ke tangan masyarakat penerima

manfaat.

SO. Pembangunan PosKODALLapangan

Kabupaten/Kota di Zona Prioritas

Penanggulangan Bencana Provinsi

50. Adanya bufferstokdisetiaptona prioritas PB

sesuai dengan rencana kontljensi.
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BABVn

KESIMPULAN DAN SARAN

f

7.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan

Bencana Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis efektivitas kebijakan, diperoleh tingkat efektivitas

kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar

50%, Pencapaian sasaran yang paling rendah (42%) yaitu mengenai

mobilisasi sumber daya, budaya siaga boicana, d^a dukung fasilitas dan

utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan p^c^aian

sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan BPBD Prov. Sumbar

sebesar 60% dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif sebesar

65%.

2. Tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota

berdasarkan indikator HFA masih rendah yaitu berada pada level 2-3. Kondisi

paling rentan terutama pada ; Pengkajian risiko, terutama imtuk risiko-risiko

lintas batas, Manajemen risiko dan peniuutian kerentanan terutama untuk

prosedur penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang

ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan penanganan danirat, yaitu

khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi teijadi yang

siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk

melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama

masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai
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penyediaan informasi yang relevan mengenai baicana dan dapat diakses di

semua tingkat oleh selunih pemangku kepentingan.

3. Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisisi efektivitas,

disusun kebijakan dan program penanggulangan bencana untuk wilayah

Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategj dan 20

program penanggdangan bencana Dari 20 program diuralkan menjadi 50

kegiatan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian efektivitas kebijakan p^anggulangan bencana

Provinsi Sumatera Barat, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana

Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu

memperkuat koordinasi sesama pemerintahan (SKPD), dengan daerah

Kabupaten/Kota, LSM dan swasta.

2. Komitmen politis kepala daerah sangat diperlukan untuk menjamin

pengarusutamaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.
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Tahun 2008-2012



I

s
i
i
S

m

I
 l
i
i
i

m
m
.

-
m
-
B
s
l

--
.T
i :
a
5
.
j
r
v
5



MENGUMNCI RISKO BENCANA

OENGAN MEMBAMGUN

KESIAPSIAGAAN DAN

INFAASTRUCTUROISELURUH

UNI SECARA HRENCANA DAN

TERPADU

1 MembangunSstem

Penanggulangan Bencana yapS

handal

3 Teftilmpunnraumberdayayani
dapat dlmoblllsasl uevt terpadu
dalam upaya penanggulangan
bencanayani meUn^pl
wBayah Sumatara Barat

>4riapgp^(Iai»siBn^jFOTj^^j.

MainbangunJarlnian keili PB
urtuk optlmilliasi nwbllliasl
(umberdaya

Vemb

Suma

Ptfmb

Wfc
I L I

petit

W
Penar

9 Patnbangunan kcGasama antar

kcpala daarah dalam upaya PS

10 Pembangunan Jadngan barla
internal WUayahSumatara Barat

11 Pembangunanladngankeda
PrsvInG dengan National dalam
PB

IS Psmbangunankotnltmenantar
kepala daerah dalam upaya PB dl
Sumatara Bamt

27 PembentukanJarlnganKeilaantar

BPBO dl Keta/Xabupaten wUayih
Sumatera Barat

2B Pembentukan Jartngan kaja
bancanadengantektortwatta

29 Pembantukanjarlngankarla
beneana dangan PerguruanTlnggI
Nagarl dan Swatta dlSumatera
Bvat

30 MoblllsatI larlngan Kcrla PB Oaerab
Sumatera Barat

31 Pambantukan Jarlngan Xada PB
National untuk wUayah Sumatera

Barat

P^ngautit^beWMVjW
tndlngkdiA'wlliyaltSuiiuiAra

tistetnpai^gacandtff^eT^na
tunm'diw'ilwaHpnttlVSumat^.

d«ei|pM£ga^,dWbenwa^'.tf^

feutS^at^Sarg'.'.^i''^:-:

• * I

* <

p^nbSdaySdm^^
'surnfcrinfofinaildwMting'aSS^^^
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WENGURANCI RISJKO BENCAIW

DENGAN MEMBANGUN

KEEIAPSIAGAAN DAN

tNFRASTRUKIUR DiSElURUH

UNI SECARATERENCANADAN

TERPAOU

M^mbangun KeslapsJasUR

Ben£af a aecara PartUlpalif

4 TumbuhnvaOadaYBS'AC

bencana pada masyaralcat
Membartfun PenlAEkatan

Pengatahuan Masyarabat dalam
PS

14 PanlnjkatankapaaltaaAparatur
Daanh dl Sumatera Barat

tantaps PB

IS Penyusunan Scandadsad
Pcningkatan Kapasltas

Maayarakat dalam P8

ilajfieiKanaufttukt^s

17 Penlngkatai kapasltaa calsn Kepala
Oaerah lentang PBdl Swnatara

Barat

34 Panlngkatan kapaaltas PNS dalam
karangka upaya PB Prevlntl

19 Pcningkatan kapaaitaa Aparatur

dalam karangka vpaya PB Provlntl

40 Penyusunan Pedoman dan

Mekanlsme Panlngkatan Kapasltas

Masyarikat dalam PB
41 Sedallsasl Pedaman dan Mekanlsme

Penlngkatart Kapasltas Maiyarikat
dalam PB

■Dedjn'5'ca!>«f'|ltlemjCOTgbdasi^,,
kluaBdn(Wd!ma^a^t£..^Hi

Pei^uSunaitMedufPembiniunB^'

masyarakaisumateraBarat

10 MembangunKeslapslagaart
Sekolah dalam menghadapl
bencana

18 Penyusunan Kuflkulum Slaga
BencanaSekolah

,-Mdn1tofiBgsiltidariual!ut"'gj^s^
komunJta4^riaga<»yna;f.g;i'^g

t;:'.iT^afak«^5u'inate"ra Barat>'
48 ^nyusurran Pedaman dan Sllabus

Kurikulam Penglntegraslan Materl
PB ke matapelajaranyangtelah ada

49 Pertcpatan Penyusunan Pedaman
dan Sllabus Kudkulum Muatan Lokal
Slaga Bencana dl tlngkal
Kota/Kabupaten
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1 MENGURANSIAISIKOBENCANA

DENGAN MEMBANGUN

KESIAKIACAAN DAM

IMFRASTRUKTUR OlSEMRUH

UMI SECARATERENCAMAOAN

TERRADU

2 Membangun KeslApsLacwA

Beneana Paftblpatif

3 Mempertlapkan Infrasiniktur
PenaAEEulangAA Sencana

Taagguh

4 Tumbuhnv4Bu^*yaSUgft

BencdAa pada masyarakat

S Penln^kdUndayadukung
fasilitas dan utDitas pelayarkan

umum

$ Panurunan kerentanan

Dn^lcungan pada kawaian rawan
bencana

10 MembaA|un KeiUpita^aan

Stfkotah dalam inan|hadapl

beneana

1$ Pangadaan Sarana dan Prasarana
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%-i-k

'n;^araliatb|^p«iW(.Hb^a1.^
|]temBt^peAgurai^a^^'>iAu{
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Bencana
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12 MenyusunSkenaleUmum
PengetotaaA dan Pengembangan
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Sumatera Barat

22 Penyusunan Rancana
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£"ipalVdaa-S>entan.^^:»r%-^

'-•o'- i.'" i'f'

•. tv.^

14 Manerapkan Anatlsis Rliiko
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pembangunan

24 Penyusunan Pedoman
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SO Pcngadaanbukupaganganpelajaran
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51 Pengadaan alat p«ra(a pendukung
pelajaran sEaga bencana
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•;<i-v' i
SS PenyutunanOltalnUmum

Pengelolaan dan Pengembangan
wllavah berbaaft PB

56 Pelakaanaan panataan ruang
kawaaan tlratatlt provind

57 Palakaanaankebljakanatistcgls
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58 Inlcgrasl Grand IXdgn PB SutnaUra
Barat ka dalam Program Keija
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''i^lMa'hr intitk mnn^nnatriitkA

GO .Pengeblaaifdan'pangembangan

'63tPtngenbangandan'Proja'ngunan^

64 SInkronlaasi Pedoman Panyusunan
Dokumen ARB N«ilon«l dengftn
Provlnsl Sumatera Barat

^ Sodalisad Pedoman Penyusunan
Dokumen ARB Provlnsi Sumatera
Barat
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2 MEMaANGUNKETAHANAN

MASYARAKATOAN

KELEMBAGAAN PAOAMASA

KRI&IS

4 MamlnimAtkiflkortanuat

bencana ̂ an mempercep4(

penyelcuLan masa darurat

bancana

7 Tertalen^aranya pcrtolcngan
eepat dan tepit sasaran pada
korban banana untuk

menaurargljumldh korbanJTwa
menlng^

S,i-Senc4n>.;a;»l

8 Tersusunnya rencana peinulihan
kawasan bencana secara

partidpatlf

1£ Penterthan (umberdtya dalatn

vpayi penvelamaun pengunfsl

dm pcmullhm fullltu kriUs

}fi MobUlsasltumberdayaprovlfui

uriuk upsy* penycUnuun
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IB MenB'"t'^P'<l|atubnyakorbm
ikibal bancmi f usulm dan/atau

epidtml penyakll
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69 PengerahanaumberdayaJuar
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70 Pengerahan unit teknlt untuk
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71 Penjamlnmakumlpenguinpulan
data dan dealtnlnatldata bancma
kepada media

;72^atbangunafl Pdl BanbuSbtclbud.;:

74 Penjamlnankualltaidankuantitas
bantum media dl lokad /elekasi

7S PenlamlnankeberfungalanRumah
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iiauim i^nairtp panislpallf
k/a«S^ulihanieji6ana^V

1'& >V< -

Page 5 of 6



} MEMULIHKANOAM?AK

BENCANA SECARA FISIK OAN

PSIKOLOGIS

MelikunsUn vpaya rehablUtaa'
dan rekofucniksl dalam ranika

pemullhan cub Etui luhldiipan
daerah korban bancana

9 TerMdlanya itandar
kese)ahteraan minimum

penduduk boiban beneana

20 MemuUhkan tecara permanen

kabutuhan prtmer penduduk
kprban beneana

33 PcmuUhan lumber panpan
penduduk dl daerah korban
b^ftCAAl

34 Rehabnitail penimahan

masvarakat dalam ikala pHoritac

80 Peicepaun pemullhan lumber
panian masyamkat

U> Putihnyadayadukunjfaillttai
dan utUltas pelayanan umum

22 MemulIhkanfasilitasdanutUltas
pelayanan umum

38 PerbalkanfasEltaidanutUltai
pelayanan umum aklbat beneana
dalam kewenangan provlnci

81 AnalKli prtoiius pemullhan
penimahan penduduk

82 Pembeilan bantuan lanisung
kepada prtorlus ucama pemullhan
perumahan

83 Pemberlan bantuan idmulan kepada

priontai nen-utama pemullhan
penimahan

•  > • <

r a a

I u a

89 Renaounasoanrekanstruuiiasiiiias

umum dan Ungkungan kewenangan
provlnsi

90 RehabllltasuVlltaaumum

kewenangan provlnd

Sumber: Bappeda ItaplnslStmatera Borat
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LAMPIRAN 2

Temuan Penanggulangan Bencana Gempabumi tanggal 30

September 2009 dan Gempabumi dan Tsunami tanggal 30

Oktober 2010



Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sutnatera Barat Pada Bencana
Gempabumi 30 September 2009

litigait
Kase
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Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Pada Bencana
Gempabumi dan Tsunami 25 Oktober 2010.

iRgaESsg

1. Sampai dcngan 1. Tidakadanya 1. Hingga tanggal 8 1. Pemerintah

Lmggal 22 pcringatan dini November 2010, Kabupaten

November 2010, (sirine) yang penyaluran Kepulauan

berdasarkan data berbunyi ketika bantuanke Mentawai

dan infmnasi dari gempa. Informasi berbagai lokasi mendukung

posko BNPB dan mengenai yang terkena konsep Relokasi

Pusdalops PB Tsunami bam dampakmasih Permukiman dari

Provinsi Sumatera dipcrolch BMKG belum merata. kawasan pesisir

Barat, pasca 4 menit 46 detik Beratnya mcdan terdampak

kcjadian bencana setelah gempa scrtakeadaan tsunami kearea

gempabumi dari alat cuaca yang sering yang lebih aman

dan tsunami pendeteksi tidak mcnduktmg pada ketinggian

tersebut telah tsunami melalui menjadi kendala ± 25 dpi, yang

mcngakibatkan 509 pemeiintah utama dalam ftflat ini

jiwa meninggal Jerman. Namun, penyaluran menqiakan area

dunia, 17 orang masyarakat di baotuandan kehutanan, yang

mengalami pesisir tidak Ic^stik kcpoda kemudian

luka-luka. Selain mempcrolcb korban bencana. ditindak lanjuti

itu, kqadian informasi kaiena Selain karcna dengan

bencana tersebut tcrbatasnya bcberapa dusun pcncntuan lokasi

juga mcngakibatkan saiana. tidak bisa barubagi

11.425 orang tcijangkau akibat relokasi

mcngungsi yang kcrusakan dan penimahan dan

tersebar di titik-titik tidak terscdianya pembangunan

pcngungsian di sarana prasarana

Kecamalan Sipora transportasi darat lingkungan

Selatan, Pagai maupun permukiman.

Selatan, Pagai transportasi laut
Utara dan Sikakap yang memadai.
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•  Foto-foto pelaksanaan FGD

•  Laporan Hasil FGD



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

DISKUSl GRUP TERFOKUS

KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSl SUMATERA BARAT

Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 pada Skala Richter mengguncang Provinsi
Sumatera Barat, Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan
memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota
Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat
diperklrakan mencapai Rp 21.5 trilliun atau setara dengan USS 2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan
banyak terjadi pada zona yang memlliki amplifikasi gempa yang tinggl. Kerusakan ini juga disebabkan oleh
struktur bangunan yang reiatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehmgga
akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (A joint report by the BNPB,
Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international
partners, 0ctober2009).

Pada saat gempa terjadi, sistem siaga daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan
sirine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat
dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada
masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang
menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem
dan saluran informasi peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di
daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dan
pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke
kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya
kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan
banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan
ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk - truk
yang memuat bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis salah
satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI, 2010).

Pada lain peristiwa, gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal
25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi
yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibaw/ah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya
gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3
meter telah menghasllkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan
tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 (empat)
kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan,



Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusal
Pengendalian Operaslonal Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010,
bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang
meninggal dunia, 17 crang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang
tersebar dl titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai
Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penllalan kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah
rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah, dengan rindan kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116
unit rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan
sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort
parlwisata (BNPB, 2010).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun 2008 telah menyusun
Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar ini terdiri
dari 23 kebijakan untuk penanggulangan bencana pada fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang terjadl pada dua bencana berskala Provinsi dalam
rentang Implementasi RPB Sumbar - Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25
Oktober 2010 - dapat dijadikan acuan dalam mengkajl efektivitas kebijakan penanggulangan bencana
Provinsi Sumatera Barat.

Kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan dasar yang kuat bagl
proses penyusunan RPB Sumbar periode selanjutnya. Kajian efektivitas difokuskan kepada sejauh mana
pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan berhasil diraih. Sejalan dengan itu,
kajian efektivitas juga dilaksanakan dengan melaksanakan uji silang setiap komponen kebijakan
penanggulangan bencana yang telah ada dengan konsep ideal penanggulangan bencana yang telah
termaktub dalam Hyogo Framework for Actions (HFA - Kerangka Aksi Hyogo; selanjutnya disebut KAH). Dari
hasil kajian efektivitas kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi bagi kebijakan
penanggulangan bencana ke depan untuk membangun ketahanan Provinsi Sumatera Barat dalam meredam
risiko bencana yang ada.

Proses kajian.efektivitas tersebut telah dilaksanakan dalam tatanan konseptual. Untuk menguji silang hasil
kajian tersebut, dibutuhkan masukan dari para pakar/praktisi penanggulangan bencana dalam sebuah
diskusi terfokus. Hasil diskusi ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan kajian yang tengah
dilaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar

2. Memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana untuk penyusunan RPB
Sumbar periode berikutnya.



Forum PRB
Sumatera Barat

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA [FORUM PRB]
PROPINSI SUMATERA BARAT

SekretariatrKantorBPBD SUMBAR,]l.Sudirman No. 47
Padang - Sumatera Barat

Padang, 12 September 2011

No

Lampiran

Hal

07/Forum-PRB/SB/IX/2011
1 Berkas

Undanean DIskusi Grup Terfokus (FGDl

Kepada Yth.
Bapak/]bu_
01 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dliaksanakannya kajian "Efektivitas Kebijakan
Penanggulangan Bencana Proplnsi Sumatera Barat", Forum PRB Sumbar akan
memfasiiitasi dilaksanakan keglatan Diskusi Grup Terfokus (FGD) untuk keperluan
tersebut. FGD ini dimaksudkan untuk menghimpun pendapat para pemangku kebijakan
dalam meninjau tingkat efektivitas kebijakan penangguiangan bencana yang diterapkan
berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Propinsi Sumatera Barat tahun
2008-2012. TInJauan efektivitas dilakukan dengan melihat pembelajaran pada bencana
gempabumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 serta indikator
HFA. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam
menyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode selanjutnya.

Untuk itu, kami mengundang Bapak/lbu untuk hadir pada acara Diskusi Grup
Terfokus (FGD) yang akan dilaksanakan pada :

Harl/tanggal
Waktu

Tempat

Senln/19 September 2011

09.00-15.00

Sekretarlat Forum PRB, (Kantor BPBD) Proplnsi Sumatera
Barat, Lantal 3, Jl. Sudlrman No. 47 Padang

Demikianlah undangan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/lbu
kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pengurus Forum PRB Sumbar

ina MS



Output

1. VerifikasI temuan kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan bencana gempa
bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat;

2. Korelasi temuan kendala yang telah diverifikasi dengan sasaran penanggulangan bencana pada RPB
Sumbar;

3. TIngkat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketercapaian sasaran
penanggulangan bencana;

4. Korelasi Indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;

5. Daftar rekomendasi bag! penyempurnaan RPB Sumbar perlode berikutnya.

Narasumber/Fasilitator

1. BPBD/Forum PRB Proplnsi Sumatera Barat

2. Mardayeli Danhas

3. Revanche Jefrlzal

Tempat, waktu dan agenda Kegiatan

Diskusi terfokus ini dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 19 September 2011 di Sekretariat Forum PRB
(BPBD Proplnsi Sumatera Barat) Agenda diskusi ini dapat dilihat pada label 1.

label 1. Agenda Diskusi Terfokus Kajian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

WAKTU

9:00 - 9:30

9:30 - 12:00

12:00

13:30

13:30

15:30

ttl

f. .

! □

AGENDA KEGIATAN

Pembukaan

Kata Sambutan

Pengantar Diskusi
Sesi I: Verifikasi dan Korelasi
Korelasi Sasaran PBvs Temuan Kendala
Korelasi kebijakan PB dengan indikator HFA
Ishoma

Sesi II: Kajian dan Rekomendasi
fingkat efektivitas kebijakan PB Sumbar
Rekomendasi TIndak Lanjut

PJ/NARSUM

i  BPBD/Forum
i
i  Fasilitatory...

i
Fasilitator

Fasilitator



Peserta

Peserta diskusi diharapkan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Peserta Diskusi

NO NAMA INSTITUSI

1. Indra Bakti BPBD Provinsi Sumatera Barat

2. Ranti Komala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3. Dedi Henidal Kalak BPBDKota Padang

4. Asrizal Kalak BPBD Kota Pariaman

Kabid Pencegahan BPBD Kab. Padang

5. Naylus Pariaman

6. Nashariadi Kalak BPBD Kabupaten PesisirSelatan

7. Abdul Hakam PSBUnand

8. KhaiidSyaifullah Forum PRBSumbar/Walhi

9. Patra Rina Dewi Forum PRB Sumbar/KOGAMl

10. Willy Wicaksono Mercycorps Indonesia

11. FebrI Azarsyah PMI Sumatera Barat

12. Vefri Heriani Lembaga NuranI Perempuan

13. Fltri Yenti LP2M

14. LIbrina ASabri Dunia Usaha

15. Yuli Bapedalda

15. Ahmad Fauzl UNP

17. Lora UNDP

18. Lany VerayantI Forum PRB

dang, 6 September 2011.
imat kami

IS Forum

nal MS



DAFTARHADIR

DISKUSIGRUP TERFOKUS FORUM PRE
"Afektivitas Kebijakan Penanggulangan Beocaoa Pripinsi Sumatra Barat"
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LAPORAN KB6IATAN

FOCUSED GROUPDISCUSSIONKAJIAN EFEKTIVrrAS RPB PROP. SUMBM12D08-2D12

Pendahuluan

Dalam pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, perlu
disusun Rencana Penanggulanffln Bencana (RPB) yang akan menjadi dasar
penjaisunan RPJM dalarn bidang bencana. OlA karena itu, RPB disusun
untiA jangka w^tu lima tahunan. Penyusunan RPB dilakukan untuk seluruh

bencana diseSuruh tahapan penanggulan^n bencana (sebelum, saat dan setelah
kqadian bencana) dan melingkupi sebnjh bencana alam "psig berpotena di wlayah
tersebut

Tujuan utama penyusunan RPB ini adalah untuk mengurang risiko bencana. Yang
menjadi dasac penyusunan adalah kajia rî o bencana, pembelajaian pada sdjelum, saat
dan teqadi bencana setta pdotitas penanggulang^ bencana. Bencana yang teijadi dapat
menjadi dasat evaluasi tediadap RPB untuk peibaikan sehin^a ld)ih efektif dalam
mengucangi nsiko bencana.

Latar Belakang

Genpa yang teqadi tanggal 30 September 2009 betkekuatan 7.6 pada Skala Richter
menggoncang Prownsi Sumatera Barat Keiusakan yang terjadi akibat gempa ini
tersebat di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan kotban jiwa lebih dan 1.100
orang. Daerah yang tedtena danpak paling paiah adalah Kota Padang, Kota Panaman
serta Kab. Padang Pariaman. Keaisakan dan kerugjan di Ptovinsi Sumateta Barat
diperkirakan mencapai Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$ 23 milyac. Kerusakan
rumah dan bangunan banyak teqadi pada zona yang memiliki amplifikaa gerrpa yang
tin^. Kenisakan ini juga disebabkan oleh struktut bangunan yang relatif lemah.
Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga akses transpoctasi
pada wilay^ tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan {A jdnt report the BNPB,
Bcppetm, and the hvmcial and DistrictjCipi Governments tf West Sumatra and JamU and
intenaiimalpariners, October2009).

Pada saat gempa teqadi, sisttm siaga daerah -walau telah dibantu oleh BMKG den^
radio intemet dan sirine, masih behim mampu dimanfeatkan secara optimal oleh
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pemeontah daeiah. Kondisi ini dapat dflihat dan tidak siapnya daerah mengambil
keputusan evakuaa atau tidak yang kemudian disebat kepada masyarakat. Kepanikan
tetjadi di masyarakat disebabk^ tidak adanya infoimasi resmi dan pemerintah yang
menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karem tidak
mencukupinya sistem dan saiuian infotmasi peringatan bencana yang mampu
mdin^oipi kebutuhan selunih masyarakat di daerah berisiko. Untuk masa pemulihan,
teiputusnya jalur infotmasi teikait data kerusakan dan koiban dari pemenntahan
teibawah ke pemerintah daerah kabupattn (kotong dan nag^ri ke kecamatan atau ke
kabupaten) men^iambat upaya pengjiitun^n kebutuhan dasar dan distribusi bantuan.
Terbatasnya kapaatas perangkat nagari dalam mengurrpulkan data dan
mendistribusikan bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagan
bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan para koA)an
bencana sehingga pada beberapa tempat teqadi penjarahan truk — ttuk yang memuat
bantuan koiban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krias
salah satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI,
2010).

Pada lain peristiwa, gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Ptovinsi
Sumatera Barat pada tanf^l 25 Oktobet 2010, beikekuatan 7,2 SR telah memicu
terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dan^ral dan
tedetak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya
gelombang tsunami yang menurut infoimaa dari BPBD Ptovinsi Sumbar ketingpan
gelombang mencapai 3 meter telah meng)taalkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah
daratan. Akibat bencana gentqia bumi dan tsunami tersebut telah men^kibatkan
jatuhnya korban jiwa dan ju^ kerusakan serta kerugian di 4 (empat) kecamatan di
Kabupaten Kepulauan Menrawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Paggi
Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan
infoimasi dari posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan
Bencana Sumatera Barat per tan^al 22 November 2010, bencana gempa bumi dan
tsunami tersebut tdah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang menin^gl
dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jrwa,
yang tersebar di titik-titik pengun^ian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai
Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilaian
kerusakan dan kemgian yang dikkukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit
rumah, dengan rindan kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit mmah
rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringgn. Dampak bencana jug^ mengakibatkan
kemsakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fesilitas kesehatan, fesilitas pendidikan,
fasiKcas perdagan^n, dan resort parririsata (BNPB, 2010).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun
2008 telah menyusun Rencana Penan^ulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar ini terdiri dari 23 kebijakan untuk
penan^langan bencana pada fese pencegahan dan mitigasi, kesiapaagian, tanggap
darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang terjadi pada dua bencana berskala
Provinsi dalam rentang implementasi RPB Sumbar - Bencana Gempa Bumi 30
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Septeniber 2009 dan Bencana Ta^jami 25 Oktober 2010 - dapat dijadikan acuan
dalam meng^jl efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumateta
Baiat

Kajian efekdntas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan
dasar yang kuat bag proses penyusunan RPB Sumbar penode selanjutnya. Kajian
efekdvitas difokuslan kepacb sejauh mana pencapaian sasacan penanggulangan
bencana yar^ telah ditetapkan bertoil diraih. S^lan deng^ itu, kajian efektivitas jug^
dDaksan^can deng^n melaksanakan uji silang setiap komponen kd>ijakan
penangguhn^n bencana yang tdah ada den^n konsep ide^ penanggulan^n bencana
yang telah rerrpaktiiH dalam Hyos} Fmaaumkfor Actions (HFA - Keran^ta Aksi Hyogp;
selanjutnya disebut KAH^. Dari hasil kajian efektivitas kebijakan mi, c^aopkan dapat
diperoleh lekomendasi bag kebijakan penanggulangan bencana ke depan untuk
membangun ketahanan Provinsi Surmteia Batat dalam metedam ti^o bencana yang
ada.

Proses kajian efektivitas tersebut telah dilaksanakan dalam tatanan konseptual. Untuk
menguji silang hasil kajian tersebu^ dibutuhkan masukan dan para p^ar/piaktisi
penanggulangpn bencana dalam sd^uah diskus terfokus. I^il diskusi ini dihar^kan
dapat mempeibaiki dan menyerr^umakan kajian yang tengah dilaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaian penanggulangan bencana pada
RPB Sumbar

2. Membedkan rekomendaa penyerrpumaan kebijakan penanggulangan bencana
untuk penyusunan RPB Sumbar periode berikutnya.

Output
A

Output dan kegiatan ini adalah:
1. Verifikasi temuan kendala penyelen^raan penanggulan^n bencana

berdasarkan bencana gempa bumi dan tsunami di Pro\^si Sumatera Barat;

2. Korelasi temuan kendala yang telah diverifikasi dengan sasaran
penanggulangin bencana pada RPB Sumbar,

3. Tingkat efektivitas penyelen^araan penanggulangan bencana berdasarkan
ketercapaian sasaian penanggulangan bencana;

4. Korelasi indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada
RPB Sumbar;

5. Dalbr rekomendasi ba^ penyempumaan RPB Sumbar periode berikutnya.
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Metode

Metode yang dipakai untuk pencapaian tujuan dari kegatan ini adalah :
1. Pemaparan

2. Diskusi terfokus

Waktu Pelaksanaan

Kegjatan ini dilaksanakan sdama 1 had padaTan^al 19 September 2011. K^iatan ini
dilaksanakan di S^retanat Forum PRB, Kantor BPBD Propinsi Sumateia Barat mulai
pukul 09.00 WIB.

Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ke^tan ini dapat dikatakan
ddakada.
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FOCUSED GROUPDISCUSSIONKAJIAN EFEKnvrTAS RPB PROP.SUMRAR2008-2012

Temuan dan Hasil

Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari pencapaian
sasatan. Indikator pencapaian sasaian dilihat dari temuan kendala berdasaikan
penanggulangfin bencana gempabumi 30 September 2009 dan bencana
tsunami 25 Oktober 2010. Dakm RPB Prop. Sumbar terdapat 10 sasaran

yang dicapai dengin 23 kdjijakan dan 39 program. Sasacan RPB Prop. Sumbar yaitu
sebagai berikut:

1. Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaiaan PB
Sumbar

2. Terbentuknya Badan Penan^jJangan Bencana Daetah (BPBD) Ptopinsi
Sumbar.

3. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secaca tetpadu dalam
upaya PB yang melingki^i \wlayah Sumbar

4. TumbuhnyabudayaSiaga Bencana padamasyarakat
5. Pening^tan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum
6. Penurunan Kerentanan lingkung^ pada kawasan rawan bencana
7. Tetselengguanya pertolongan ccpat dan tepat sasaian pada koiban bencana

untuk menguiangi jumlah koiban jlwa yang meninggal
8. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif
9. Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Koiban Bencana
10. Pulihnya Daya dukung fesilitas dan utilitas pelayanan umum.

Uraian kd^ijakan dan prcgram per masing-masing sasaran dapat dilihat pada
lampion 1.

Temuan Kendala

Temun kendala diidentifikasi berdasaikan masing-maang sasaran dan dapat dijadikan
pembelajaran teriiadap petbaikan kebijakan dan program pada RPB Prop. Sumbar.
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Pembehjaran dan temuan kendala yang diperoleh dan penaapatan dan disfcua bersama
naiasumber dapatdilihatpada tabel 1.

Tabel 1. Temuan Kendab |Sda maski^enasVig sasaran PenanggutanjanBencana Prop. Sumbar

SASARAN IDENTIFIKASl TEMUAN KENDALA

Terbitnya aturan

perundangan yang memadai

bag) penyelenggaraan

1. !
f
1

i

Pemda Propinsi belum mempunyai kapasitas
yang dibutuhkan (SDM) untuk menyusun
aturan dan melaksanakannya

penanggulangan bencana

Sumatera Barat

2. 1
j
1

i

Belum mengatur secara tegas hubungan dan
kewajiban SKPD sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam PB di bawah koordinasi
BPBD

i 3. Masih kurangnya koordinasi antar sektor
pemegang kewenangan dalam PB, bagi
penyelenggara juga merasa masih baru dan
butuh pendalaman dalam peran sebagai PB.
Untuk lebih diefektifkan dengan pejabatdi
pemerintahan yang mempunyai background
PB dan tidak mudah dimutasikan.

4. Kuragnya soslalisasi ke masyarakat tentang
eringatan dini terutama daerah terpencil

5. Perda belum dlpahami sehingga gagap dalam
mengaplikasikannya

6. i Aturan tidak tersosialisasi dan tidak dipahamt
oleh pelaksanan

7. : Pelaksanaan belum efektif karena masih

, mempakanhalyangbaru

8. ' Tidak semua instansi (SKPD) masuk ke dalam
! stnjktur(unsurpengarah)seperti Dinas
Pendidikan

Terbentuknya Badan

Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Propinsi

Sumbar.

1. . Rotas)jabatan di pemerintahan
mengakibatkan SDM di BPBD tidak memadai
dan kompeten

2. ; Belum diisinyaunsurpengarah dalam struktur
t  ' BPBD

I 3. Masih lemahnya kapasitas SDM di BPBD dalam
i  PB
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Tettiimpunnya sumber daya

yang dapat dimobilisasi secara
terpadu dalam upaya PB yang
melingkupi wilayah Sunnbar

4. Personil di BRED belum memenuhi kualifikasi
dalam merespon bencana

5- 1 Kualitas SDM yang belum memadai

6. Kuantitas personil BRED tidak diimbangi
dengan kualitas

7- i

J
Renempatan SDM belum sesuai dengan
keahlian

1

1

BRED masih menjadi 'Tong Sampah"

9-
Standar BPBD dari nasional tidak dilaksanakan

di daerah (Perka No. 3 thn 2008)

10. Latar belakang personil belum tepatatau tidak
sesuai keahlian dan tingkat pendidikan

1. Belum adanya identifikasi sumber daya yang
dapat dimobilisasi dalam PB sehingga
menghambat koordinasi aksi tanggap darurat

2. Belum adanya rencana kontljesi

3. . Belum adanya sumber daya yag dapat
dimobilisasi

4. Program yang dilaksanakan belum tuntas
(tidak optimal)

5. 1 Renyusunan rencana tidak diapiikasikan
1
k

6. Koordinasi dan ego sektoral masih tinggi
sehingga belum adanya kerjasama antara satu

! sama lain dalam mobilisasi sumber daya
7. BPBD sebagai koordinator PB belum diakui

atau dikenali cleh masyarakat atau SKRD
\ lainnya

8. 1 Sulitnya koordinasi karena beda potensi
j bencana daerah (kabAota)

9. ' Rendistribusian bantuan yag terpusat ke
i Propinsi karena tidak adanya pembagian tugas
, yangjelas

10. i Sistem peringatan dini masih mengabaikan
; keraifan lokal

11.

1

i

1  Identifikasi dan pengembangan kulturterkait
' EWS (Early Warning System) belum dilakukan
'  (ex; tsunami mentawai)

!i2
1
1

i Rendahnya komitmen legislatif dalam
, mendukung sumber daya yang dibutuhkan
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13. Penyusunan EWS harus sesuai kondisi
gcografis setempat.

Tumbuhnya budaya Siaga

Bencana pada masyarakat

1. Belum menjadi arus utama di SKPD terkait
membangun ekonomi altematif di daerah
rawan bencana

2. Budaya slaga bencaa meningkat sesuai dengan
musimnya (da seballknya)

i

3. Budaya siaga bencana periu ditingkatkan dan
dikembangkan di tingkat aparatur pemerintah,
Justru masyarakatdan komunitas sekolah
terkadang lebih siap

}
1

4. Aplikasi program tidak tepat sasaran

i

5. Sosiallsasi masih rendah dan tingkat

pemahaman tentangwaspada bencana masih
kurang

1 6. Belum adanya standarisasi budaya siaga
bencana di sekolah dan komunitas masyarakat

7. Harus ada modul standarisasi di masing-

masing daerah

8. Standar SOP bagi masyarakat dan daerah
dibuatdan disesuaikan dengan daerah
kab/kota

9. Kurikulum siaga bencana di sekolah mandeg,
berhenti di sekolah pilotsaja j

Peningkatan Daya Dukung

j Fasilitas dan UUIitas Pelayanan
1. j RTRW belum mempunyai perspektlf PB/PRB

1

1 Umum
1

2.

i

j Belum adanya RTRW setlap wilayah (Kab/Kota)

>

{
i

\

3. > Penataan ruang selum terlaksana sesuai kaidah
i daerah rawan bencana termasuk peraturan
1 tentang konstruksi

1

i

4. i Rencana pembangunan yang terlalu lama
' dibahas

i 5. 1 Rencana pembangunan tidak
1 memperhitungkan PRB

6.

\

i Adanya keterbatasan anggaran,kapasitasSDM

i7-
1

i

Jalur evakuasi belum cukup karena

keterbatasan anggaran
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8. Tidak adanya sarana komunkasi yang dapat
digunakan saat terjadi bencana untuk
peringatan dini

9. Jalurinfrastrukturjalan dan telekomunikasi
pada daerah terpendl (rawan bencana) masih
kurang

10. Belum adanya kesatuan visi antara SKPD
terkait

Penurunan Kerentanan

I  iingkungan pada kawasan
rawan bencana

1

1. I Adanya pembangunan perumahan untuk
nelayan di daerah zona merah dengan sistem
sanitasiyangjustru menimbulkan bencana

2. Pembangunan Rusunawa yang tanpa

memperhatikan AMDAL

1

i

3. Implemantasi Rehab-Rekon tanpa analisa
penurunan rlsiko bencana

i
j
k

4. Keterbatasan kemampuan daerah dan
kelangsungan dari rencana PB

5. ! Adanya pendapatSKPD lain di Kab/Kota bahwa
PB hanya menjadi tanggung jawab BPBD

6. TIdakadanya dasar hukum yang mengikat
untuk melaksanakan ARB

7. Belum tentu program ARB dapat menurunkan
kerentanan Iingkungan

8. Belum adanya pelaksanaan ARB dan adanya
keterbatasan dana

Terselenggaranya pertolongan
cepat dan tepat sasaran pada
korban bencana untuk

1. Data sebaran pendudukyang tidak up to date
sehingga kesulitan dalam pendistribusian

i logistik

j mengurangi jumlah korban
, jiwayangmeninggal
1

»

>

i
i

2. 1 Data pendudukyangtidakjelas
3. i Belunf) adanya data terpilah

4. 1 DIstribusilogiatikyangtidak tepat sasaran
; sehinggrentanpenjarahan

5. 1 Belum tersebamya logistik (Gudang leogistik
I tidak memadai)

'6. 1 Peralatanyang belum memadai

7. 1 Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM
;  'yang memadai
1

! 8. 1 Belum memenuhinya tenga medis untuk
pemulihan kesehata

1
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9. Perlunya peningkatan kapasita masyarakat
dalam melakukan pertolongan pertama bagi
lingkungan sekitamya

10.
!

Kurangnya tingkat ketahanan masyarakat

Tersjsunnya rencana

pemulihan kawasan bencana
secara partislpatif

1. Daerah relokasi yag disiapkan tanpa
menyiapkan alternatif mata pencarian untuk
masyarakat

i
2. Belum siapnya pemerintah untuk pemindahan

penduduk/relokasi tempat tinggal masyarakat

j

i

»
1

>

*
1

!

3. Lebih didominasi oleh NGO dan INGO dalam
hal pemulihan kawasan bencana

4. Renaksi RRtldak/belum partisipatif

5. Koordinasi di tingkat para aktor (SKPD, NGO,
swasta, dii) tidak berjalan sehingga rencana
yang disusun tidak bisa diimplementasikan

6. Perlu dilaksanakan dengan kombinasi

partisipatif + top down

Tersedianya Standar
Kesejahteraan Minimum

Penduduk Korban Bencana

1. Masyarakat rantau belum dapat dimobilisasi
dan adanya ketidaksiaan pemerintah dalam
rehab-rekon sarana-prasarana fisik

2. Tidakadanya kerjasama antar SKPD terkait
pelaksanaan program

i
i

1

1

i

1

j

i

t
f

3. Lemahnya pengawasan pemulihan perumahan

4. Sangat lambat dalam pemulihan ekonomi dan
1 ketanahanan pangan masyarakat
i

5. j Perbankan masih setengah hat! dalam
j membantu perekonomian masyarakat

6. i Pemulihan lingkungan fisikyanglambat
1 sehingga melemahkan motivasi untukbangkit
\ dan memenuhikebutuhanhidup.

7. i Pemulihan belumdidasarikeoada

' pertimbanganpenghidupanmasayaraktke
1 depan

8. 1 Pemerintahtidakmengakomodirpermintaan
1 korban bencana terkait pembangunan sentra

ekonomi

10
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9.

\

Rehabilitasi infrastruktur untuk menunjang

perekonomian masyarakat bermasalah

10.!
1

Masyarakat terlalu mengharapkan bantuan

11. Peningkatan SDM masyarakat

Pulihnya Daya dukung fesilitas
dan utilitas pelayanan umum.

1. Banyak penyelewcngan proyek

2. Pcmulihan fasilitas belum memadai dengan

dana

3. Pcnanganan benca'na di Kab/Kota dilakukan
oleh Kab/Kota sendiri (prinsip yag berjalan saat
ini)

4. Fasilitas yang sudah dibangun tidak dipelihara

5. Perbaikan Jalan dan jembatan dengan sistem
tambal sulam menimbilkan bencana turunan

6. Pemulihan fasititas dan utilitas pelayanan

umum hanya sebatas proyek sehingga hasilnya
tidak seperti yang diharapkan masyarakat

7. Fasilitas dan utilitas pelayanan umum masih
berorientasi proyek

8. Pemulihan fasilitas umum belum berorientasi

PRB

9. Renaksi pemerintah pusat sangat lambat
terealisasi

r

i

10. Belum tersedianyapembiayaanyang
memadai

Tingkat Efektivitas Kebijakan

Berdasaikan temuan kendala di atas, diKtapkan secara bersama tin^cat efektivitas
kd)ijakan dakm mencapai sasaran, dengan ktiteria sebagai berikut:

1. 0-25%

2. >25-50%

3. >50-75%

4. >75- 100%

Dengan merata-ratakan tin^at pencapaian pada masing-masing sasaran dapai dilihat
pada label 3.

11
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Tabel 3. Tngkat Pencapalan Sasaran

'

Sasaran

1

Ungkat 1
Pencapaian j

1. 1 Terbitnya aturan perundangan yang
memadai bagipenyelenggaraan PBSumbar 1

52% i
1

1
1

, 2. Terbentuknya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)PropinsiSumbar.

60% 1
1

■ 3.
1

i

Terbimpunnya sumber daya yang dapat
dimobilisasi secara terpadu dalam upaya
PB yang melingkupi wilayah Sumbar

42%

4.
f

i

Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada

masyarakat.

42%

i
1 5.

i
Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan
Utilitas Pelayanan Umum

42% 1

, 6.
i

Penurunan Kerentanan lingkungan pada
kawasan rawan bencana

42%

1
1

'7.

i

Terselenggaranya pertolongan cepatdan
tepat sasaran pada korban bencana untuk
mengurangi jumlah korban jiwa yang
meninggal

j  50%
1

i

8. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan
bencana secara partisipatif

65%

! ̂
\

Tersedianya Standar Kesejahteraan

Minimum Penduduk Korban Bencana

1

54%

i
1

i 10.
j
\

j Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas
1 pelayanan umum.

1  50%
i
1

\ ! Rata-rata Pencapaian Sasaran RPB 1  50%

Dari ha^ penSaian dn^t efekdwtas di atas, dipetoleh bahwa sasaran 3,4,5, dan 6
dngkal pencapian sasatannya san^t rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumbet
daya, budaya siaga bencana, daya dukung ̂ silitas dan udlitas umum dan penurunan
kerentanan lingl^g^ Sedan^can sasaian 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian
sasaran yang cukup baik yaitu mengenai pembentukan BPBD Propinsi Sumatera Barat
dan perencanaan pemulihan secara pardapadf.

12
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FOaJSEDGR0UPDISCUSSlONKAJlANEFEKnVirASRPBPR0P.SUMBAR2»8-a)12

Tindak Lanjut

Dad hasil FGD ini, akan itindak lanjuti dengan melanjuikan kajian efektivitas
kebijakan penanggalangjui bencana di Ptopinsi Sumatera Barat dengan
menjadikan hasil ini sebagjii dasar kaian. Dad dasar kajian efekdvitas
dilengk^i den^ analias dngkat ketahanan daeiah betdasarl^ 22 indikator

HFA (Hyogo Framework for Acdon) atau Kerangka Aksi Hyogo. Beidasaikan dua
kajian lerebui; akan disusun altematif kebijakan penan^ulan^ bencana Ptopinsi
Sumatera Barat.

13
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FOOJSEDGROUPDISCUSSION KAJIAN EFEKnVTTAS RPB PROP. SUMBAR 2003-2D12

Penutup

Peningkatan efektifitas kebijakan penanggulangan bencana dapat dflakukan
dengan bdaer^a tindak lanjut yang disebutkan di atas. Petan Fonim PRB
sangat besar dan penting dalam meningjcadcan efektivitas kebijakan PB
Propinsi Sumatera fetat. Untuk itu, perlu jug^ d3akukan peningkatan kapasitas

dan ketedibatan Forum PRB dalam kegiatan4c^jatan PB yang dilakukan di Propinsi
Sumateia Batat

Demikian lapotan ini dibuat sd)ag^ salah satu dokumentasi k^atan kajian efektivitas
kd)iiakan penanggulangan bencana Prop. Sumbar dan semoga dapat menjadi masukan
bagj Propinsi Sumbar dalam melakukan k^atan-k^jatan penan^ulangan bencana.

14
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Kritena indeks indikator HFA
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HASIOKAl DENGAN BASammBAGAAN VANG OUT BAGIKUUOAMAANNYA

TERSEUANYASUMBBUWYAYANaolAlCICASIICANEHUSUSUNnSKEGIATANAENGURANGAN

RSIKO BCNCANAUSDAUATINGICATKMERINrAHAN

TINGKAT DESnraHNCIAT VEMFDCASI TINGKAT OEUEKVtRIFIKAS

S Cjp^bn lesiprchml tebb dlpcrobli

dcrgan keotfam dM toputt»van|

teffigad1 ufDMttfigbt

Tereuh^krpobbuiiAeititwnaiodoAiOfoitofisAiio/id
itrkokdt/iponptogmoagoo rs2»boneartobobtecoro
ivodra*otoopm to/omitoi latottntdkifrfoclbteJ
Oflygeroi4wm*cM*6ipengumhgCfl#**9 fceitDiicdeal

o/tggo/oadorxotdoosionot/bkotdoiOMAPBN/APdD
iOtoronondkf ACAd^unckcAsunhetpandooeoa
itoaimlft^ddUiganirmiOfLfihsftintkBfA^oudidea

Arterfeulson bdanmsiitcofoiwnadBT

AnK/AnD;SOn

4 CapjlM ysTf a<kbpb0MJ(Qp«^okK

tetjpldbbdadatelcfbatawndiSam

koirJlmei^«uffibcdaiQ finanaal

atJbpun bpasftaiepcradcMl

tSrrcrofeiftvteiMtttuteo •nexiatodhii0rcn0>blt

lerojh^ ititoKbA cmed«ny0 oiokosJoaggeteourtidr
peceerws* benccMdon eRpgorcfl

dofwstfledeceWa^dBftM aPSKMMOdenp«dew

peadetwgdigdofik9Aegobdottfo\/mijMetttoi'fOf>g
mewrc#*®me toe&*cudfcdeel«e#bvtooa fri,/bmidsf

3

i

!

Komfttncnkdambacc* trtapi

capabfMapalao tablo bcbanbmSA
koinprahfrfl&dlbga beMicwbip bAint

'AdotrfoknAoga JAuusyongiwiotigeoipongaroitgoo
rbS^beocooodtrgmmggoroakbuuBd^om
ptmtiifitohoojiong me/^fcrnb tefeerodoortaembwdPiiO
/IsfttoMTwi^ ncJotfcerbetespedckompcM*)
iosiagsiegoondoapniangonoiidofurot donotoiii

meoAonihtm daoifibgoaiumbordeyodariknibogo
MmfftlAniAaBTHar

!  2
1

1
t

i

Kema)uai^ddJ.tet4pri hcbfakan

iistematis dan/nautcmita^

blambagaan bdwnada

Vt/MmJtoapendewow poitgonogoarbtobeacoito
miMdlitnoiolehkmsiosiiteskaoVhMwekudtitgon
prtUfiwtyotgpiAkbdtkrtidAeitdtitgbcitwonluaf,

pi/noituhea sumbofdayomwudemuJefdiUfietsebogol
frebtttuftoipdwftos'

!  1
1

1
i

!

Kemaluan keel defipn bebcrapi

tlndabn Miu dabmreAUna-reneana

auukebi^tac

tumberdaye uMukptagiifoagon rbJko
btitanoimsk emof berpMnmgpcde MsinTcbM
boMuca Imbe^e/denorbar. umberdeyeheayo
dhtdhtoovtrukifodaoitdofumbtitaaodtiigoa

fu/nhh yengbebmmemodoT



PfUORlTMl : MIMASTIMN KNGUMNSAN tSIKO UHCAMMENIUH PRIOUTAS LOIM HlNGfiA
NASIONAl SENCAN AASIE XEUMSACAAN YANG KUAT MGI KIAXSANAAIM'A

JNOIKATQAIIt : TEfUAUNNYA PAITRSIPAS lOniNITAS DAN DESENTAAUSA9 MOALU PEMBACIAN
KCWENANGAN DAN aJMUtl CMYA PADATINGXAT lOCAI

TVMXAT DE&BtPSlTINGKAT VERffnASIT)NGKAT OBJKVCRIflKASl

5

1

teU

cre<*can toirftifitA dM k»pasftMy>nt
terjag) dl ittr*** Ufigl;M

Jt/wvJuOny^ >ftwApetr^hii tewmoApon dmsumber
dvfo dtf^gm fmgrth*mitno
ptmbogkm^rmdm slstefwd
ttntefapenfdfintohrnhkaldm^MtoinmitoskiMjc/tg
dhtmJpOfilsIfiasidafuiufvhstknt»e wiftn awB3r»
donitbiri/h pt/nm^lubptftlb^Qon delom eMdns
fienoitfmpmrakobrnconoymisudoii dlfivbOmbm
ttmet/ompdroA oleA/wd0-0ied!a Us/yoApdeipot

din/inodcApM mcjytvotor

Mekanttine

DetemraOusI

4

i
)

1

i

CapaUn y»^t bervtldiperoleh.
itupidUloil M kecerbauufl dilam

«j(rtefd«vafrtanibl

auupun bpatkM eperasioiMl

TdrwM^ >i*"pe«66piei»towewgortdoAiMTibe/
dtr/odtngen hb^eAm^ktb^okmymgftlnonsertd
pemtooJdAprren roAgffuA0i9*Qb>*aA9sincinefis
etnaropt'r^fintehonlokaitknQmkvTwf^hastoka/'/cng
dbdfttd^tbJ^okfsAn/isekwrtotnuA^ somo
danukjrufi potnmgbibpent'^*9on dolemokihins
pen^ufengenrbbobeneono wohu M/pvb£te»r
okbtntdlolohisobin^teiun dHtrlrno dtngonbet
cithtrmfercbjiymgbeTptfMiebepoiiontrcldeft

hteStosktip

3 Koinlimen ke1enb«idaAtmapai.i«upi
upaWwapalMtcUinWvffl bersJfat
koAprebensJlJuca bebfltoikup ben/tl

TormjiudfffojDQito/i petrboylmktwenongan don lumber
doyo bet^steft-tebSatort refrNQA lem
pomboblmpefmdontenpgijngion/obfengiiSWneiH
onTOfopomefkno/tonbUdtogonkofnunbotlokalmtu
bekjfndofiot iffkfisenekonsepemthiyodenQon
imngendebBdpOfdalfieildencitfflmycngttrhisono
andenoigttrpiioh-fitedtdehmjong^pmdtk

2 Rema^ianada.tetapl

tiaemnkdJA^tJu feosAincA

letemhagaM tcbmada

JeSnnpt/nbogfonktmnongendonsumberdOiiObtb/m
oda. woplupeyo unnArmnjeinpmtboglodbtotnongon

diwniMon drngm edonyaizfjesotnol^Joiome dehm
ektMtos ptngunngon rhJkobottanodon^eopohit
mnneuhjoberofti

1 Xc«u|uja ked tcberapi

tlndabn bo|u daUm reM*A»r«ACM

atau

tefcflw tidonye/bflnen peA*egtoleweridfigen dee
timberdo/a entotvptfntrtraobUof don kommkos

hkoi ktriaseMedehmettMraipengiuofgon rtsAo
bmemulomoMba^be/idotdodckonieibotefia^

benanoiolo

MIORTTAl (

WUiAlOK tV :

MEMASnXAN PENGURANGAN ROIXO BENCANA UENIAM PAJOSnAS LOUl HINCGA
HASlOriAl DCNGAN BASIS UlfMBACAAN YANG XUAT BAGIPEIAKSAMAHMYA

SERRINSSINYARWUM/JELAIIIMS NASIONAIACXALUNTVYPENGUMNCAN FUSMBCNCANA

T1HCKAT DESniPSITtMKAT VEfimCASlTVIGKAT OBJEKVERKFIKAS)

s Cap*\»n tog»fe><iMdttUbdlpemteb

dettgaa fc»rJtg<fl dan kapailaiyant

leriagj dlttmujtirvkat

ffentajiifltanfmar^jejorbf^neiJonoi/hk^unnAtkSttlob
me>^oh^snifuenbm\bidon9donpregromsoto^

ttf^doMdon tmmAtufdengonponkSfiosiiiCf^botdoH
iohmtipemrngkiktponringondonptntepeho-
ptncapohn WiobotteloludbintooucarQbeftohtvkaii
topoiAeS mogetofonjoidoiam penetepon

4 Capabnyangebbpbenrtld^etoleh.

teOpidiabdadatettttetauA dabe>

ttmkmen.&'mberdaA nnafoial

Miupim

Peneogoho /mnv^^oiisg MsfeneVfc^inirul^fM rele/>
imneekupsmmotu^oa.bidongdenpfo9fvniMre

ttrhkutdmuntnMwdtngmponiilpeilfongb^dort

iduruApenwtgiubrpenriigon weiaufimcopeJeth
pencepejeo tericbmbekmdMnjouwcorp berioJeeertoJt
tepcJraspengendtonggotofotum doionpenetepen

3

1

1

Kemkmenk»1e«^gaaa lerupaL t«t»pi

capelafvopil"^ Mian bekm bendat
tomprchmJfb'fiabcbBmcwkbp berartl

rerbeomfatyo forvm pengufongonristo bencenoyeng
merengkuauintd tompenenptmonghi kepemingm
itrkoddebmpen^ifongm/iiAobeneono denpon tingbgt
ponbipettyong bogus mohti ttrboiospadOpmrtia^n
Iso-lsii trrJMdefempengurengM rUAebeneono dan
beiomoitmfionimbetgkan hhethnjutonpencopaim

i  2
1

f

Kemejuan ada. ceufdbb^abn

ilcematlidan/acau kefnftmen

kelembagaan bcbimadi

^driaiTresndtifrtukpangmngenrhtphencono beJum
rabmridrretopltebb >niWedo hetoo^pckHrp finm
uktoteldipt/nerifftehoroupanpodoargoniusJwkob
pt^tdemmfbAobenceno

1  ̂ j  Kemajuan k«cddengan beterapa
1  tlndalun majudalarn rtncanaitncana
1  aTaukabbbn

forvn ftsndumuipeogufengcn lisAe beneono behon
tetbdfituK opcyopengurongm f'oSkobeneono
drtoisenekoneleft keletnpckdengon }nxeiyenUyong eukvp
besdrdOffpfftokkioedoexob/kofnunbos



PRIOItlTAS U : MSHGIDEMTIFIKASI, MENIIAIDANMEMANTAU RSIXO BENCAHA DAN MENMGKATKAN SISTEM
RERINGATAN DINE DALAMUMYAPENGURANGANItSaO BENCANA

1NOIKATORI TERSED1ANYAANAUSISR1SIKOIOKAIDANMASIONAIBERDASARXAHDATA8AHAYAOAN

INfORMASJ KERENTAKAH DAN MEUPtlTI PENILAIAN RISIXOUNTUKSEKTOR-SEKTORUTAMA

TINSKAT OESKAIPSITINGKAT VERJFIXASITINCKAT OBJEKVUUFIKASI

5
CapaUA Icomprehemjf teUh diper^l^
d«ngan komitinen dao kapa&rtasyang

tlngkai

Peftilaiofi fis!ko bereanoytwtgahjratdmmaftiseitor

(iOikd, ekoncml, tinpkun^on doitfiiUjuntukietiop
ovcfnen beftono ttioh temtsvndmscl^tidlpefbohonJ
secanpcriodikberdoionkondatatertcrvblnggoteioh
diJodikondaicrbo^pefrAofiguflandoitpcnanamcrtmodoi

podothgtot hkoI/Naiional

OOkumaA analiUs

rtajVo b^oaarva daarah

4 OpWanymicukup berarti (fipfrrcMi.

l«t«p] dlakul k«terbal«M
kemitmeiysuTiberdiys fiAAniJii

ataupuA kapasitas

PertSoionfisikobeneaMiyofigokaftad^ninuitis^ktoi'

(S6slai, ckonofT^ Bngkungmhidup donfisJkf untuktetiop

ofKomon befxc/)o td^ tmuUMi do) adafu ̂ perbohand

setaro periodik berdaierokondata terborv yong dilengkopi
deftgan nkomon/daio risiko bertanayaag danailaia
ptngandtnyo terhadopperubohffi ikMn don vcrioa/fk>im
wxdau beium drwo/oetkan tepenuhnyo doJom

peftncofioan pe/nbangunon'

3 Komftmen kelembagun tmapai,

teUpi C3palan<apalan seUIn behin

betsJfak komprehenailluga belum

ciAup berarti

Dokvmenonofiiisrbfkpbeoeonodoenhtdoh teruua)

bfrdasorton data bohayodaninfonnai ktrentononyong

tenedopoda t'ingkot bkddonMasiondunruk bebenpa
potensJbencanoyongmerjodiprioriua

j

2 t^majuan ada, tetapi kebijakan

ti96f7\alis dan/alM kom)tm«n

keWmbagaan belum ada

Ddvm lerdapat dokivnen oneHsis rtsiko benconayang
^tusunsetaroii^aretispodostatvwiioyot^onaJisiibcn/

mertghositkonpet>petapoMul fcgnctfw tonpa dilengkapi
dengon datadatakerentvtan wiioyohtoik sosiol,
ekenomi, Hfigkungan bidupdff»flsik

1 Kemajuan kcdl d^ngan babcfapa

tlndakao inaju dalain RficaAa-reftcanj

atau kebi^akaA

BdumterdopatdokumenonotisisrisikabeKonayong

rSsmunsecorosrstemethpodasuafu w/ioyo^ efioHiis
ditoksanokondengon frngldeat'ipkasipotensibofiayo

berdoiodion sejarah keber^oMtutsecotoponbSpatif

RRioRrrAsa

INDIUTOftn

MENGIDEHmKASI, MEUIAI DAN MEMANTAU RSIXO BENCANA DAN MEMNGKATVAN SETEM

RERINGATAN DINIDAIAM URAYA PENGURANGAN RBDCO BENCANA

TERSEEHAW A SISTEM-SUTEM YANG SlAP UKIUX MEMANTAU. MENGAHSIP DAN

MENYEBARIUASKAN DATATENT ANG SAHAYA-BAHAYA DAN XERENTANAN-KERENTANAN UTAMA

TINGKAT DESKfUKI TINGKAT VEFUnXASt TINGKAT OBJCKVEmnXASl 1

5 Capaian komprehantiftdah dlpemtah

dan^an kpmitman dan kapasitasyani

tcda^ di wnua llngkat

Mosilpeneoexitondonanaiisis data-datakvnd tentong
rUko beneano berdasofion berd^orkonpengetohaon

Omah don kearifonSakddofomsbtem yong ttrtsnAtur,
madofi djoksessertarramiEkl/ottwt tentonderdyodkcut
sebogaireferemi bogidoervh tain dondasorkepatuian

terkoHfRO bogtkonuMiiiM<d doenh tmebut

Smem infonnati

bancanaWOayah

4 Capaian yang cukup baraitJ diperoleh,

tctapi diakul ̂  katerbataian dalam

komitmerv tumbafda^finansiil

ataupuA kapa^tas oparastenal

Masdpeneoeatondanonobsis datadatakuftd tentong
risikobenconoberdosorkonberiesaflronpengetohjon

Umiafidankeohfonlckddaiofnsiste/nyangterts/uktyr,
madoSdiakses sertafnerribkifonrvt tentondaeyong

sadah dSpetokafi dandirtkomseeorosisSanatis

3 Komftman kalcmbagaan tareapai,

taupi capalan-capdan salaln bdum

bmifat kofnpraheftttfjugabalum

ciAup b«rvti

Teiahtenedonyatiitmin/onnaiJafitakpemorttoaQndan

pencotatan data terrteng boboyadan kerentanan utarna
nomunmosAbdumdapatdieksaBtaubeJum terirrtegrosi

dengonsistem nasionotfyitemasiorxd

2 Kcma^uan ad^utapl kabijakan

dstematlidan/itfau km1tn«n

kalambagaan belum ada

Sbtem Informasibenconawiiayab befian tersedi^ dat>
dotaytsngtenetfia tefbatas podaperieotatan monaddart
kejodion-keiodan bentonase/ta data ttatlstik yongodo

i  1
1
1

Ken^uan kecU dangan baberapa

tlndakan m^u dalam rane^a-rarcana

atau kabijakan

£framit^ormosibancono wdoyoh bdom tertedi^ data
boradSparoMi iwJ0 terfodtkeiodfof) beneono dartbertogoJ
insjitasJdengan knkurntan don voBdas/yonglemab



PMORITASU M|NGIDtMTirjCASI,MINIlAlDANMIMAH7AURBIK08£NCANAl>AHM£NWGI»mNSISnM
PIftlNGATAN DIN) DAIAM UPAVA PENGUUNGAN tItSIXO BENCAHA

INDIKATORIll ; TERSEOIAMYASISTEMPEHINGATANDINIYAHGSIAP BEROPIRAaUHTUKSKAlABESAADENGAN
JANGMUAN YANG LUAS KESEIURUH TINGWT lEVEL MASYARAXAT

TINCKAt DESKAIPStDNGKAT VUURXAUTINGXAT oai£xvuunKA»

5 Cipaian kunpreheiulftelalidlperDWt
dCf^gaA komitfnen dan kapa&ltaiyai^t

te4agadltcinuatln(;ka(

iijicmperingotm tM teSahstiAUuntuk sfgohiefiH
bencwyongtiwgidnteffo^dantekibditifftiensdertgan
ubuahpeoie^^engofidatiaridtddistiyongietmierta
iSevoluasibertoh ofeA muftiiSakeholdefNngga/nc/npu
bercperasidefifanboAdan/Tter^angkaufekmAtevtt
ir^syofokatyonp termam imtukbartlndsJraapot
fwftgotasidatangrvosetiap >anls bencono

Sistem partngaUn dml

Capiianyarii cukupb^rartldipcrolc^
tetap] dUnd adakMefbatasan dalam

komitinan, sumbardayaflnamlal

auupun kapadlasepcnslonal

Sistanperif^tandMtti^iUbStefbatoipodobeb&fDfio j
jenisbeneonoprioritosyongfmMtgkintefJadnofrHmtetah
Stuf^g ddnpoA aabuohpmedjtdengon dofw
{dieekJIst)yaf^ifSaSi£nadiavatusjbertalo olah
muhistoJrateJderdangofl katersadoankomut'ikaiyartg
tepatdondiperiuos dwiJayeb yanpmamikWres/ko bahoyo

!

1  3

j

Komitmen icetembagaan tetapai,

tatapl capalan-capalan salain b^um
bPrdfai knmprehanslVJuea belum

JenetSenyosiionpefingatandidwtiau/nasihterbaua
podo bebcropo Jetdsbencanopfiofilas/iomuntelob dapat
Sgunokm dan menfongkoukofnunHat iscan 'uos dengan

jfwnfwtHdh<f

2 Kem^uAA ttUp\ kebi^kvi
tistematbdAn/alau komilmftn

k«lemt»0un bclum ad*

SZffemPerfngarao dMbekan tarbon^ ka
kwntn fas loka( paittgoimhtfo^n bencona dofom
kamintes barwmbardadkabvokanlakoldiP)̂ snomana

1

i

Kam^uan kacD der^an beberapa
tlftdakanm^tidalam reft6ar»<enei>*

atau lt«bi|akaA

S&tamMnpotat DM/bdum odicbiam iuotif wjloyolv
pcnpatobum masyarskat tentong/enonanooiam)oi9
trmkubenconataiutas, taopibebaepakBtftto/taftah
mdoJmenyampalkonpaart-pesmperingotonteam
pofUisJpat^tQrpopfOiadiryoiigieiai

PRURITAS D : MENGDENTinXASI. UENUAI DAN MEUANTAU lUSlXO BENCANA DAN l^tENNGXATKAN SSIEM
PERMGATAN DIN) DAIAM UPAVA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDKATORIV : PEMLAIAN RlEIkO lOKAL DAN NASIONAL MEMPERTIMSANGKAN RBIKO-RISIKO

REC10NA1/UNTAS BATAS GUNA MENGGALANG KERJA&AMA REGIONALMENGEHAI
PENGURANGAN REEIICO

TINGKAT DESKRIPSI TINGKAT VEMRXASS TINGKAT OfiJEKVlRinKASI

5 Capalan komprchanstttelah diperDleh

defigan komjtmen dan kapablasyar|

tafja^a dl satnua Ungkat

TeftoksowyocksIpenguronganriAikohfficanayong
lerenconode/^aoirtlakiaiokonsifgkmnlsasitarhodop

risiko-fisikodntm baus sebogalacuonbo^ pangaiurcn

panbcfionpartngaton tf/i hfam^rttikabcKonodon
^npok kefugionyong ditimbuIkOMyoyartgdapat diolaes
danpwcapot do) tapototeb aamuopamanpku

kapandnov? antoedaerah

RancanaAkslPRQ

Urrtasbaus

4

j

1

Capaianyangcukup berartl dipttoleK

UUpl dlahd ada kelerbatasv) dalam

kotnhmeAp nimberda/aflnamlal

ataupun kapatitaaopefaslonal

Jersusunnyomcimo akdbena/rta d^am ka/nhmenvtlaf
daefcb ijntijkirtfguran^fiiikobeneonoyaftg
metrtpodiTtbartgyvtrisSko-risikalkaoibatas ubogd
atuon rindok £crs97ioyongdi^ardiaJeses oleb satie^
pamortpkukapendngoi doerab wdov Carberas padd
babampo/Idko bancono

3

f

i

Kofflitman kelefnbagaantarca^ajp

teta^ capaiarxapaian saUin balum

bartHal komprehansif Juga balum

cukup berarti

Tcr$t6u/viy6/ancawflkribssoma tttamkomftmert anfor
dOTh unfvk mengirei^riilp hencawyenp

memperb'mbanpkaniisik>tisiko bnto batot sabaptf
acuon tindak bsSoTid wdQUferbaiaipadsbabempo

tisikabertconoiop)daninfagnosiyongyongbeiartdapat

diakietiacofoiofigiar^g

2 Xam^uan ad^ tatapi kabQakan

sisicmatlsdan/aiau bomltman
kelembacaan bdim ada

Rencanaoksfpeigumnpaffrtsiko bencona feiab odg tetqpf

babm diUOomkaip'npkmnties/denpanrtr^conatdai
doettdiioin,keriasimTmtnibataibenitatkasuisiik yartg

mmtctd rarporttunp/aocmenoyartg terfadidmmendesak

1

i

Kam^uan kadi dangan bafaara^

tindakan maju dalam rancana-rancana

aUu kabilakan

Henconocksipertgarangon dsJro bencona ta/um ad%
riilko bencortfyangmek/tgkupt2 ataatebih wliayah
difttiiiitosiotebkomm/tos yangtetihbesoriesuiddertgan
otumn vo/to teUdt odo t



PRIOAtTAS lU : tIRWUIUONYA PEN6GUMAAN PtNGHAHUAN, IKOVASI DAN P£N0I0I1AN UNTUI

MiMAANGUN SUDAYA UAMAHAN CAN XHAHANAN Dl AEMUATINSKAT

INDIXATORIII : ADANYAMEIODE RISET DAN ALATUNTUXPCNILAIAN MVlTIAISIXOStRTAANAimMANFMT

DAN BUYAYANS DIKEMaWGUN DAN OIPERKUAT

-nNGKAT D£SKMPSITINGKAT VERlflKASl TINOCAT OaJEKVEMRSCASl

5 Capaian kpApiehaAstfiaUhdiparoieh
daflgaAkomkmafi dan kapaskaivaftf
tarjap(filamuati^ckal

Uenuwiyaratiopamatobncfand pemiAflii bencone
dtatfwnbidryokesddtamtokof do*nsiandunTuk
berMSddpcriiiprotlftpan^irengaiAtobefceAd
tenteorian ko/lm yonpmndantof poftordortteibapd
dsiafiafemrfnencoJri4»takdidipotans'bencana

UMXabencanAM

4 Capaian yani cutajpbawtl dipefo^
tct^Jdbhil Idakettrtataun datoa

komknan. sumbatdava rinandal
at*jpun kapaskas oparaskMil

rervdonyomModadictda>cdoCtPOokmenidmiAMte
bencDnoaecm dmpanmemodAmkragfcnkaM
pony/nafAotatfiptrvti^rtoaamuDpci'itPiykp
kspanfkiyan (kipkivloMdaaneslonrfuMuk
/nmii^siter>kqBssktfraknddan Antf)ddmmnalrl

^■1/nanftaf karanf one*dbdftdiscMopyp tScgut
menlnokAkan kdpotirdspoAUvdonperdtaiMrvpiond

3

\
1

RotnknaA katembataan laitapak
tafaptcapalaiKapatin ta^ bakim
benftf kPiBpiaberolf|up bclbm
cvkvptawU

Tmidviyomatod;rfsfld*i akttuntuk jncftbdanyUrbdra
pa*brberspebenttBiPiee»»bnioAdenyeimemedufcce
teyjfa>toktf yonymfiiatioA paronledaBmua
pamft\tJrpkapan|k>yootk)ykat bkaJda> fgfcik dopoC
dkanpkencacordutnumdkkiyfcdt fckol

2 Kanajuan ad^tatapikab^akan
ifetmalbdan/otMkomkman
kala«Bba|aai>b«bira ada

ratab (arsadobaberepoAftdan^anfukmanyh^
AlabencaneaeoaraWaddEhflaamenyondakmkqHii
dnkd (ertvtA oleftpusof Aiidtfor fcmboyepenoBdlon
tk^c^Odartbaftanbamrtortati paflbkateffuben
pengOTiyaiAltobencaw seoaretrtwestf peipdrel
dkenkokA aaearaprman

1 Kant^uan fcaddanganbaberapa
UndaftanmajadalaiQ rancanpfcncana
ataukebfabn

Att-oU dOb Aosl Aat yong^^lOsAon xtrbatospodo
an^A pofanddan Mancnd laiyuiAlpbancivaa

tawyobdaduonokAcfeb bebanytfboUusttahm
bemriarfedpoAkebuluheepenyunanyei Airobeieene
tfearo tmhioivf yany Apot AerqBbwBttfOtfttipn

KtORITASIII I KRWlUUDfrrAnNGGUNAAMPENGCTAHUAN,INDVASIDAHKNOlOUANUNTVK
MCMBANGUN BUDAYA KiAMANAN DAN XtTAHANAN Dt SEWUATINGKAT

INOIKATOfllV : ADANTASntATEGIXESADAnANSeiUMIHIIOMUNITASUNTinKLAISANAANPRAKnXBUOATA
XETAHANAN BENCANADENGANUNGXAUAN UJAS 6A&I MASYAftAKAT KAKOTAAN MAUPUN

PEDESAAN
r T1N6KAT DESKRIP$] TtNGKAT VERTFIKASlTlNQtAT OaiEKVtRIFlKASI

C^alan koinpreheraif t«bhdip«ioteh
dengin fcftmttmemtin kapa$*i8V*if
ter)ac»dltfmuaClnilut

Capato)Tv<lcbkup bMfildip^raleN
teupldiektf adaleteebaman dahn
hemkmeiK tufsberdayaflnaASlaf
K^pun kapasta epetalonil

Komlmen ke^mbafiaai tetapai
tMapitapatin-upatinsalain bakim
bcnJM tompiehefliifjugabelura
cukupb«rarti

Xam^ufttad^ kctapl keblakan
tistemjiii daiVarau kpmHmcn
kelembafaan behjraada

Ranvd]uan kacildepgan babecapa
dndiban maju dalani rencana-rencara
ataukab^sn

fitfiktgttfion kwiiloseDpcionpntttpengufangonfisio
teneoneranp«%)mMAriffl0^ngto(/i)i0 fcepodom
JromunkssMorDkxzsmengttialtvdoyopeApuvipOT
rbskobencotiodefgon^enpkvifyoniBteglb^formad
fOf^Atsunstcan patb^etfber^Bob^dcrfv-dbTP
f9*gtTvmoMoktiperopem9^^teptfalng»dan
in/ofnuBi^angmtfrijonpftau jdunAkwf tomiayras
dei'omme^danbehaafOfigtnuiUtdifioHwittdOfi
stUu^fifrhond

flancana

l^nancgutiPgaft
Beocau, AeicanaAkJ
Daefah, ddokusJraA
kapadaslratcp
penjngkaUA
katadafan masv**^
dabfD penfurvgan
rttSLObeflcana

Olartilplrtt'wiyoPtrtSapf parttoptaiflo kactfttos)
wgyorokatueanpenHpotf fqwpUfHfgfOildeftpgi
fencawtfcoftopefigunngonffskaIwrrrtit letkfiittaro
trmanadaiteratiffdntgmmenar^kcfiperan/nedio
aauksaS/ygbtrbo^lr^nnesidata.pnttSt tendon
ptntof^oaUfi tno/ntfttufTihoi pcf^Mvtgofi fbAobttico^o

TtmeunnyonneavOntf^peri^igkattatIdsodoron
iWflfynru*on«afppjtS|3tfjr^ong te*l#yatidengan
/ancpflixamyrtopartflufwpoft #6^06aoc®w
^Si^ldioo W kofmai/tBds)
karmifltahcnakes tiancane6ogf pa/vfcidb*
mavuilomudoefattrungsikA/Sfierbanjl

(tnd»^matt itsoJananosfonJtat laUnmpodog^ptqd
farpbafi oMivrttusUis'ttsf la*8ttfiei5
tkis k>/3nnadkar«nepertedoonpendtkatonddfdm
paftflumpt>teTdof»priortmpe»>Qptfawr>otMpartadOiM

kesodaran mosyarekar dlbanpun dgrtgan U^oima^yong
(iioJrienpJraAabdsuinbaryaog rkMdspoT
tfpgrtanqguwaooobkcft Jtabenorannyedv) tahatOipoJd
maxyaroJrot yt^ngmemSikiaJsatmmodoIiadKidop
ttrpaonktfcfmaa



PRIORITASni : TWWlUUOHYAPtNCCUHAANKNCrAHUAH.INOVASIOANKNOlOIXAMUinUK
MtMSANSUN eUDAVA XUMANAN DAN UTAHANAN Dl aMUATINCKAT

INOlKATORI : TfME01AfJYAINF0RMAaYANGRElfVANM£NG£NAlB£NCANADAN0A?AT0IAXStSDlSEMUA
TINSSAT Ol£H SELURUH PEMANGKU ttPtMTINCAN IMEIAOJI JtJARlNG, KNCEMOANGAN
SISTEM UVmX DEROAQINFOKMASI, OST]

TINGXAT 1 DESKRIPSITINCIUT VDUFIKASITINQCAT OBJEKVEIOnKASI |
5

Cspalan komprehenstfteltfi diperol»>i

d«r>tiftkomineAdan kJpMAasV vv
tefjjpAsemuatnfktf

rrafiuMtyafefKaw-fencencpantenpunanvffip

nempariknaonpkoniipdyn penpu'onpff*risftnbmond

dptrtotd toiteorirgi cof ctoas^enfi,pengetshaan
dviAniA dmdoa nsuanof

larfa dQQotdbks0dngoAnudofi plffi Bdffltfiffa

S^sian Informasi

Bancana

4 CapMAyMfcukupberafildiperoleh.
tetapl AakAada keteitaiaun dilam
komBmen.sumberdjvaAnamial

staupun kapaiHaa opefSiOAd)

rtfwdStfiyaAten)»^yinoslb0ic0i0yonpAduBung
denpgi (farg yanpektMxrtberdosorttanrt^a,ptrtahf^
<toiV»kda*dtfummtejonhserwpengefohuoi*lok^
mmgiuncknjoh (wteBbMn >13yongirtduifpertmidtjft

(adniagrafdenoentisttm ncsiond/frgiond

3
1

i
1
*

KonftmeA Ulambaeaan tmapai

tctapScapakafxipaian wUn belum
konpraherutfjuga bdura

cukupberaitl

rers0daff>ofisrem bmcM>*0')0daptfdS0l3«$
c4rt tonnnlel*dberfslrendbr*aepan*
pertemtanganifaanbeficanoyonpsaBA)dawrtartdAvi

teffrrtagras#dergonsisttm rgskgoi/rtgiond

2 Ka«naiuanada,tetapl k«b'4akiA
sttamaiis dWatau kemftmea

kalembapan bahimada

O^ksflnafcowyeiipoyff%^sy» pengumpiAaiifi^iannef
feencewyengAiW, berdeariroB cottlanaeieB'l,

ptigetedvan dan Woftyang vfati dperbartfmdau
oksesfeftted^kie/mosHtntbutma^sag^ttfbata

bogimuSfurokoltanum

1
Kam^uankeeldengao bcbarapa

(Mabn maiudatam rertfanxancana

ataii kahiaian

Up0yi0f«ngum^danai/bmoJtencona (aUi dfedsonokon

eaitdtQfiodacalatmtetvtdi danpetgetahuv*JoBAtfrfa
ikidrt

RRIORITASIII

IND(XATORII

TIRWIUUDNTA KN6CUNAAN PBieCTAHUAN. 1K0VASI PAH KNOIOIKAN U^mJt

MEMBANSUH BUDAVA KEAMANAN PAN KnAHANAN PI SEMUAT1NGMT

KURirUlUM SEROIAH. MATERI PENPIDIKAN DAN KIATIHAN YANG BEUVAN MENCAKUR
KONSEP-KONSEP PAN PRAKTIK-PRAItTiK MENGENA) PEN6URAN6AN RISIKO 6ENCANA DAN

PEMUUHAN

TIN6KAT DESKMPSITINQCAT VUlFtXASlTlNGKAT OBJEXVERinXASI

5
Capaian ko<*preheftsfflebh d^pacplah

de«cv< komtnteftdan kapasBaivane

UflaeaA lamualine'tA

toiangasiyvdiwstibudayomempuhud9)e
pefgunrgofl/tJk9bea£of>0fknganmtfnbefian
pem*emei (to»terarampentepodapenenafmudayong
dtiM^OfgdefgonkiMiJkjindonbahanai^yvg/nefnod^
ijmikmeruMtoAonk^iatfdmtfinlriMfiengufongan

rti*dbendOwamwDberitebnftiian

Kur^bnSiaea

Bencaita

4
i

!
1
1

I

i

Cap^anvanicukup berartidiperokh,
lef diakid ada keierbatasandalam

komftrndn. suntbefdv^a nnamlal

ataupun opefastonal

TeTbtieenyopdmebeiaJan*) rentonepengiroApan mJta
tencofldo6$e*AaA yengdZf dvnpoT)*ii*u*in?>dne
ten^ddngon mdogWdgrisJtqipengetahuondi^
*86teoa»«#dOe#oA$efe"U»ldUdmpengixonpon*1»
toeaieiMihi*mef*gto*anpenfleTdbueisemiBpifirt

sekoVi temangpengaronganfisAabenconad^tSfdokon
pemufitan pec9 bencona yiaipAserTA denponpHsr tafK

pdoltgn BdtfrwnpflBepdnanppubnpan bcneaoo

!  3
i
1

j

jlemAmeA kaldAbaeaafi tertapai

tatapi(ifidm fi|)ilinteUnbaluni

berVfatfcotnpfthdn&jf Jvga bftkttn

cukup bervti

r#*b»w7vopemrtdig#araf) rentangpengunnganrsAo
btf*afodlst±ohhyangdibjnitingdengmbjrMumyong

r mdri#ufHukstmua p9ta»sHreM met j idrbaaipsdc;
betterefiofisiobencanovongodgpodadoer^tersttiu

i  2
j
\

Kan^uao ada.tetaplk«b|akaA

tbtemalB dWaUu komantn

ketembaeaan behm ada

:

Cbayapenpurv^pon/6ft»teneanaidtab cfidAkkdpad*
»Dnxdia<8i<*A6#i wobubeisnmemfiy hdSiAznyonfl

>e*s<l»tdtiJam/engtopendek Ao»yangdedrito"

aeteroipeningkoton kettfampPondalom mtnongari
anrrkinn<ivirar hdbenua hnnrmn tfria

i  1
1

1
i

Xam^uan kad dengan bcterapa
tndakan maju dalan Tdneana-^eneaAa

aUukebiakan

Pendiflranpengwonpondsftpbdwano fdrbcffasBepadb
pemberiafipengetohuondanpefrjUBuntPtttaane^ti

tfifukfrgmpenSopkan kftnunfttfsekokApoddbtberapa
ber^of^imgitdngleiio^padasuatumlevab



PRtORlTASIV AOANYA UFAYMJPAYA PtNSUftANGAM FAKTOR-fAKTOR FUSTKO DASAR B&NCANA

(NOIKATOR t PENCU AANGAN AISIKO 6SNCANA MUtUPAXAN TUJUAN INTCGRAl DARIKCBUAKAH-KCBUAKAN
DAN RCNCANA-RENCANA YANG BCAHUBUNGAN DENGAN UNGXUNGAN H30UP. HRMASUK

UNTVKFEN6EL01AAN SUMBER DAYAALAM. TATA GUNA TANAH DAN P£NYESUAIAN

TERHADAPinJM

1  TINGKAT DESKHPSl TINGKAT i VERIFIKASI TINGKAT OBJEKVEmnXASi

)  5

1

1
1

1

L

CapaiankomprehemtftaUhdlpafdeh |
dergan kfimlimen dan kapaUtaiy^ng |
te^ga dl semua tlngkjt

•

hkluasnyaproktU^pICkboik yong d/'phonpikpn akh

kvnun/tas se<ara beiketanjuton mengikuti strategi
pengurongoA rlstko bencana yong ddondosikebllokom
ktbflakon pengelolpan iMghingpn htdap, tnrmosok
pangeioiaonaumberdpyp alam dan ipto gvnp tonoh
sertopefubchan Jkffm a^fasildolom oktMos petedamon
faUoe-foktOf rlsika yong mendespr

Pfrida Pcngelpiaan
Lingkungan KIdup,
PerdaTata Guna

Lahandan Itebtyakan

lain terkait

pemairfaacin

yumberdaya alam

1  «
1

1

1
1

Capalanyang oAup berard dipcaelc^

teupi diakuJ ada keceibataun dalam
komltmen. sumberdaya flnanslaJ
ataupun tapaiKaaoperailona)

Aebr)oifa3n-lsbl/flJreA pengdolppn lingkungon hidup,
temosukpengeMoanuanber doyoolOmdan tatagano

lohan CfloA mtmuotsemao tmsa-msurpengtjrengan

fWko btneono untukmengureng'fektof-jaktof risJko

dcsofterto pervbahon ItSim

.

1

1

t- - -

1

Komttmen kalembagaan tarcapai,
teopi eapakan-capalan seia I n belurn

besiifat kompfcheuifjuga belum

Tenusunnyo keVlokon pengWPkMn finghingpn beJk
pengetaioonsmtb&tdayo dam meupun tota gano hben *
yong mempe/habkon unsxjt-onsurptngurongan flsJko

cukup beartf bentano we!ou doiom pttoho/iocM^ moiih bth/m
mtftadi pflofiloi

Kemiliun teupi kebiJ^kaA
sistemath dWatu kornltmen

kdemhaiaM belum ada

^ K«maju^ tecU dcn^an tebcapa
llAdakaA ma]u datom rencana-rencana
ataukabijakan

XtbJiokon-ktbfJoian Uftoitpen^eloloaA Ongkurtgan, i
fiemo/^aaton sumberdofo otom $trto tcto gmo lahon \
ttfobododaA/nuloimeinperlwikvtaipekpeftgmangon

\ iiiik»btncano, fiomun befum t^riii»grosStetora |
i^̂ OpOflteixrfdflft SOlifiO a//nptffto tSndift i

Bebieopa ktbi/oleofi dosor tertMptftgefchon t
I  fingkungon, ptmof/ootm svtnberdayo oiam s^rta I
I  tatoguna/ahoAmcsjAbelummemadojddobWjn)
\ memperhatkonPifitkptfiffurofgon rtiiky btficofio,
I nomun tttoh ado bebtropai/dsicOf sxkSOfOtuatuk
\ mtngciomodoiipenguroagofttisiko beneoMpoda

PRIORJTASEV ADANYA UPAYA-UPAYAPCNGURANGAN FAVTOR-fACTOR RlSlKO DA&ARBENCANA

INOIXATORU

TINGKAT

RENCANA-RENCANA DAN UBUAXAN-KEBUAXAN PEMBANGDNAN SOSlUnKGAH

DIlAKSANAXAN UNTDK MENGURAN6I nPENTANAN PENDUDUK YANG PAUNG BERISIKO

TIRKENA DAMPAX BANAYA

DESKRIPSl TINGKAT

Capalan kpirprahanstf talah dipafoleh
dcnfan komHrnen dan kjpa&^ta« yang

tefjaga discmua dngUc

VERtFIKASI TINGKAT I OBJEXVERIFIK^
Ttftcfigm/iyoAudoyoko/mm/PA pongberoeiefUcaipada
p&figurangof* ris/ko btwo dclom u!afuH osptk
IrtBhonen pongofi, ktuhotot* umum, peftkopofniaa
ttolam Mponguropgan terbentvbtyo kelompok'

ktio/npckmhUn dan enufOfiJInf/osinktwdan asset
pendudukseco/a tefstruktufdan tttenanp otos
pa/dsiposi seOop to/nponm tsvnun'ttf

Capalanyang cukup bararti diparnla^
(aopi dlahrt ada kacefbataaan datam

I koniitmen. aumberdava Tmanslal
ataupun kapaaita^ opera&icAa)

I Komitmtt kdarnbagaan cercapai,
I  cetapi capalaihcapalan tdaln bdum
\ baslfjtkomprehenatfJugabahjrn
( oikup terart)

Kcmajuan ada, tetapl kebf)akjn

alttamatb dan/atau komionen

keleflibagaan belum ada

Tefteienggorortfo pfaAohfynsfnfdart beibogoi
perr^gku htpantingon bentosarkan ptrandan
langgungjewob ycng CdlpA dRenn;Jnv» doSom ktb'jckon-
kebijokonptmbongafion iosiatyongdisasun atosdata
don infofmosSyongselatu diperborulbetkanon
ketahcnoo^oflnganpangaiif tesehoton umam,

perekonomian de!omholpengutongofttefbentulatra
Itf tampoHCe/ompoAmhidn den esueansJl/irostrvktjr
don assetpendadvkpodof^m^kesehrukan wlhyoh

ireb>>k3n

pefTbangunan to&lal.
akat pen(ngkatan
ketabanan Jarkngan

pangan.

pcrekonomlan

bencana, aturansk

ber<ana, divef&tflka&l

matapencarlaA(rnata

penearlan a)t&natif)

TenefenggoronyoeJcsMJalsesialdatibetbag^
pemongkakepen\ingon htrdosarkenperon dan
t>np0uAg>ow0fryong tatoA dSttntuAsn dolam ktbHakon-

keAf/okonpembonguno/i tosiol yong dUimm efos data
dan ipjormosiyong stieh d^petbomi ba/iol»/i
Aatphenpniaringon pangan,pettkanom\on don asatonsi

Ustlen^goiakonnyo pAs/sasiatdalom ke^ompok'
kehmpfAkomunitat, be'um terMtfgrosInpmirn
telah mtngereh kepeda upoyo pengurpngon fisike

benaona Idmsasnyopenhgkotan ketohonon pangon den
nota ptncatSon oiternoVfpoda doetoh btfhika dnggi

Kemajuan kKkl dangan baberapa
ckndakan ma]u dalam rencana<encana

atau tebilahan

Beberapapis'sashl yong diletoanakon aieh ktlampok'
ktiampak komun/rps behm urinteg(osi. watoa Odok
d'tuivken pode pengutongan fisika beneano, tetapi

seeara Vdokhngsung teleh mengotah pado
pengurangan rfsiko btntafio

—\

j



pno VTASIV ; ADANVA UPAVA-UPAYA PENGURANQAN FAXTOA-PAiaOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOIt 111 : RUCANA-RENCANADAN KEBIJAKAN-KCSUAXANSmORAlDISIDANGUONOMIOAN

PRODUKSITEIAH DILAUANAKAN UNTUX MENGURANGIKERENTANAN KEGIATAN-XEGIATAN

nONOM

TINGKAT DESKRIPSl TINGKAT 1 VERinXA^ TINGKAT OBiEKVCRIRKASI

5 OpdlankoTTiprehenslfteUh^peroleh '
dengjn liomlun«n dan Upa&ltas v^ng |
terjaga dl urnua tingfcat |

1

TeibonounnvoliUm kondtaifbagipeMfiQkow don
periift^i/ngan kogtoton ekonomidonuktofprodtihi
yong mtrtakvp komitrotuifivb/ikdor>svoita yong

(fltoivkon mM ptningkoton kttofionan komuAftPS
doiom bkkng parctaviamkn

j

4 Capaianyanfcukup baranl diperolah,
catapj diabi ada keterbataun daUm ^
tomitmafSfaimbefdavannanUal 1
ataupun kapa&fta&operaslorka] |

Ttieleitggorooye oJs^ob/ycng ttftdv don tefofoh

bofdoiofkon rerKono yong matong untttkmenlngkotkan
kapctftos k^unitoi ibidang afeanomfdonptodviai
mtncckup umuoitktot ktm/t/oonpvbiikdoniwosto
yong ditutukon untukptngufongon risikobeneeno

3 XofTAmea kakmbagaan cefcapa^

tetapt capaiacHcapalan salaUi bdum
bentfat kornprehmtfJuga bdum
evlojp barartl

Monyo pofDndungon urhodop kf^oton-kfgloton j
ekonOfnllorta ttkto/siktof prodvio^yong moncokvp |
semuouktofkemitroonpubBcdonswoitountifk |
fTitmbofitu tnengumngl dompokkosttumhon doil

2

i
1
i
1

Kantajuan ada. tatapl kabi^akan
sluamath dan/aiau komltman

fcatembagaanbalumada |

i

I

6tium odooyo periZndunpon kbima terhodoptektoe \
produkslyang mtncekvp ktmitfoon pisblik dan swosto \

untukpengvrongon liiAo boficana, tetopi baberapa |
raktorpeoduksl mulolmengembangkan upoyosipaya
untukptngurangoit rWteobeneono ktpado kr^ompok*
kelompokkocil mosyotokot

Kama^uan kaaQ dargan babafapa
ttndakan maju daUm rancana^ancana
atau labijakan

Mom odonyoperlindmgonIdii/sus tffhodop iokw

peodida/yong mencokupkemitioonpub/ikdon twosu
untukpengufonganrts^kobe^<ona,upey9•^ipovo

terbelospodo Intervenstptmenohcn kfbutuhan doior
pengvngsSsoot tsnggepdarvrat

PRIORITASIV : AOANYA UMYA-UPAYAPCNGURANCUN PAJaOR^AJCTOR RtStKO OASAR &CNCANA

INDIKATORIV : PER£NCAHAAN DAN PCNGEIOIAAN PCMUKlMAN MANUSU MSMUAT UNSt^-UNSUR

PeNOURANGAN RlSKO SCNCANATERMASUX PEMBERIAKUAN 5YARAT DAN KZlN MENDIRIKAN

DANGUNAN

1  TINGKAT D&SKRIPSI TINGKAT VERIFIKASI TINGKAT OGJDCVEAIFIKASI

1  5 Capaiaa kdmprehan&iftebb diparoleh

dangan kom^lman dan kipMitai yang

tsf^aga dl tamua bngkat

Tertokiononyopemtcngi/non kawoionsotunA Mkyob
hordyongstsuoidtngonieftonetotOQunohhcn don

pertuosannvo yong mompcfmengorongtsisiko beocono
bogiuUffvb komperten komunitas

PerdalMgdan

Pef^gakanHukum

4

1

t

Capalan yangcukup barard dipaf diah,
tetapi dkkul ada katarbataaan dalam

kArrilDnan,amnbardava nnanslal
1  aoupuf) kapaaJtas cpara&tonal

PfmuUmonpondodokteioh difoneongdtngan tepot don

l9tataasuojdangen itrotapftentona tota guno hhan
yong d^tunjong dongonpdnertibon,pongowoson den

pengcntrohn pembertehjon syerotdon Utn mtodirfken
bongunon yong ketotdonkonilitrn Mngga mompo
momini/ndken rtsiko btneano yangmungtin timbid

■

1  5

1

1 Xomionan kelambagaan tercapaf.
j tetapicapalan-capalan aalalnbelum
i baraifatkomprehansifluiabdum
1 cukup bafard
1

1

1

1

' ̂rancDAPdn don pengehloonpomakimon monusio
,  ttioP ditonceng dengon tepotdon krtotyong momoot
! iomooUntegiunsue-oniurftrKonatotagvnotonob
•  tertnouikpenerdpon, pengaoioton don penganfrpkn
j pemberfekuan syorotdon tiUtmondi/Ikon bongunon
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Pengantar

pettanyaan yang ada dalam kueaoner ini diadj^taakan dan 22 Indikatoc Pencapaian
Ketangka Aka Hyogo (sdanjutnya disebut KAI^. KAH meiupakan kesepakatan ld>ih
H^ri 160 fipgafa untuk meng^msutamakan pengpiangan rî o bencana dalam
pembangunan. Indonesia sd^a^ salah satu n^aia ya:^ menyepakati KAH, metaofik^

KAH ini dalam Sistem Penanggulang^ Bencana NasionaL Bd)e(apa wujud tatifikasi KAH ini
adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana
Nasional Penan^jilan^n Bencana, Rencana Aka Nasional Penguiangan Ri^o Bencana dan
lainnya. Setiap tahunnya, IndoncM mehpoikan pencapaian KAH ke salah satu sekretanat PBB
yang bemama UN-ISDR (United Nations International Static for Disaster Reduction).

Kuesioner ini disusun berdasaikan 22 bdikatoc pencapaian KAH. Indicator yang dipet^pkan oleh
' PBB ma^ tedalu liia<t dan memang dipetuntukkan untuk menilai pencapaian suatu n^ia. Oleh
'  karena itu, Komunitas Siaga Tsunami (sdanjutnya disd>ut KOGAMQ melakukan bdjeopa

penyesuaian untuk meng^tung pencapaian KAH pada tin^at kabupaten/tota maupun pada skala
provina.

Simbol Pembantu Pengisian

Salah satu lang^cah adaptasi dalam menteoemahlan KAH dan skala nasional/n^pta tnenjadi skala
daetah dengan memberikan petunjuk d^ herbage penyededianaan lainnya. Untuk itu Pen^si
dihar^kan dapat menpeihatikan ambol-simbol Pembantu Penman.

Simbol digunakan dalam kueaoner ini untuk memudahkan pengia
kuesioner. Selain itu simbol ini juga digunakan untuk memudahkan proses
analisis hingga mendapadcan Tin^rat Ketahanan Daerah untuk penguran^n
risiko bencana.

SIMBOL

Pei^^aaCai

^ Peituiyaaa Pemandu

S Feflanyaan Kimd



Pengantar

Untuk memudahkan Pengisi Kuesioner memahami pertanyaan yang
diajukan dalam kuesioner ini, diberikan beberapa pengantar tetkait
komponen yang perhi dijelaskan oleh PengisL

Pertanyaan Pemandu

Sinabol ml menandakan bahwa ba^an yang ditandai adalah untuk
diisi oleh Pengisi Kuesioner. Ba^an ini merupakan pertanyaan
pemandu d^n juga dapat digunakan sebag^ objek klarifikasi untuk

pertanyaan kunci yang dibenkan sebelum atau sesudahnya.

Pertanyaan Kunci

Simbol ini digimakan untuk menandai bagian yang perKi diisi oleh
Pengisi Kuesioner dan menjadi dasar penghitungan Tingkat
Ketahanan Daerah.
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SVietode Penilaian

Tingk^^t ketahauan daerah untuk meredam risiko bencana yang dihasilkan
mempakan suatu pendekatan untuk memetakan kondist daerah tentang
berbagai komponen yang dibutuhkan untuk upaya pengutangan risiko

bencana. Sebagai sebuah pendekatan, metode ini dihatapkan mampu untuk
mempedihatkan komponen apa saja yang perhi ditin^catkan pada suatu daerah agar
lebih tangguh meredam risiko bencana. Dengan adanya pemetaan ini dihaiapkan
daerah dapat memfokuskan kebijakan penanggulangan bencananya ke arah yang
tepat

Tingkat kedalaman dan lebar pemetaan amat bergantung pada kemampuan
fesilitator untuk men^mbangkan pertanyaan panduan j^g ada pada kuesioner.
Kondisi ini men^kibatkan perb suatu standar minimal tertentu bagi bsilitator yang
akan memandu diskusi ini.

Sekilas tentang Prioritas dan Indikator HFA

HFA yang disq)akati oleh lebih dari 160 di dunia terdiri dari 5 Prioritas program
pengurang^n risiko bencana. Fencapaian prioritas-prioritas penguiangan risiko bencana ini diukur
dengan 22 indikator pencapaian.

Prioritas ptcgtam pengurang^n risiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah;

1. Memastikan bahwa penguran^n risiko bencana menjadi sdiuah prioritas naaonal dan lokal
dengan kelembagaan yang kuat untuk peiaksanaannya, deng^ indikator penc^aian:

a. Kerangka hukum dan kdjijakan nasional/lokal untuk pengutangan risiko bencana telah
ada dengan tanggungawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan



b. Tetsedianya sumberd^ yang dialokasikan khusus untuk k^iatan pengurang^n li^o
bencana di semua dngkat pemerintahan

c. Tetjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pemb^ian kewenangan
dan sumber daya pada tin^iat lokal

d. Berfiingsinya forum/jaring^ daerah khusus untuk pengurang^n nsiko bencana

2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah betdasarkan data bahaya dan ketentanan untuk
meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikatoc;

a. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarlan data bahaya dan ketentanan
untuk meliputi risiko untuk sektor-sdtror utama daerah

b. Tetsedianya sistem-asttm yang aap untuk memantau, mengarsjp dan mettyebaduaskan
data potensi bencana dan ketentanan-kerentanan utama

c. Tersedianya sistem peringptan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan
jang^uan yang hias ke sehjiuh lapisan ma^ratakat

d. Kajian Risiko Daeiah Mempertimbangikan Risiko-Risiko lintas Batas Guna
Menggjlang Ketjasama Antar Daetah Untuk Pengutangan Risiko

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan
dan budaya aman dari bencana di semua tingka^ deng^ indikator:

a. Tersedianya infotmasi yang relevan men^nai bencana dan dapat diakses di semua
tingkat oleh sehituh peman^oi kepentin^n (melalui jqating, pen^mbang^n sistem
untuk berbagi infotmasi, dst)

b. Kutikulum sekolah, materi pendidikan dan pdaiihan yang relevan mencakup konsep-
kons^ dan praktik-praktik mengenai pengutangan risiko bencana dan pemulihan

c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfiiat-biaya
(cost benefit analysist) yang selalu dikemban^t^ berdasaikan kuabtas hasil tiset

d. Diterapkannya strategy untuk membangun kesadatan seluruh komunitas dalam
melak^akan piaktik budaya tahan bencana yang manpu menjan^cau masyarakat
secara luas baik di pedcotaan maupun pedesaan.

4. Mengutangi faktor-faktor risiko dasar, den^ indikator:



a. Ppngiirangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dan kd)ijakan-kd)ijakan dan
rencana-rencana yang berhubun^n dengan lingkung^ hidup, teunasuk untuk
pengdolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi tediadap pembahan iklim

b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan penibangunan sosial dihksanakan untuk
mengoiangi kerentanan penduduk yang paling berisiko tedcena dan^ak bahaya

c. Rencana-rencana dan kd)ijakan-kd)ijakan sdctotal di bidang ekonomi dan produksi
tehh dilaksanakan untuk mengutangi kerentanan k^^tan-k^^tan dconomi

d. Petencanaan dan pengeblaan pemukiman manu^ memuatunsur-unsur penguran^n
risiko bencana tennasuk pcnrberlakuan syaiat dan i^ mendirikan bangunan untuk
kesdamatan dan kesehatan umuna (enforcement ofbuilding codes)

T angkabJafigkiah pengutangpn risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses
rehabilitasi dan pemulihan pascabencana

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-danpak risiko bencana atau
proyek-ptoyek pembangunan besar, tecutama infrastruktur.

e.

5. Menrpeikuat kesiapsiagaan tediadap bencana demi respon yang efektif di semua ringjcat^
deng^indikatoc:

a. Tersedianya kebijakan, kaparitas teknis kelembag^an serta mekanisme penang^nan
darurat bencana yang kuat dengan petspektif pengurangan risiko bencana dalam
pelaksanaannya

b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi te^di yang di semua
jenjang pemerintahan, larihan r^uler diadakan untuk menguji dan men^mbangjran
progiam-progiam tan^^ daruratbencana

c. Tersedianya cadang^ Gnansial dan lo^stik serta mekanisme antisipaa j^g aap untuk
mendukungupaya penang^nan darurat yang efdrtif dan pemulihan pasca bencana

d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan rinjauan pasca bencana teihadap
pertukaian infoonaa yang relevan selama masa tangg^ darurat

Berdasatkan pengukuian indikator pencjpaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi tin^t
ketahanan tersebut kedalam 5 ting)catan, yaitu:

■  Level 1 Daerah tdah memiliki pencapaian-pencapaian kedl dalam upaya pengurangan risiko
bencana dengan melaksanakan bebetapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan,
^ilai Total daerah 0-19,99).



■ Level 2 Daerah telah melaksanakan bd3erapa dndakan pengiitangpn rî o bencana dengan
pencapaian-pencapaian yang ma^ betsifet spotadis yang dsesbabkan belum adanya komitmen
kdembagaan dan/atau kebijakan sistematis. ̂ llai Total Daetah 20-39^9)

■  Level 3 Komitmen pemedntah dan bd)erapakomunitastekaitpengurang?nrisiko bencana di
suatu daeiah telah teic^jai dan didukung den^n kdiijal^ sistematis, namun capaian yang
diperoleh Hpngan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyekimh hin^ masih
belum cukup berarti untuk mengurang^ dampak n^tif dan bencana. (Nilai Total Daerah 40-
59,99).

■  Level 4 Den^ dukungan komitmen serta kebijakan yang menyebruh dalam pengutangan
nsiko bencana disuatu daerah tdah menyetoleh capaian-capaian yang beihasil, namun diakui
ada masih keteibatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional
dalam pelaksanaan upaya pcngurangan dsiko bencana di daerah tersdjuL (Nilai Total Daerah
60-79,99)

■  Level 5 Capaian komprehenaf telah dicapai den^ui komitmen dan kapasitas yang memadai
disemua tin^catkomunitasdan jenjangpemerintahan. (Nilai Total Daerah 80-100).

Struktur Kuesioner

Kuesionet ttrdiri dari 88 pertanyaan yang dibagj menjadi 22 b^jan betdasarkan Indiatot
pencapaian HEA. Setiap indikatoc HFA membutuhkan 4 pertanyaan untuk menentukan tin^t
pencapaiannya. Struktuc pertanyaan setiap indikatot teisebut adalah:

• Pertanyaan pertama; mengdendfikasi ^akah telah dig^lang inisiatif-iniaatif untuk
menghasDkan capaian minimal pada indikatot tetsd)uL

• Pertanyaan keduaj mengidendfikasi apakan telah dihasilkan capaian minimal yang dituju
oleh indikatot tetsebuL

• Pertanyaan ketiga; mengidendfikasi apakah c^aian tetsd)ut telah memiliki kualitas
dan/atau manfiiat nainimal seperti yang dihaopkan oleh indikatot tetsebut

• Pertanyaan keenpat; mengdendfikasi apakah telah terjadi petubahan sistemik secara
piinsipil betdasaikan output minimal pada indikatot tetsebut

Struktur Penllaian Kuesioner

Penilaian kuesionet dilaksanakan deng^ mengikud struktut kuesionet. Kuesionet ini disusun untuk
mendapatkan sdauah tingkat ketahanan daetah. Tin^cat Ketahanan Daerah dalam meredam tisiko
bencana ini dipetoleh dengan menggabungkan Ind^ Prioritas Ketahanan Daeiah. Setiap Indek
Priotiias Ketahanan Daeiah dipetoleh dari Indeks Indikatot Ketahanan Daerah. Struktur penilaian
kuesioner ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikuL



AHANAN

Gambarl.Stnjlilia- Penilaian KuesSonerTngkat Ketahanan Daerah

Indeks indikatot sedap pdoritas ditentukan berdasadcan jawaban dari 88 pertanyaan pemandu.
Untuk memastikan tin^t ketahanan setiap indikatoi^ dibutxihkan maksimum 4 pertanyaan.
Berdasaikan stniktur pertanyaan, maka struktutpenilaian dan setiap indikatot adabh sepeiti tabel 2
betikuL

NO.
STRUKTUR

PERTANYAAN
FUNGSI PERTANYAAN STRUKTUR PENiLAlAN

1. Pertanyaan Pertama Identifikasi inisiatif-inisiatif untuk

mencapai hasil minimal setiap
indikator

Bila jawabannya adalah YA' maka
daerah tersebut minimal telah

berada pada LEVEL 2

2.

1

Pertanyaan Kedua identifikasi capaian minimal telah
diperoleh atau belum

Bila jawabannya adalah YA' maka
daerah tersebut minimal telah

berada pada LEVEL3

3. Pertanyaan Ketiga identifikasi fungsi minimum dari

capaian tersebut telah dicapai
atau belum

Bila jawabannya adalah YA' maka
daerah tersebut minimal telah

berada pada LEVEL4

4. Pertanyaan Keempat Identifikasi perubahan sistemik
dari fungsi yang telah terbangun

berdasarkan capaian yang ada

Bila jawabannya adalah YA' maka
daerah tersebut telah berada

padaLEVELS

Jawaban "YA" atau "I'll)AK" dalam pengaan form ini ditandai den^n an^ra. Bila jawaban
"YA", &silitator memasulian angka "1" pada sheet Form Jawaban dalam Dokumen Pendukung 3.
Software Penghitung Tingkat Ketahanan Daerah Berdasarkan HFA. Sedangkan bila jawaban
"TIDAK", &siHtator memasukkan an^ "0" pada dokumen tersebuL



Contoh penentuan nilai tersebut dapat dDihat pada contoh berikuL

CONTOK KASUS

Pada Prioritas 1 tentang MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
MENJADI SEBUAH PRIORTTAS NASIONAL DAN LOKAL DEN6AN DASAR
KELEMBAGAAN YANG KUATUNTUK PEIAKSANAANNYA;

pada hdikator 1 tentaig (terangka hukutn dan kebijakan nasional/lokal
untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab
eksplisitditetapkan untuk semuajenjang pemerintahan;

terdapal 4 pertanyaan intuk menenlukan level ketahanan "ndikalor teisebut, yaitu

Pertanyaan Kunci
Res

YA

pan

TIDAK

1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan
yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana
secara terstruktur dan terencana di daerah Anda?

ieaA'jmuciAmunAHKiPiiiTAmAAHNO^BiiA'rA'LAHH/TKAHKgnirrAHrAANSUAnnnnr»i

1 0

2. Apakah telah ada aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan
daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko
bencana atau penanggulangan bencana?

(SIIA UOAflAHIUTKAmctPUITANrAMHOJi BOA yA'UMJUTKANiaPmANYAANStlANlVIKrA)

X 0

3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam
institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara
terencana?

(BOA TIOAJC tAWUIKAHaPCaTAKrAAHMJi yA'UMJunANaPlATAUrAAHSUAWUTmA)

1 0

4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam
aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, 1MB,
SOTKdII)?

liANiunMKtpatAmAJiMno.st

1 0

Setiap angka respon "YA" atau "TTDAK" kemudan dimasukkan kedalam Form
3awaban yang berada pada Dokumcn Pendukung 3. Software Penghitung Tngkat
Ketahanan Daerah Berdasaikan HFA sepeiti yang teriihat pada gambar 2 beiikut.



PRIORITAS/

INDIKATOR
DESKRIPSI INDIKATOR

Na

riiT.

»SPON(VA:l;

TIDAKMl]

1. 1

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/Iokai untuk pengurane^A
risiko bencana lelah ada dengan tanggungjawab eksplisit diietapkan
untukseniuajenjangpamarintahan

1

1

3

«

MASUXAN

SETUP NILAI

RESPOND!

KOLOMINI!

Setelah 22 indBcator telah dlieri naai, maka Indeks Ketahanan Daerah (baik
Kabupaten/Kota ataupun provinsO otomaCs dapat diBhat pada sheet "LEVEL
KCfTA-KAB",



Fasilitator dan Peserta

Pemetaan ketahanan daeiah untuk meredam d^o bencana amat beig3ntung dan ketelitian
EisQitatof untuk memandu diskusi pata petuangjoj kd^ijakan penanggulangan bencana di
daeiah. Selain fesilitatoc yang memiliki keman^uan yang memadai, kuaLtas diskusi jugp
amat beigantung pada kebetag^man institusi penyelen^^ra penangulang^n bencana yang

menjadi peserta diskua. Oleh kaienanya dibutuhlon syarat minimum kemair^uan feaUtatot dan
minimum keterwakilan institusi penyelenggaia penanggulangna bencana daerah.

Standar Minimal Fasilitator

A- Standar minimal pengetahuan fesilitator

1. Mengetahui secara umum Hycgo Fcamewoik for Actions (Keran^ Aksi Hyogp)
2. Mengetahui secara umum konsep manajemen penanggulangin bencana.
3. Memahami gads hubungan antara manajemen penanggulangan bencana dengan konsep

pengirangan risiko bencana.

B. Standar minimal ketetarr^jilan fesiLtator

1. Mampu mengembangjcan iniaatif dan partisipasi peserta diskusi, minimal ttlah memiliki
pen^amanmemfesilitasilebihdad lOjamsebag^ifasilitatorutama.

2. Mampu berakap berimbang dan merrperhatikan selutuh pendapatyangada.
3. Telah memahami panduan &siliiator ini.
4. Mampu menjalankan aplikaa program kompuKf dalam format excel.

10



Keterwakilan Insitusi Peserta Diskusi

Diskusi tetfokus untuk memetakan ketahanan daetah untuk metedam li^o bencana minimal
dihadiri oleh instansi:

1. Badan Penanggalang^ Bencana Daeiah
2. Badan Petencanaan Pembangonan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak lingjcung^
4. Dinas Sosial

5. Dinas ECesehatan

6. Dinas Kopeiasi dan Usaha Kecil Menen^
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Petusahaan Swasta

9. TokohNfesyaiakatdan/atauTokohAdatdan/atauTokohAg^ma
10. LSM

11



KAJIAN KETAllANAN DAERAH

KOMUNITAS SIAGA TSUNAMI

EMdukungoleh UNESCO,
TPS-PB KOTA PADANG, UNDP, DLL



PRIORITAS 1

MEMASTJKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADl SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR1:

Kerangka hukutn dan kcbijakan nasionallekal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan
tanggungjawab ekspllsit dKetapkan untuk semua JenJang pemerintahan

Kapasitas daeiah dakm pengurangan lisiko bencana amat beigantung pada komitmen pemenntah daerah.
Salah satu bukti komitmen daerah dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan tersedianya peiaturan
daerah atau peratucan kepala daerah tentang penan^plangan bencana yang dlteqemahkan dalam
perencanaan T^yah dan diadaptasikan pada aturan lain teikaiL

Peraturan Daerah yang membahas KHUSUS tentang Penanggulangan Bencana di daerah Anda adalah;

1.

2.

Pertonyaon Kund
Respon

YA TIDAK

1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan
yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana
secara terstruktur dan terencana di daerah Anda?

(BllAT70JieiAHIUJ*AHapaTAmAAHH0ABIlAyA'tANnJnA/iaPUTAMAAIlSa*mu1MrA)

1 0

2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan
daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko
bencana atau penanggulangan bencana?

lanATtOAieiAUIUnAHKtPCflTAHrAAHNOS.BIUkyA'lAMUTKAHKtmjAHrAANSeiAWUTmA}

1 G

3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam
institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara
terencana?

(BIlA'VOAiriAHnjTMANaPeRTAmAASNOABIlAWlANJUTIIANaftKTAmAANStlANIUntrA)

u

4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam
aturan daerah iainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, 1MB,
SOTKdII)?

MWtmCAnKi PCSTANYAM NO. 5P

-

•



.PENILAIAN KETAHAHAN DAERAH-

PRIORITAS1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURAN6AN RJSIKO BENCANA MENJAD1SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 2:

Tersedfanya sumberdaya yang dialokasitan Miusus untuk kcglatan pengurangan risico bencana dl
semua tingkat p^nerintahan

Salah satu beotuk pcRnijudan komitmen pememitah dan insiitiisi tcdcait penanggulangan bencana
adalah dengan menyediakan bciba^ sumberdaya baik ang^ian maupun sumberdaya manu^ serta fasilitas
pendukung lainnya.

1. Berapakah jumlah peisonil yang cikait langsung dalam penan^ulangan bencana di Insiitusi
And^

2. Berapakah Anggann khusus untuk pengurangan nsiko bencana di insQtusi Anda?

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

5. ApakahdiinstitusiAnda(pemerintah
daerah/organisaslAelompok) sudah ada lembaga yang khusus
untuk melaksanakan aktivitas pengurangan risiko bencana?

(BnAHaucuwunMUfUTAmMSNO^.tnAfA'iAitiunANnpaTAMrAAnstiAniurMA)

1 0

6. Apakah institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap
tahunnya dalam APBD untuk pelaksanaan aktivitas
pengurangan risiko bencana?

[BIIA TIOWWN/UnCAIW Xt ItKTAmAAH HAS, BIIA fA' IAMUTKAHanSliHrAAH StlAWUJNfA)

j. D

7. Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait
dengan PRB pada institusi Anda (dana,sarana, prasarana,
personil) telah terpenuhi baik datam ha! kualitas maupun
kuantitasnya?

(BIIA 'naAX'tAHIUnAHKt(tATAmAAMHA9,BllAyA'IANltmAMnpajAftrAAMSllAWVlMAI

i ij

8. Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Anda dan
kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh
masyarakat atau komunitas lain diluar insititusi Anda?

ItAHlUTKAHiaPtRTAmAAHNAS)

■



-PENILAIAH KETAHANAH OAERAH-

PRIORITAS 1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJAD1SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKAT0R3:

Teijallnnya partisipasi dan desentialisasi komunitas melalui pentbaglan kew«»angan dan sumber
daya pada tingkat lokal

^^3 Upjya pecguiangan dsiko bencana membutuhkan peon sera almf dan seluruh l^isan komunias. Untuk
menjamin kdiedanjuan komitmen sdutuh lapisan komunias, peran-peran ttcdsut peilu diamt dalam
peatuan daeah secaa tertulis khususnya mengenai mekanisme dan anggung jawab masing-masmg peran.

«|
i-JSSKH

Respon
Pertanyaan Kunci

YA TiDAK

9. Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan
komunitas lokal dalam aktivitas PRB?

lanA TtDWlAHianiAMa ftHTAttrAAHHOAX SlU yA'lAmUIKM JS ffgTA/frAANSllMJUTWAJ

1 0

10. Apakah dalam peraturan daerah tentang penanggulangan
bencana dl daerah Anda telah dengan jelas mengatur

mekanisme pembagian kewenangan dan sumberdaya
berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah
daerah dan komunitas lokal secara rclevan dan sistematis?

/BOATailflAWI/rtMJSfaiTAMrAAM/JtUJieiLAyA'lAnn/nCAMUfteTAMrAAMSlUWUmrAI

1 0

11. Apakah dalam pembagian peran dan tanggung Jawab, seluruh
sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan
perannya secara aktif?

(BIIA TaAftAWt/TAAMUfarAMrAAtlUOJ^BIlA yA'UWOTtCAM Kt ftmAirAAMStLAn/UmrA/

- 0

12. Apakah aktivitas PRB telah dlpublikasikan secara transparan oleh
media-media lokal -sebagai partisipasi komunitas media?

(lANIUIKANKt PtATAfirAAHNO.13]

1 0



.PENILAIAN KETAHAMAN DAERAH-

PRIORITAS 1

MEMASHKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADl SEBU^
LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 4:

Berfungsinya foiumjaringan dacrah khusus untuk pengurangan risiko bencana

Unmk mempercepat pemoijudan kebijakan daeiah yang disusun berdasaikan
penanggjilangjm bencana membutuhkan fomm yang tetdid dad herbage pei^gku
^adSbedfagai insimtsi peman^ kepentingan yang telah mendapat deiegas. togas pengurangan osiko
bencana oleh daecah dalam peatuian daerah.

'M

Pertanyaan Kunci
Rest

YA

7on

TIDAK

13. Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusl-diskusi informal
antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMl, Akademlsi, Media,
Ulama dan sebagainya)untuk pengurangan risiko bencana
daerah

IBIIA •ntMrMWWMW tf WIMWA4N/V0.17.S1W yA-lANllJTK»HaPUrANrMHSUArUUmTA}

1 0

14. Apakah telah ada suatu forum yang berfungsi untuk
mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang
terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah,
LSM, PMl, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya?

<B1U TMriANIUTKANaPUTAMrAAHNO. t/.BBA yA'tAWUTMANaPUITAHYAAHSUAWUTmA)

1 0

15. Apakah forum tersebutberanggotakan aktor-aktoryang
memillki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendala-
kendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk
melaksanakan pengurangan risiko bencana?
lBnA-noAriANnmANaPtiiTAnrAAUNO.aeAAyA'tAnnmAriapiiiTA/iYAAnsiiAmujWA)

1 0

16. MenurutAnda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian
yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini?
lUMlUTKAN « PtHTAWAAN Nai7)

\ 0



-PEMILAIAM KETAHAHAH OAERAH-

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAl DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PEWNGATAN DlNl UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR1:

Tersedlanya Kajian RisBco Bencana Daerah beidasaikan data bahaya dan kerentanan untuk
menputl risiko untuk sektor-sektor utama daerah

Kebijakan pengaiangan miko bencana manbutuhkan kajian risiko tedia^ bencana^enc^ y^g
e berpitensi I suatu daeiah. Tanpa ̂ian tedebih dahub. bcsar kemim^an keb.jakan

eS.ti£ Kajian risiko bencana ini disusun betdasaikan data yang akuiat bexdasarkan pengPjhuan
sejarah dan peng^uan bkaL Hasil kajian hams dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan
dijadikan acuan Halam pembuatan lencana pembangiinan dan investasi di daerah.

'pmi 1. ApakabAndabeiadapadadaerah rawanbencana?

2. DarimanaAndamengstahuibahwaAndaberada/tidakberadapadadaeahrawanbencana?

iif4jZ»i5*24e

Pertanyaan Kuncf
Res

YA

oon

TIDAK

17. Apakah telah dlhasilkan peta potensi bencana sebagal analisis
awal terhadap risiko bencana?
[Biuk'na»fiAmunAmaitiiTAMAAHH0.2i.eiAyA'iAmajK»uapiJiTMrMnsuANnmrrA)

1 0

18. Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko untuk selumh potensi
bencana dt daerah Anda?

fM/«TMJrMW0T«AW<E«*M«MANNaJtfllWW«AMnn*«ltt»'M»AWA4««lA*UunW^J

•, 0

19. Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu
diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru?
ISOA ■pMfiAKJUTKANKtfiaTANrMuna.HBtA yA-iAmun»HMtnitT»nrAA»saAmuJWA)

0

20. Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasar bagi
pembangunan dan penanaman modal pada tingkat
lokal/nasional?
ntunmaiHttMKTAmAANNO. ai

1 0



■PENILAIAN KETAHANAH OAERAH-

PRIORITAS 2
MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM

PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANG1 RISIKO BENCANA

INDIKATOR 2:

Tcrsedianya sfetcm-sistem yang siap untuk memantau, mengarslp dan m^yebarluaskan data
potensi bcncana dan kerentanan-kerentanan utama

Pelaksanaan Kajian Risiko Bencana membutuhkan data yang akurat Pemeiintah daeiah peki unt»i
55^ membangun sistem yang kuat untuk men^tsipkan dan menyebatkan data-data terkait untuk proses analisis.

Data-data ttrsebutdapatbersumber dan hasilpcmantauan, hasl nset dan seba^lnya.

1. Apaltah Anda mengfStahuiData PODES?

2. Apakah Anda den^n mudah mendapaikan data kejadian bencana3 tahun lalu?

3. Riaonya Ann tn^itii<a/fnfdta apa Anda mendapatkan data kejadian bencana tersebut?

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

21. Apakah telah tersedia data-data pendukung terkait hasil analisis
untuk penyusunan Kajian Risiko Bcncana seperti data penduduk
tcrpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan
lainnya ?

IBItA "nMK-tAWimtAHKEftmfffAAHhO.liBltAyA'lAMUmNaPtltTMYMNStLASHnwA)

1 Q

22. Apakah data-data pendukung terkait hasil analisis untuk
penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data penduduk
terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bcncana dan
lainnya • dipublikasi dengan sistem informasl sehin^a
memungkinkan untuk diakses oleh komunitas dl dalam daerah
maupun komunitas di luar daerah?
UllA TtCMriAHIUniAMttlftTAMrAAHNa 2St BBAyA'LAmUTKANnPUITA/frAAHSllAmuTMrAt

i)

23. Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk
penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ?
ISliA yianClAKtnKAHKtKRTAmAAHNO. 21, BOA yA'lAHIUTKANKtPtfrTAHrAANSCtANIljmrAt

1 c

24. Apakah Informasi data pendukung kajian risiko yang diperbarui
secara periodik tersebut dijadikan referensi bagi daerah tain?

1  IUMJlfTKANKlPlPTArffAANna21l



.PENILAIAN KETAHANAH DAERAH-

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI. MENILAl DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MEN1NGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGJ RlSlKO BENCANA

>NDIKAT0R3:

sfeten. peHngaten dial jaag slap bempaiasl anUik skala basa, daagan Jaagkaaan yaag
luas ke sekinih lapisan masyarakat

5?.^ Salah sam indikatot siaga suam daeiah adakh masyarakat mengetahui kapan harus
M tempat aman. Sistem^dngatan Dini bertujuan untuk membedkan infbmiaa secepat mungjon dan se^tuntuk memulaf atau tidak dibutuhkan evakuasi masyarakat ke tempat aman dan ancaman

bencana tertentu.

1. Apakah Anda men^tahui tanda-tanda akan teqadi bencana di daeiah Anda?

2. Apakah Anda meng^tahui tanda apa yang digunakan oleh pemedntah untuk memedntahkan
masyarakat untuk melakukan evakuasi?

Respon

Pertanyaan Kunci YA TIDAK

25. Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifen lokal dan
fenomena alam sebagai peringatan bencana?

(BOAHMK-UWUTKMttPekJANtAAHNa.»% BOA ■tA-lAtMnANKtPtlllAinAAmtlAtmSTmA)
I 0

26. Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan din) untuk
setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda?
JSJM TtOAB^lAmUtKAMaeeSITAmAANNO. 23i BHA WlANJunANKtPmAWAAHSPtASIUimAi

J. 0

27. Apakah telah diiaksanakan simulasi (tabeltop/umum) untuk
sistem peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder?
IBOA •nwrwWUJMNH PKMNTAHWwa « BM yA-tAHIUmHaPtRTAmAANStlAWUnffA)

j. fj

28. Apakah sistem peringatan dini slap beroperasi untuk skala besar
dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat masyarakat?
(UMIUTICAU Kt PSkTAMAAU NO. 39)

1



.PENILAIAN KETAHAHAN DABRAH-

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENiLAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM
PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGl RISIKO BENCANA

INDIKATOR 4:

Penilaian Risiko Dacrah Mempertimbangkan Risikt^Wslko Untas Bates Guna Menggateng
Keijasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risito

^ Bencana tidak mematuhi wikyah administtasi pemenntahan. Okh kaienanya diutuhkan keqa^a dengan
IS pemenntahan daerah tetangga dalam mengoiangi risiko bencana yang mdingl^i daeiah-daerah petbat^^.

Ketjasama yang dapat dalam bentuk keqasama untuk penyebaran sistem penngatan dim,
keqasama Halam beibagi sistem infotmaa bencana, dan sebagainya.

1. Apakah Anda mengetahui bencana yang beipotensi ttqadi di daerah peibatasan kabupaten tempat
Andatinggal?

2. Apakah daerah Anda telah memiUri dokuraen Kryian Risiko Bencana untuk bencana-bencana
yang teqadi di peibatasan daerah Anda dengan kabupaten lain?

mm

Pertonyoo/i Kund
Resp

YA

on

TIDAK

29. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah
seperti pada pertanyaan No. 18?
(BllA'n0AlftANHnMHKtPBtTAmAANN0.3iBaA'rA'lAHniTKAmiiPeflTAHrAANSaAN)VTmA)

1 0

30. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko bencana yang
telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas?
lnii,TtnMfi»ulimMiapaTAmAAUN0.33,BHAyA'tANIUlWllllPtnAHrAAHXlAf0UJIir^

1 n

31. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah
mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh
setiap pemangku kepentlngan antar daerah?

IBIIA ■TtOAIClAHlUnANUPBtTAinAAHM.33,anAWIANnmMamTAIffAMSltAMmnrAl

1 0

32. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah
mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah
diimpiementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas
batas?

ILAHIUnAm(£P£inAWAAMN0.33)

i.



-PENILAIAN KETAHAMAN DAERAH-

PRIORITAS 3

I ,M . FAHUAN. INOVASl I
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARIBENCANA D1SEMUA TINGKAT

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASl DAN PENDIDIKM U^K^MEMBANGU

INDIKATOR1:

Teisedlanya Infonnasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakscs di
selunih pcmangku kepcntingan (mclalul Jejaring, pengembangan sistem untak barbagl informa ,

dst)

1^1 PenJ.anEunan tetah»»n ■!» taday. ctau. d«.J be.^AmB^ l„fopmfy»g ttlah diolah aadopikbn mpa sehingga togaffl ott ^«apan yang apliatif disaiikan dalam sisBm mfbmnaa. yang etkpf snhmgga sdah. dapat dtakats OKI.
masy^cakat.

1. Apakah Anda mengetahui bencana apa yang mungkin teqadi had bi di daerah Anda amu daetah
tetanggaAnda?

Pertanyaan Kunci
Resp

YA

on

TIDAK

33. Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana
yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir?
(tUA HMt lAWUfMN tt FtnAHtAAHNO. 37, BRA W lASlVTUSafUTAnrAAMStlAmUmtA)

1 Q

34. Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja
yang mungkin terjadi pada hari in! di daerah anda dari sumber
informasi tertulis yang tepercaya ?
fS/M •nMJfMMWWNtt fWMWAANNa 37. BRA WlAHIUTtAHXtPUtANYAAHSaASIUmrA)

1 0

35. Apakah informasi bencana yang diperbaruisetiap hari dari
sumber informasi tersebutterintegrasi dengan sistem informasi
ditingkat nasional ?
,»n»T,nAflANnJTKMI<teHITAmAAHNA37.BnAWlASIUTUHUftllTAmAANSUAHIlITmAt

i
J. J

35. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari
sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam
pengambilan kebijakan penanggulangan bencana daerah ?
(lAmUTKANUftRTAWAANtia37) '

1
J.

r.



.PENILAIAN KETAHAHAN DAERAH-

PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, W0VAS1 DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN
KETAHAfJAN DAN BUDAYA AMAN DARl BENCANA DJ SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 2:

Kurikulum sekolah, mateH pendldikan dan pelalihan yang relevan mencakup kMsep*onsep dan
praktik-praktik mcngenal pengurangan risiko bencana dan pcmulihan

Kebedanmtan Pembangunan ketahanan dan budaya aman disuata daerah secaia menen^ M
beigantung kepada pendidikan dan pengetahuan. Penguiangm Risiko Bencana di lembaga
pendidikan formal sebaiknya tidak hanya diedkan dalam tmgkatan teoo, tapi jugapraktik tedcait

Respon

Pettanyaan Kund YA TIDAK

37. Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani
keadaandarurat bencana disekolah?

iaiL» TiaAieiAniuTKAmapiiiTJwrAAHna4i, atA Wiawutxaww paTANYAAMStumumrA)

1 0

38. Apakah sudah Teriaksana pelajaran tentang pengurangan nsiko
bencana disekolah ?

leuATiaKK-UNIUTKANIltPeilTAffrAMMlAiBllA'rA-lAmnKAHKtPl»rAWAAIIS£lANIUmr»

:l 0

39. Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah
telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur ?

(BOA ■nOAK-lAmi/rAAMISPeilTANrAAUSa 41, BtA yA'lAmnKAmapmANYAAHSClAmUIWAI
0

40. Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan
risiko bencana di sekolah ?

HAHIUTKAHKPeRTAHrAASNO. 41)

J-
0
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• P E NILAIAN KETAHAHAN DAERAH-

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGET™ W In
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARl BENCANA Dl SEMUA

INDIKAT0R3:

Ts-sadipnya matode nsa. aatak kajian nslk. mul« kaaaaaa sa^
^am aaalysist) yang sala.u dlkaadaingkan bardasad,an kaal.tes haad nsat

pemuihan sedah bencan. K^adL Meaxla pea^raa^ a^aeauhi

mmahtan^^

1. Apakah ada haal daet yang dab Anda ttapkaa d^ kiidupan daaibad aaaak a^agurangi
Dsiko bencana yang mun^ teqadi di tempat tmggal Anda?;^l

•lia

$^6b345Ss

Pertanyaan Kunci

41 Apakah Institusi Anda telahmenggunakanhasilrisetyang
berpotensi untuk menurunkan kerugian bila terjadi bencana di
wilayah Anda?

IB,IA ■naAK-lA«>UTXANXift<lTAMM'"^0.4%Bn* WlAWmBAHXBPlXTAflYAAt^SilM^tnNfA)
42. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk

memantau potensi bencana dan menurunkan kerentanan daerah
terhadap risiko mult! bencana?

43. Apakah di daerah Anda telah tersedia metode risetstandaryang
diakui dan digunakan secara kolektif untuk menilai multirisiko
yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk
menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana?
,B,w ■nmK-wNiETOiMMKBMNr-^NNa 4;^ BOA

Respon

■44 Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan
rasio pemakaian dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-
upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset?
llMUlfTKAHKB PERTANYAANH0.4SI

YA TIDAK

11



enilaiah ketahanan daerah-

PRIORITAS 3

TERWUJUDNVA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASl
KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARl BENCANA Dl SEMUA TINGKAT

INDIKATOR4:

Di.a,apk»„VA strategl u„P.k mambangup kasada™ aa.amh kamaaltosda.am.aa^k^n^^
praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secaia luas baik di pewo

maupun pedesaan

Slogan dan mote serta bentuk pubHkasi lainnya pedu digdang secaia
'M StS ^ berdasaian data riset dan panman yang tenudian iteqemahkan kedalam

bentuk bahasa yang mudah dimen^tti oleh masyaiakat.

1. Apakah institusi Anda petnah 'inenycbaikan maffid pcngutangan risiko bencana (seperti leaflet,
bilboard, dll) kepada komunitas lain diluai komunitas Anda?

X Apakah institusi Anda telah menetapkan bd>efapa mated standaiyang minimal hams disampaikan
ke masyarakat teiait pengurang^n dsiko bencana?

WM

Respon

Pertanyaan Kunci YA TIDAK

45. Apakah di daerah Anda telah terdapat berbagai media permanen
(baik media cetak, elektronik, billboard, poster atau event/acara
terorganisiryang tetap ada) untuk mempublikasikan
pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik
pengurangan risiko bencana?

fntr.iTninviri'"""' "-i to/aAyA-iAfuumNUPmAnrAANSOAtuuTWA}

1 (i

46. Apakah institusi Anda telah memiliki standar minimal untuk
materi publikasi dalam menggalang praktik budaya pengurangan
risiko bencana yang teiah disepakati oleh para pemangku
kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah
/AM ■noAK-lAUnjTKAH « KimmAANnO. 4i BOA yA- MN/UTWN ttMWAMrAAN S£L*~IWNM}

• L 0

47. Apakah standar minimal materi publikasi tersebut diterapkan
dalam strategi dan perencanaan terukur serta memperhitungkan
momen Man Pengurangan Risiko Bencana dalam
petaksanaannya?

(BIIA ■naAflAHIUTAANaPtHTAmAANNO.Ai 8llAyA-lAIIJIjnAHttPUrAmAAUSUAI0UmYA)

1 r.

48. Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasllan strategi
dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah
dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko
bencana?

lLAHlUTKANKePlliTArffAAHN0.i9)

■ •-
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■PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4
MENGURANGl FAKTOR^AKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR1:

Pengurangan risika bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-k^ijakan dan rencana-
rencana yang beihubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya

alam, tata guna I ah an dan adaptasi teihadap peiubahan ildim

Bebei^a peiencanaan dan tata kelola daeiah terkait ling^cungan hidup dan pengptolaan sumbeidaya alam
'  amat mempen^mhi lin^t dsiko daerah. Pengaruh tec^utyang teibesar adalah kepada jumlah masyarakat

1  ̂ j 1 I *miKK cAt^lal^ Ivrifma.yang beipoiensi teikena bencana secta kemampuan masyaiakat untuk kembali puth setelah bencana.

Perfonyoon Kunci
Respon

YA TIDAK

49. Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada
kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi
secara proporsional terhadap Pengurangan risiko bencana?
IBSA •JIMeiAMIUTKAHKtPtnTAWAANNO.SiBIUI tA'lAfUUTKANKfPeKTANrAANSaAmuTrffA)

0

50. Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan, pemanfeatan sumberdaya alam serta tata guna lahan
yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana?
IMA UOAflAWUTKAN aPUTAmAA»N& Si MA VA' UWI/TMN UPOtTAWAAnSttAliailJrfrA)

A 0

51. Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur
pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko
dasar (ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan
ikiim?

fBOA TllnriANJimCAHUPfATAmAANMl Si BOA WlAWUntAHUPCKrAMrAAHSetAKUUTmA)

i 0

52. Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan?
(lAMJUnCAHKCPfHTAmrAAU r/a. S3J

1 0
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.PENIL.AIAN KETAHANAN OAERAH-

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR^AKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 2:

Rencana-rencana dan kebijakan-kebljakan pcHnbangunan sosial dilaksanakan untuk m^tgurangl
kerentanan penduduk yang paling berisito teifcena dampak bahaya

Penduduk miskin biasanya beoda di daerah lawan bencana. Pembangunan sosial untuk mengutangi
kerentanan penduduk d^at dilaksanakan dengan membangun ketahanan janngan pangan, kesehatan,
membangun perekonomian untuk menckan teibentuknya tebmpok masyarakat miskin, asuiansi
in&astmktui; asutansi asset penduduk lainnya.

1. Apakah Jaminan Kesahaian Masyaokat Qamkesmas) atau program sejenisnya dilaksanakan di
wilayah Anda?

2. Apakahkopetaama^bedsembangdiwilayahAnda?

Respon
Pertanyaan Kunei

YA TIDAK

53. Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam
kelompok-kelompokkonnunitasyang terintegrasi dengan
pengurangan risiko bencana?

IBIIA "na**" UWUTKAM laS pfltrAimANNO S?, BOA VA'lAN/l/rjt*H a plKTAMMAHSflAmimrA)

1 0

54. Apakah telah ada aksi-aksi sosial {seperU program ketahanan
jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk
menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi
infrastruktur, osurons/ossetpenduduk/o/nnyo^ untuk mengurangi
kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang
telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial?

leOA TaAriANIUIKAHiaB£IUAMfAAMNOSy, BIIA WlAmUTKANKeetllJAnrAAnUtAWUmrA)

J. 0

55. Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh
wilayah ancaman bencana?

WJl**nrM«"UAl/unMN«(>e(IMM'A4NNt>57,BlU yA'tAWimrAVtt^STAWWNSrLUUOTWMJ

1 r'

56. Apakah telah terbangun budaya komunltas yang berorientasi pada
aspek ketahanan jaringan pangan, kesehatan umum,
perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-
kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk
dengan partisipas! setiap komponen komunltas?

llAUIUIKANKt PeBIAWAAN NO. S7)

n
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-PBNILAIAN KETAHANAN OAERAH-

PRIORITAS 4

MENGURANGIFAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKAT0R3:

Rcncana-r^teana dan k^ijakan-fcebijakan scktaral di bidang ̂ onomi dan produksi telah
dOaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

Sektoc dsonomi dan produka merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfeatkan dalam upaya
pengutangan o^o bencana Namun sdaehim mampu untuk memberikan kontribusi, sekttji ini haius
mampu tedebih dahulu mengemban^an budaya aman di lin^ungan keqanya Aoh kebijakan sektot
produksi dan ekonomi untuk tumt serta dalam pengutangan tisiko bencana biasanya tetbatas pada saat
tan^ap damrat dan pemulihan setelah bencana pedu dirubah ke arah pembangunan budaya aman di
niasyaiakaL

1. Settlah bencana besar teqadi yang membutuhkan up^ lehabilitasi dan rekonstruksi, apakah teqadi
kenaikanhaigabahanbangunan dicempatAnda?

rraruiB«n»7,<

IMI
Pertanyaan Kunci

Respon

YA TIDAK

57. Apakah sektor produksi telah mulai mengembartgkan upaya-
upaya urttuk pertgurangan risiko bencana kepada kelompok-
kelompok kecil masyarakat?

IBOA TJU>K'lAHIUlKAHIttPtKTANrAAHNO. U, BiA YA'UMIin'MNIf/'£RrAMMAMS£UAU(mnMJ

I G

58. Apakah ada perlindungan tcrhadap kegiatan-kegiatan ekonomi
serta sektor produksi yang secara tidak iangsung periindungan
tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan ketahanan
komunitas daiam upaya pengurangan risiko bencana?

IBttA •DOAVlANIimtANItlPtlinKtAAHua. SI filLt yA'lANnnUMKtntCTAIftAAUSUAfU\/TMM

• 0

59. Apakah teiah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah
berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan
kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi yang
ditujukan untuk pengurangan risiko bencana?

leilATtOAriANnnKAHiaKMAmAAHNO.Si.BflAlA'lAmUWiliaPtKJAH'fAAHStlAUIUmrA)

1

X

60. Apakah teiah terbangun ikiim yang kondusif bag) peningkatan
dan periindungan kegtatan ekonomi dan sektor produksi yang
ditujukan untuk peningkatan ketahanan komunitas dalam bidang
perekonomian?

llMUinKANnPeHTAWAAHUO. SJ)
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•PENILAIAN KETAHAKAN DAERAH-

PRIORITAS 4

MENGURANGl FAKTOR-FAKTOR RIS1KO DASAR

INDIKATOR 4:

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko
beneana tennasuk pembcilakuan syatat dan izki mendirikan bangunan

Pcngekjlaan area pemukiman pedu dilaksanakan dengan mempertimbang^an keamanan pengjiuru dan nsiko
bencaoa yang mungkin timbuL Oleh karenanya dibutuhkan standai tertentu iintiik mengelok kawasan
hunian aman bag masyaiakat mulaj dari pemilihan lahan hingga proses pembangunan serta dinamika
kehidupan dakm hunian teisebut

Pertanyaan Kunci
Re.

YA

ipcn

TIDAK

61. Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya
pengurangan risiko beneana?

(BiA TlDAtlAmUTKAHttPfRTAnrAANNO.SiBaAyA'UIWunANUPCinAnrAANSaANIUTUYAI

1 0

62. Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang
tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan,

1MB dan perluasannya?

laaA TlDAetAfOUTKANKimTAtffAAnNaiieiiA TA'tAUIUTUNaPtltTAMrAANSaAliOumrA)

1 0

63. Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang
sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu
meminimalkan risiko beneana?

(BOA TlDAriAmUTKAUKtnRTAKfAAN'/a. 6% BUAyA'lAfUUTXANt£PEKTA/irAANSllAtUUrKrA)

i C;

64. Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai

dengan rencana tata guna lahan?

(lAUJUTKAN M PERTAUYAANNO. 65)

1
A
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.PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIOWTAS 4

MENGURANGl FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 5:

Langkah^angkah penguiangan risiko bencana dipadukan ke dalam pioses-proses rehablUtasl dan
pemulihan pascabencana

Upaya pemulihan dampak bencana pedu mempedimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya im
dilaksanakan untuk menjamin bahwa basil pemulihan tidak kembali hancur/iusak teikena bencana sejenis
dan bencana lainnya pada masa datang.

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

65. Apakah telah ada rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca
bencana walau disusun sepihak tanpa menampung asplrasi
korban ?

IHtt* ItDAflAWUTKANaPffTAKIAAflNa <4 BtAyA'lAWUTKANK£P£KTArffAAHUlAHIUmrAf

i 0

66. Apakah telah ada rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana
yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan?
IBaA'nOAK'lAKIt/TKANKtf(RTAHrAAUN0.6%BllAyA'lAmtfnAMUP£irTANYAANSaANH/TNrAl

1 1]

67. Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca
bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana
guna menghlndari risiko baru dari pembangunan?

IBM TIMlPMWl/nWNJtfWIMMVWWWa <4 BOA tA'tAWUnAmClPSBTA/rrAANStlAWUTmAI

1

68. Apakah rancangan tersebuttelah terlaksana?

(lAmuntAHKtHRTAmAAHNtXei)

1 0
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.PENILAIAN KETAHANAN DAERAH-

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 6:

Siap sedtanya proscdurprosedur untuk menOal dampak-dampak risiko bcncana atau proyek-proy^
pembangunan besar, tenitama {nfrastniktur

Pioyek-proyck skak besai yang dHaksanakan tcntu akan mempengaruhi lona lin^nuigan awal suatu kawasan.
f-r^ Perubahan lingjnmgan tecebut tentu saja berimbas ddak hanya kepada betubahnya rona tapi

mun^dn jugamenyebabkan pembahan ting^t rislo bencana pada suatu kawasan.

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

69. Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak llngkungan
untuk proyek pembangunan besar?

run ■TtMeiAKHrrKAHjaflKTAWAAHNO. 7X B*A VA'UMUmANUPUTWrAAnStlAMUmrA)

1 0

70. Apakah telah ada prosedur penilaian Analisis Risiko Bencana
untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur?
laUA TIMeiAMUTKAU Kg ftHTAMTAAHHa 73, SKA VA' UMIIUKAH U PtATANYAANSaANIUJHtAf

1 0

71. Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko
bencana untuk proyek-proyek lain seperti pengentasan
kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ?
lgllA1tMeiAKIUTKANaPtl)TAMrAAMNa.7%BAArA'lAWimAMaPmA/frAANStlAHlljmrA)

72. Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud ke dalam
strategi, rencana dan program pembangunan?
llAMUTtAHaP£»TAHrAAN NO. 73)

r-
ij
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-PENILAIAN KETAHANAN DAERAH

PRJORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF D1SEMUA TINGKAT

INDIKATOR1:

Tciscdianya kebljafcan, kapasitas teknts kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan peisp^fif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

Upaya penaaganan daiurat bencana membutuhkan beiaga kebijakan dan k^asitas dalam pelaksanaannya.
Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penan^nan damtat
bencana tidakakanbeijalan e&ktifdalam menekan dampakne^tifbencana.

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

73. Apakah terdapat lembaga dipemerintahan yang didukung relawan
untuk mclakukan praktik penanganan darurat bencana?

tauA TiMCuwuTMNiE fCAMNMAMMa 77, DiA •fA'tMiuniutapiaTAmAAHSaAmunnA)

1 0

74. Apakah tclah ada Badan Penangguiangan Bencana Daerah di
dacrah anda?

laitA UanetAmUTKAHa ftATAWAANNO. 77. BAA yA'iAHltnXAHKtAUtlltTtAAHSaATaunnAl

1
A 0

75. Apakah personil BPBD tersebut memiilki kemampuan teknis dalam
ha! penangguiangan bencana khususnya dalam penanganan
darurat bencana?

(BltA'na»rtAMI/nCAHKt/tArAliirAAMNa.77,0ILA'rA'lAmi7TXAHaBtItTA/ITAA»SUAMItmrA)

1
A

fj

76. Menurut penilalan Anda, apakah upaya penanganan darurat
bencana yangpemah dilaksanakan olch scluruh pihaktelah efektif
untuk menekan jumlah korban yang timbul?

/lAHJI/TKAN n HAIAWAAMNO. 771

t 'l
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.PENIUAIAH KETAHAHAM DAERAH-

PRJORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF D1SEMUATINGKAT

INDIKATOR 2:

Teisedianya «ncana kontinjensi bencana yang berpotonsl te^di yang siap dl
pemerintahan, latihan regular dladakan uatuk manguji dan mangambangkan prDgiami>n>gram

tanggap danirat bencana

?,/a Upaya penanganan damBt bencana membunJakan beiagi kebrjakan djm kapasitaa
Tanpa ada lembaga yang memadai luituk membangjm dan melaksanakannya, upaya penangan
bencana tidak akanbeqalan efektif dakm menekan dampak neg^nfbencana.

I. .

Respon

Pertanyaan Kunci YA TIDAK

77. Apakah telah ada latihan-Iatihan evakuasi?
IBM'nMfiAwunAHUPtmmAMito.u.aiAyA-iAmmANai'UTAmMiisaAwumrA)

i
j. 0

78. Apakah sudah ada rencana kontljensi untuk 2 potensi bencana
di daerahanda?

,t..,.^^.^,....,m„»,PP,l,rtmA»flNO.U.DHAyA'UHIimAHaPlllTAinAAHSUAUnnmA)

I t)

79. Apakah upaya penangan darurat dtlaksanakan berdasarkan
rencana kontijensi dan rencana pemulihan bencana?
fBaAVMeiAt<,ur»Man<iJAMAAHH&u.B<tAyA-iMomANUFaTAftrMHSnAfuimrrAt

J u

80. Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana
kontijensi tersebut?

/L4WUT»N nmnVMAM MA al

J 0
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-PENILAIAN KETAHANAN OAERAH-

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF Dl SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3:

Tersedlanya eadangan finansial dan loglstik serta mekanisme antisipasi yang slap untuk

mendukung upaya penanganan daiuratyang dan pemulihan pa sea bimeana

Pelaksanaan upaya penanganan damat bencana membutuhkan usaha luac biasa yang membutuhkan
anggaian dan k^utuhan lainnya dalam skala besat untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasac,
pedindwgan kelompok rentan serta pembangunan &silitas kdtis yang nisak setelah diTaksanakan ka)lan
cepat dan pencanan peoobngan kodian yang ada. Daeiah yang ttddentiEkasi berpotensi tei^adi suatu
bencana dakm skala besar pedu untuk memiliki eadangan anggaian dan kebutuhan lainnya sesuai dengan
icncana kontinjensi daetah unbjk bencana teisebut

'î v-

Pertanyaan Kunci
Respon

YA TIDAK

81. Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuan dari
pihak lain bila terjadi bencana?

{SJUTUMrUNIUTMMISmMNMAMWaKtCaA YA'LWl/rUMKEWtMWrAtMiaAWUTNMJ

i 0

82. Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat?

(BnA 7tMftANJUnCAMaPenAlffAAHtia.»iBaAyA'lAMJUnASap[IITAMrA*NSajUtlUTmAl

-1

X 0

83. Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan

dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadi darurat
bencana?

raOA TlQAX'lAmilTKMiaftllTANYAANNO.e^BBAyA'tASJUTKANaPtKTAHYAAnSCLAmUIWA)

i 0

84. Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut

juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitas kritis?

llAWimAHa/>tliTAMAAMNO.tSt

J 0
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-PENILAIAK KETAHANAN DAERAK-

PRIORITAS S

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF D1SEMUATINGKAT

INDIKAT0R4:

Tersedlanya proseduryang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana teihadap pertiikaian
InfbnnasI yang relevan selama masa tanggap daiuiat

Evahiasl e&kbvitas penanganan daruiat bencana dapat dilihat dan langkaian komunikasi dan pihak tedibai
IsGd dalam penanganan danirat bencana baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali opecasL Untuk

dapat melakukan evahiasi ii^ pedu ada pencatatan yang memadai teihadap seluruh pioses opeiaa
kedanuatan.

Pertanyaan KuncI
Respon

YA TIDAK

85. Apakah di daerah Anda telah memiiikl prosedur operasi standar
untuk penanganan damrat bencana yang memadukan seluruh
prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan
darurat bencana yang ada dl daerah Anda?

reiM TPWJfWRMmAWSafSH BtlA tA'lANlunM a PIRTAmAMStlAHIttTWAi

1 0

86. Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat
yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat
prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatan atau
audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana?

IBM TMePUtTANrAANSaiSAt. BM yA'IAHIUnAnaPSKTAMrAAHStlANnmfAt

L 0

87. Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi
kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan

mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan
efekithritas operasi darurat di kemudian hari ?

IBM "nOUKPtBtAmAANSOfSAt BM yA'lANIunAUiaPtKTANrAANSttAHIUTNrAI

1 0

88. Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana
diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan
komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang
telah terjadi?

ISCltSAII

1 1
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LAMPIRAN 6

Jawaban Daftar Isian dan Perhitungan Tingkat Ketahanan

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

•  Kabupaten Agam

•  Kabupaten Kepulauan Mentawai

•  Kabupaten Padang Pariaman

•  .Kabupaten Pesisic Selatan

•  Kota Padang

•  Kota Panaman

•  Provinsi Sumatera Barat



FORM JAWABAN
TINSKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA :KABUPATENAGAM

PRIORITAS/

INDIKATOR
DESKRIPSI INDIKATOR ,

KO.

•tRT.

RESPON

(YA=1;

TlDAKrOl

1.1

1 1

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokai untuk pengurangan
2

risiko bencanatelah ada dengan tanggungjawab ekspllsitditetapkan
3

untuk semua jenjang pemerintahan
4

1.2

5 1

Tersedtanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan
pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

6

7

3

1.3
Terjalinnya partisipasi dan desentrallsasi komunftas melalui
pembaglan kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

9 1

10

11

12

1.4
Berfungslnya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko
bencana

13 1

14

IS

IE

2. 1

Tersedlanya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

17 1

IS

19

20

2.2

Tersedlanya sistenvsistem yang slap untuk memantau, mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan

utama

21 1

22

23

24

2.3
Tersedlanya sistem perlngatan dini yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

2S 1

26

27

26

2.4
Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Rlsiko LIntas Bates

Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

26 1

3C

31

3]

3 1

Tersedlanya Informasiyang relevan mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentlngan (meialu
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

3. 1

3< 1

3

3

3 2

Kurlkuium sekolah, materi pendidikan dan peiatihan yang relevan

mencakup konsep-kcnsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan

risiko bencana dan pemuilhan

3'  1

3i  1

3)

41



3.

3.

4.

4.

Tersedianya metoderisetuntuk kajian risiko multi bencana serta
anallsis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas basil riset

42

43

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan.

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari
kebljakan-kebtjakan dan rencana-rencanayang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi terbadap perubahan Iklim

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan soslal
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan pendudukyang paling
berlsiko terkena dampak bahaya

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

4.

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral dl bidang ekonomi
dan produk5l telab dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-keglatan ekonomi

57

ss

59

60

4.

4.

4.

5.

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusla memuat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan
umum (enforcement of building codes)

Langkah-langkab pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilltasi dan pemuiiban pascabencana

61

62

63

64

65

66

67

63

Slap sedlanya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama
infrastruktur.

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

69

70

71

72

73

74

75

76

5.

5.

5.

Tersedianya rencana kontlnjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang slap di semua jenjang pemerintahan, latihan regular diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

Tersedianya cadangan finanslal dan logistik serta mekanisme
antlslpasl yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemuiiban pasca bencana

77

78

79

80

81

82

83

84

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terbadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat

85

86

87

88



KUESIONER
TINGKAT KETAHANAN DAERAH DAIAM PENGURAN6AN RISIKO BENCANA

DISUSUN BERDASAAKANIKDIKATOA XERANGXAAKSIHTOGO

NAMA

KABUPATEN/XOTA

indeks iMOtatei

Tersedlanya peraturan doerah oteu peroturan kepolo doeroh tentang penanggulangan betieana yang diterjemahkan
dalam perenconoon wilayoh dan diodaptasikon peda oturon lain terkast

40

tndekt (odltotor

Tersedlanya Svmber Doya {Dona, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan Uusux untvk
Pengurongon Kslko Beneona.

40

MCWAU PRIOFIITAS iCKAlHINSOA HASIONAlDCNaMBASSaUMaAGAAHrANarUATBAei

mMlaOlkoat

Terselenggaranya partlslpasi mosyorakat dolam pengurongon lisiko bencana dengon rtiekardsme Pemboglan
Sumber Dcryo, Tugas, Kewenangan dan TanggungJawab yangJeiasantarapernerlntoh dan k^otnpokmosyorakat. 40

INPIKATOSIII Te'jolfrinyoBO'tisipou PrstMrolisasimela'uitfmScigicriJteMsnsngon^anjunBeraty9jsaoj^22^^jJo^

INOiKATORIl UissSianva venja.otewticii urtvi ilfoiangenjn'0'';9«y'a'iot«nconaJijiinMJ«^g*ole^^

IN^KATOR I Kefongka nutumeon tgaiplron/.os.oraWotal unl:k ̂irg-jre-^jon /.i.'ta tenur'. tlo

INOIKATORIV Betlungslnyj lorufB/Ie|«rlng wtonal/lokAl unluk pengufingin fl»l>g beffctn*

DaktlptsIICriaita

fonjnVk^ompc*yangterdlrt daH beibagal pcmargleu kgfemlrgan yang »da diswtu iaerahvang nicmiliM bxnionen iton kemsmpuan untuk
menembus batasan (birolcrasl. pendanaan.Janngan kerja d") detnl mcmpertepat pdakunaan kebljakaft-tcbijakan terkail pengurangan rtsiVo
bencanayang ddcpakatl benama

IndeXt Mdiastoc

40

tMt nAUunJAUTAliSKJiO A/A ftAM uCT>/;iLi^MTr^MSffTflLlPPP/MSATAWDIMDALAM UPAYA PD^GXjRAMAU
INOIKATORI Tetiedlanya Ka)lan RIsIke Bancana Oaeian berdasatkan data BJhayadanlnlofmail ktfenlanandan mallpull penllalantlsHo uMukj»kidf-«^

DtsMpilKfHeriQ

Tersedianya Ksjlan RSlko Bencana Daenh berdaiartan dau yang akuiat becdasaitan pengeuhuan UmUh, jejaiah dan pengetahuan lokal yang
dapatdlakseacdcbseniapemanglailcebiiakandan diJadlkanacuandatampenibuatanreRcanapcmbangunandanlnvestaaldldacrah.

Jnddts (ndiadtar

40

II tinLi/gfftr>fT?gTraci kM^iiAttiAfiMfMANTAUtUSlKCtB^NCAHA ntUKiFHiHr.rAnANSlStmKfUNaATUIDIUI DAUM WAKA KWURAWSAW

INDIKATOR lITersedianya sistem-ilslam yang tiaa uniuk memaniau, mengafklpdan menyebarluaikandala leniang Babaya-bahava dan kacenlananj^tttnlanan

OtiMpslKrittrto

Tersedlanya sbtem mtomasl publlk untuk memantau dan menyebariuaskan data bahaya. data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip
setara balkdan diperbarul terus mcnarus

Videks tndlkatar

40



iMlinBITASIIUCNGlDDintlKASL MCNIIAIDAHMOAWTAUBiSI*0iB£Jj»C4Jj^jM/M^

DtsMpslKriUrla

INOIKATORIII Terssdlanya,Ut«m D8>ln».a»d1iM vang alap b«ropa.a»l un.ut akala beMr d»ng..|a..gkaua«yar.<lu.>

KTTM PfniNSATAN DINIDAUMIIPAYA fENGUWjOAf^^i
Indda Inllkatot

"astam pcrirgatan dinl yjng subll untuk segalilems bencana yang mcnlangkau semua levd masyaralcal dan dlwaluasl $«ara bertaU oleh mult
stakcMlder. 40

iMdakUndftstv
D

1NOIKATO!) IV Penllalan risiko lokai dan national

etkripst Kriteth

Teisedianyj lojlan dan Upaya penjurangan risiko bencana anlarlaHlayahyang beitctangga pada bencana-beneana linlas daerah. 40

INOKATOR ITdtsedianya Inlormasl vang tetevanmenganal Peneana dan dapal dlabtt dUam^

.»..^...n-.on»n„Mn»».or^.t«..uaa>jPf>«tFTaui.»lN.INOV^^PmDlDltANUmidMEMI>ANGUN6U^^^^

OekripiJ KrlKda
Ind

DISEMUA

Taisedlanya SStom mJomnasI bencana yang dapat dUVses oloh komunltas Wml bertsikan data, s^rah dan peiVembangan ritlkobenoana yang
sdaKi dlperbaml dan ledntegrasl dcngan slatcm natlcnal/mglonal

tki Indihatof

60

ISrnnrTa,riTPPvM1..1inklVAPmr^.ur4AANPIN(^AHUWINOVASIDANPWD10IICAWUM«KMWB»NGUNBUDAyAtEAMANANDANKnAH^
INplKATORU Kutlkulum sekolah. mated pendldikandan pelatbanyang r

AkHerfa
Indda Indiltotor

Terlaksananya pelaiaran tentang pengurangan risikobencana duekedahyang <Wun|ang dengan kunkulum yang terukur untuk senua pihak sokoun
mesU terbatas pada bebefapa risiko bencana yartg ada pada daeiah tcrsebut 60

tfAVlANANDANKrAHAWkNDIStMOA T

IruMs fndikotof

—  n ilmiah dengan memadukan kean^ lokal yifig

pemangVu kepenllngan llngkat tckal dan Idah dapat dilcrapkan secara umumditlngliat lokal
Tenedianya fMtode ilset dan alat untukmcmlal rmiltinsito pada bebcrapa bencana secara
rndibatkanperansetasemuai.- . . 40

DAN KETAHAKAN D1SWU*
IpoinittTaA in-ITJIWUIUtlKyA PtNGGUNAAN ttWGCTAHUAN. 1N0VASI QAM PEHDIOIKAN UUniK MEMBANGUNBUDWAK^^

liddb Indlkotor

T^edlanya strategl pembangunan Vesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran pubUkuntuk praktik btdaya pergurangan hslko bencana
yang terbuktl secara elekllfmembangun kelahanan komonttas untuk menguran^ lisiko bencana yang ada diwUayahnya 40

iBoinnrrae Ri anauvA iipavaaiPavA Of MRUtlANGAM PAKTOR-fAyXOR BlSIkO DASAR BENCANA

liukkt IndJkotpr

Tersusunnyakebiiakanpengelolaanllngkunganbalkpengdolaansumbefdaya alammaupuntaia guna lanan yang mempcrhatikan unsur-unsuf
p^nguQHgan risiko benuna 100

ihOlKATORIV Adanya siraiegl kesadaran seluruhkomunitas untuk pelaksanaan

jPRItamTAA 111 TIRWUJUOdVA PtNGCUNAAN PtnanAHlJAN, IUCWASI DAN PtNOIOItAI'lN'pmAToTl'l'AdV.i^a'"m"«Xll«ulk penllalan multfl.lkoseriaanallsismanlaatdanblayayangsalaludikambaj;^^^

WOlKATOa I Pengu.angan tliiko bencana metupakan tu|ua"n In'legral dati k«bl|akan-keb11akandan .encana-renjanayangberl;^^



IPWOMTM MADAW* U?*Y*-U?AYA KWGURAWSftN FA»rTO«-f ACTO» BISItQ DAW BtWCANA

INOIXATORII RCflUrD-tenuns dan

DtskripsJKtlteria

Terselenffiaranya alal-atel $«ia1 <Jart beitag^ pemanghi lepentlngan bcfdssarlan peran dan tan^pingjawah yarg tdah drteMukan dalam
keNJakan-kebflakan pembangunan soslal yang disusun alas dala dan Infoimul yangselalu diperijanil beriuiian kctahanan Janngan pangan,
perakonomlandanasurans! pada dacrah bedsikotinegi

IndcAslndlkatar

100

PKlORnAS IVAUANTA UKATAHJ

mmmssmm
DaktlpslIMterIa indtkilndlkBter

Adanya pertlndungan terhadap kcglaUn-keglatan ekonorrg serta scktor-sektofprodukil yang mencakup seimia sektcrkemiiiaan public dan swasta
untuk membantu mengurangi dampak keselunihan dart bencana AO

IPHmRfTA^tv ADAMYAUyAYA-tJPAYA l>EN6UftAN6ANfAJCTOR-fWOftftlSiKQDAW BtWCANA

Oeik/fpsJKjfteHa

INOtKATOS iVPerancanaan dan pangeiolaan pamtiklmanmamiila mamuat unsuf-unsur pangutangan ritlka Bancana larrraiuk pemBerlakiian lyyat danl:1n
IndetS bidltatef

Pereneanaan dan pcngcWaan pcmuklman manusla telah dirancang dcngan Icpat dan katat yang mcmual semoa atfalegl unsununsur reneana
Uta guna tanah termasuk pentrilpan, pengawasandan pengonlrolan peribertakuan syarat dan lam mendirtkan bangunan yang berguna untuk
mengelola peraukiman kota yangmakln lama makbi meluas dilujukan unlukmcminimalkan dampak rtsiko^slko beneana yang dltlmbulkannya

100

MrnniTAk IV ADAKYA UPAVA-UPAYA KNGUHANGAN FAVrOR-rAkTORRiajl^AM BgNCANA

OetMpiiK/tterto

INOlKATORVUngkah-langkah pengurangin fisiko bancana dlpadukanka dalam pretat-pfext rthablillad dan p«mu1PgnjaiMbencaM

Rencana dan pelaksanaan pemuUhan bancana telah tecsusun dangan mempeftlmbangkan norna, slandar dan primlp-(«lniip pengurangan rtsiko
bevanayang drsimm oth para peraangku kepemlngan demi ketahanan pembangunan yang scdang dan tdah dilaksanaVan

InMa ladJkatef

80

1 PBIQiarAS ItfAOAMYA tlPAVA-UPAYA PtNSURANGAN f AtlOR-FAKTOa ftlSIkO DA5AR BENCANA

iii'JUWWi

OeiArfpiJgdterld

Tersedlanya ̂ ocedurpenilalan dampak rtsiko bencana kedatam pembangunan Icrhataj pada bidang-bidang utama sepem pengtnlaian
kemlskinan. penimahan. air, energl dan Inhastnikruryang tdab dilcrapkan pada pembangunan

tndtks

40

iNOncATORIStapsedlanya kebljakanyang kuat.kapasltat leknis dankelatnbagaan sera mekanltme penanggutargan tlsiko bencana dengan peitpaktU
OethriptlKliterio

Terbeniuknya Icmbaga kfiusus yang menyliki keurenangan dan kebijakan serta sumbenlaya manusla dengan Jumlahyang mcmadal yang ditunjang
olch sukarelawan watau behim ditunjang dengan kapaslias teknii serta mckanlsme keslapslagaan yang mcmadal dan dalam pelaksanaannya
masih ber&(fat sekton)

Indda OidJtiatof

40



|p«flMTASVKBiaJATnS'»'^<'»fi"H RINCAN*

lNOlitATORIITets«dlanv» ranuna keslaiMiagaan Bencana dantantana
antltlnaslyaBg tlapdi iUBBajaalant |^al^■atlntaha^ latlhan.eeuler dladaVaimntult

DeskrlpslKritala

TanBsunrya rancana slag, dan p^adpf yang dtsusua bardaaartan kajLir, lln>ah dan t«<atahuan ton^Bitai tanlang m>.ya papvaneanan daruratdanpemultf.anbeycanabcrdaiarttanpembelaiaranvaBgt<Miadlsebeli>mnya$erta5cl3)ii<fu;tob»5«aratcraMf

Indtks InffMOtor

uniuk tnaadukuni ueaya eatuncanan darurat vangatakHI dan
DakripsJKriteria

IR^ indllrstoa

Tanadla-,yaana,raR«rdukpalaksanaanrancanada«prc«Tanvf«gramp««uUhanwaayahsa.«B.^d.«n^d^
matang tcrhadap aksai tertiadap dana darurat, desaxiraDsatl gudang makanan sesual dmgan tebuluhan dan skcnario walau mauh
membutuhkar* sumbef-sumbcr naslonal dan regional untuk pemenuhannya

40

Indfkj Indlkdtar
Dahriptl 'rlrena

bencana dimana sduruh komunikail dldokumentasikan untuk dlcuahiaslTerecdianyaprescdurlnfonnasldankcmunlkasldanifaliaatpenangaBant. _ . . .. .. .
untuk ntondapatkan pcnd^lalaran balkyang ditulJcao untuk peningkatan efcktlvitai praredur intemasl dan komun.kasl ba^ masyarakat taat
bencana



PRIORITAS I MEMASTIKAN BAHWA PENGURANQAN RISIKO BENCANA MENJADl SEBUAH
PRIORITAS NAS10NAL DAN LOKAL DEN6AN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

p.
1.1 Kerangka hukum dan kebijakan

nasional/lokal untuk pengurargan

rlslko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua jenjang pemerintahan

40 1,5 SO

.2 Tersedianya sumberdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana di
semua tingkat pemerintahan

40 1,25 50

.3 Terjalinnya partisipasi dan
desentralisasi komunitas melalui

pembagian kewenangan dan
sumber daya pada tingkat lokal

40 0,75 30

.4 Berfungsinyaforum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan

1  risiko bencana

40 0,5 20



PRIORITASII MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN D1N1

2 1 Tersedianya Kajian Rislko Bencana
Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

40 1,25 50

.2

Tersedianya sistem-sistem yang

slap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

40 1 40

.3

Tersedianya sistem peringatan dini

yang slap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas

ke seluruh lapisan masyarakat

40 1,25 50

.4

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Untas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

40 0.5 20



PRIORITAS III MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK

MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

3 .1 Tersedianya informasi yang relevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tlngkat oleh

seluruh pemangku kepentingan

(melalui jejaring, pengembangan

sistem untuk berbagi informasi,

dst)

60 0,75 45

.2 Kurlkuiumsekolah, materi

pendldikan dan pelatlhan yang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktik-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemuiihan

60 1,25 75

.3 Tersedianya metode riset untuk

kajian risiko multi bencana serta

analisis manfaat-biaya (cost benefit

analysist) yangselalu

40 0,75 30

.4

Diterapkannya strategi untuk

membangun kesadaran seluruh

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat

secara luas balk di perkotaan

maupun pedesaan

40 1,25 50



PRIORITASIV MENGURANGIFAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

•i.V'i""'?
4 1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari
kebij'akan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

tingkungan hidup, termasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan iklim

100 0,75 75

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan pendudukyang paling

berisiko terkena dampak bencana

100 0,5 50

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektora) di bidang

ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan keglatan-kegiatan

ekonomi

40 0,5 20

.4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusla memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan Izin mendirlkan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

100 0,75 75

.S Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses refiabilitasi dan

pemulihan pascabencana

80 0,5 40

.6 Siap sedianya prosedur-prosedur

untuk menilai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar, terutama

infrastruktur

40 1 40

i'- ,. i' V •• '-iA> ̂  y-'ii



PRibRlTASV MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF
Dl SEMUATINGKAT

5 1 Tersedianya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

40 1 40

.2 Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi

yang siap dl semua jenjang
pemerintahan, iatihan regular
diadakan untuk nienguji dan

mengembangkan progranv

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasi

yang siap untuk mendukung upaya
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

40 1,25 50

.4

Tersedianya proseduryang relevan

untuk meiakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

40 1 40



KOTA :

PROVINSI:

REPUBLIK INDONESIA

sss

iifPi
CTW

" "xOTAt NIVArvTl
./s. •■"i

•■.•i'..P'VI06l.TAS i. i
';>-6EKs'^

PftlOftlTASil
1 Memastikan bahwa pengurangan riaiko bencana

menjadi aebuah prioritas national dart lokal dengan
dasar kelembagaanyang kuat untuk pelaksanaannya

40 2

2 Mengldentinkasi, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan perlngatan dini 40 2

3 Menggunakan pengetahuan. Inovasl dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan
ketahanan disemua tingkat

50 2

4 MengurangI faktor-faktor risiko yang mendasar 75 4

5 Memperkuatkesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 40 2

TbfAL-Nll:§TfRTd^KsJ^^ isfW hFi^z'i'L r %T'1



KAB/KOTA : PARIAMAN

FORM JAWABAN
T1N6KAT KETAHANAN DAERAH

PRI0RITA5/

INDIKATOR
DESKRIPSI INDIKATOR ,

NO.

•ERT.

RESPON

{YA=1;

.TIOAK=flI

1.1

1 1
Kerangka hukum dan kebljakan naslonal/lokal untuk pengurangan 2j
risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplislt ditetapkan al
untuk semua jenjang pemerintahan

-

1.2

s| 1
Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan 6  1

pengurangan risiko bencana dl semua tingkat pemerintahan 7  1

s|

1.3
Terjalinnya partisipasi dan desentraiisasi komunitas melalul
pembaglan kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

9  1

io|
n|
111

1.4
Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko
bencana

laj 1
14

IS

16

2.1

Tersedlanya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

17 1

18

19

20

2.2

Tersedlanya sistem-slstem yang siap untuk memantau, mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan
utama

21

22

23

24

2.3
Tersedlanya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang iuas ke seluruh iaptsan masyarakat

25 1

26

27

28

2.4
Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas

Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

29

30

31

32

3 1

Tersedlanya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat
diakses dl semua tingkat oleh seiuruh pemangku kepentingan (melalu
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

33

34

3S

36

3 2

Kurikulum sekolah, materl pendidikan dan pelatihan yang relevan

mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan

risiko bencana dan pemulihan

37 1

36 1

36

i
'

4C



3..

1

)  :

(

41

rersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
42

inallsis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yangselalu
43

jjkembangkan berdasarkan kualltas hasll riset
44

3.

Diterapkannya strategl untuk membangun kesadaran seluruh 4S 1

<omunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang 46

mampu menjangkau masyarakat secara luas baik dl perkotaan 47

maupun pedesaan. 46

4.1

Pengurangan rIsIko bencana merupakan salah satu tujuan darl 49 1

kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan SO

ingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, SI

tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan ikilm 52

4.2

53 1

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan soslal

dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling

berisiko terkena dampak bahaya

S4

55

56

4.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektora! di bidang ekonomi
dan produksi teiah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan

kegiatan-kegiatan ekonomi

S7

58

S9

60

4.4

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan

umum (enforcement of building codes)

61 1

62

63

64

4. 5
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabiiitasi dan pemuiihan pascabencana

ES

66

67

68

4.6

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk meniiai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama

infrastruktur.

69

70

71

72

5.1

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko bencana daiam peiaksanaannya

73 1

74 1

7! 1

7f

5 2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi

yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguier diadakan
untuk menguji dan mengembangkan progranr>-program tanggap

darurat bencana

7 1

7

7)

81

5 3

Tersedianya cadangan finansial dan iogistik serta mekanisme

antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat

yang efektif dan pemuiihan pasca bencana

81  1

82  1

83

84

5 4

Tersedianya prosedur yang reievan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran Informasi yang reievan selama masa

tanggap darurat

8S  1

86

87

88



KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DAIAM PEN6URANGAN RtSlKO BENCANA
DISUSUN SERDAIAHKANINDIKATOR tXRANGK*AXSIHYOGO

MAMA

KABUPATINyKOTA

InSektlndlkatae

Tenedlonya peroturan daeroh otou peroturon kepoh daeroh tentang penanggulangon beneeno yong dUerjemahkan
dolom pereiKonaon wllayah dan diadoptasikan pada oturon loin teikeit

40

Indda tndlkcitaf

Tersedlanya Sumber Daya (Dana, Sarana don Proserana serta Personil) yong dialokatikan khusus ontuk
Pengurangan Pisiko Bencano.

80

lDo.n».t.<m»«irT.r4MPm(a/MA«SA«»BroBfMaMMtMMaWOB<rAStOgUWaCGAWAgOMIOfR«awaAgSmfMMS*AWyA*is<Wra*SI

Terselenggoronya portlsiposi mosyerokot dolom pengurangon risiko beneano dengan mekanlsme Pembaglan
Sumber Daya, Tugas, Kewenangon dan TanggungJawab yongjelas antora pemerintah dan kelompok masyerakat. 40

INOIKAToa III lerjclinr.yc ponisipcslkomjnilos aen deientnlisoi' mtWiu'eernocs:on^eMenanfenJanjwrlerj3v^

'iNOlMTOR II TeiuD'onyo sumbenlavOy'a"3 aic'okoHtO" UiiiSJSvr.!i.-k kfgiaian

iNOiKArORUer,r.,:cl>ui:u^ Cfr.sjr^r.gan ns.ko ter.-a., ie.'ol: ccc »r,g«r.

l,„>s«,T....,„..»,rA».n^«.li.«.M»lcmRnsirAMMCTlUD/M«OTAttOMIHWGG«MA«OM*tDewa*WBAgS«nfMa*S*>WMIMWWra4a_

INOIKATOft IVeeifunjslnyj forum/lejsflng tatleoal/lolnl U"'"'' oenjU'Ai'g''' rlfllio itnaoi

JledUfAil Krimlo

untukFofumAcIompokyatig terdlil ilarl bcrftagsi pemanglcu kepentngio y»ng ado disuatu daerah yang incmlUb komitmeo dan ktmainpuan unt
mcftcnbus tiatasan (biifltoasi. pendanaan.Jarlngan kerja dll) dend mempercepaJ pclaksanaan kebllakarHkcWiakan Icrkait pengurangan rlsiko
bcncanayang ddepakatl besaama

iBdektlnOtatat

40

IprIOMTAS a UOtGID£HJ1FIKASI. MENJMI PAWMfMAVHU

DeikflpilKriteda

niHunBNeanAMSISJtMmiNeATANDIMDAlAMlffArAPOKMMSM

Indets Indlikatsr
INOIKATOftI Tertedienv. kalian ftitiko Sencan. BaeiahSerdaMikandata Mhaya danlnlormaH k.r.nt.nan dan mellouH oenllalanrlilko unluk aekfofsekiot

Tersedlanya Xarian Rlsiko Baieana Oaerah berdasartao data yang akiiiat berdasarkan pengelahuan tlndah. scarab dan pengetahoan lokal yang
dapat diaksei eleh scmua pemangku VeWiakandan diadikan acuan dalampemboatan rerxana pembangunan dan Irweslasl di daeiah. 40

|pMeillT«nMBliaD£MTinMS.MfMMfflAWM£M«WWt/flia<OBt?«:AAlAaWM£Mr<GWTMWaCTEMPCTW(»rAWPIMOAlAMWAM^iGUMWS^
aEBJJIiH'fi-HiH'fl-fliilTnaniriBHi-fiifiiai

INOIKATOft II lerseaijnya slstem-slstera yang slap uniuk tnemaniau, m

PeskrlpslKtllrria

Tersedlanya sistem Infonnasl publik untuk mcmantau dan menyebariuaskan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip
secara baikdan diperbarul terus menenis

Indeks indlkotor



rTSSnHiSS-onvTlfiZAy. onu,,»nix BISMBO^ K,miSCUTXANSSrE»Pa,NCATMDIM
Dakripilie'ltaia

INDIKATOR lllTetseaiatiYS SiStem Mrlntaun tflnl yani »Iap btroperasi uniulc tfcala Benr

VPAYA PCNSUtANCAN

S.s.ampcrtnta.an.^y»nga,ab«umu>aegaUJa..at,n»n»yan»n,an)an»>au>emua.evdma.ya,a^.daAd^n^s«Ar,bc,^c.ehm.)t.
stakeholder.

Mdeki Indikalol

40

.an »a,eM.P.Y.
BncBaBBr
DtskHpil Kilteria

INOIKAIORIV Renllalanrlslko lokal dan national mtfnp«rUinbai'{lian rltlko-nslko
Indtkt (ndikotof I

Tersedlanya kajian dan Upaye Fcngurangan ilaiko bencana antar wilayahyang beftetangga pada bencana-bentana Untas daeiah.

.n.>.n«n....»oa»,tfTamiawiraoVA3IW<PihOroiKANUrmi»MCM^UN6UCh^^ DISCMUA

INDIKATOR I Teisadlanya infatmatl yang talevan irenMia' btncana dan dapatdiaksat duem^
OdsMpSl Kriurlo

Tersedlanya SWemlnformasl bencanayang dapat diaksa oleh komunllas tokal bcrisikan data, sejaiah dan pcrkembangan
selalu dlpcitaiui dan teilntegrasl dengan slstcm nasional/rcglonal

ilsiko bencana yang

InMu Md'koto/

tndtks tn^katof
INDIKATOKM Kunnmumf icqan/ wa\<eii v.»>«

Tbrtaksananya pdajaran ttntang pcngurangan r«iko bencana d-«kolah yang .Btuniang dengan »unla.lumyangtenikuruntuk «n«a plhak sekMai,
mesklltfbataspadabeberapartslkobencanayangadapadadaerahtersebut ' 60

PRIORUAS Ul TtftWUlUONVA PtNGGUNAAH PENOnAHUAN, IN
lAHDlUMU^I

Oakripsl Kritala
tndaka Indlkatof

Tcfsedanyam^odertsrtdAnal&luf^tuknwaairrm^UftultOF^bcbcrapabenanAsccarallmlahdeneanfnemsdokar^kMnfanlokA yanft |
mchbatlcan peran seita semua pemanglcu lepentlngan Bngkat kMI dan iclah dapal dterapten secara unuim d.tatgkat lohal 0

OeskrfpslCdiarla
llWcil

Tcrscdlanya stra.cgl pombangunan kesadaran serta hampanye pembangonan kcsadaran p«bl,l. untuk praWikt»daya f^npaxangan rislko bencana
yangterbuW sccara efeWif membangun Uiahanan komunitas untuk rnengurangl lUlkobencana yang ada dl wUayahnya AO

1  OeilirfpaJJftiteria

II

1

ikunganhldijp.

Tersusunnya keb.)aVan pengclolaan llngkungan balk pcrgeWaan sumber daya atam maupun tata guna lahan yang memperhattan gnsununsur
pengurdngan risiko bencana 1 40 1



IPRIORITAS WADAWA UPAYA-WAVA KNGUaAWGW FAKTOa-tAITOa RSHO DASAB BtWCAHA
HsmwiwaiHimINOlKATOft M AencjA^retvand dan

DeskripsJKriUrIa

Terseleness's'^ aksMksi soslal dafl beibagal pemanjh) kepcntlngan berdasarion peran dati tanggungJawabyangtelah ditentukan datam
kcbijakan-kcbijaltan pembangunan soslal yang dbusun atas data dan infoimasl yang telalu dipcrband bertuitan kelahananjartngan pangan,
perekonomlan dan asuransl pada daerah bertaikoting^

InJeks indlkaar

40

IPRIORITASIVADANYAUPAYA-t;»AVA (AimR-CAVTOR RlUKO DA^AS BENCANA

INOIKATOR "I Renuna-rencana dan kebllakan-kebliakanaakiorat dl bidangakonewl dan ptoduksl lelah dilaksanakantiniuk ftiangufangl ktrtnianan kegla^-
Dakrlpii KrlUila

Adanya perllndungan teihadap keglaian-keglatan ekenorW sata ackteir-sckter produksl yang meneakup ssmua sektorkcmitraan public dan twasta
untuk rrembaniu menguiangi dampak kesdimihan dart bencana

SivUks Indlkatof

IPRIOHITAS IVADANYA UPAYA-UPAYA PtWGtJRANGAN TACTOR-f AnOR RISIKO DAMB^ICWA
MM

DtskrtfisI KrlUrlO

Ptfdncanaan dan pergekOaan pemuldman manusla leUh dirantang dengan tcpat dan ketai yang memuat semoa 5tfate0 unsurtmsur renona
tata guna tanah termasuk pcncitlpan, pcngawasan dan pengnntrolan pcmbcriakuan syaial dan ttin mendlrlkan bangunan yang barguna untuk
mengclola pcmukiraaft kota yang makin lama makln mduas ditujukan untuk memlnlmalkan dampakttsik^rUIko bcncana yang ditimbulkannya

Indaks Indikstor

40

|pRioRiTA( TJ AnAMYA 1IPAVA4IPAV& PEMGURANGAN FAKlOR-fAICTOA RlSlKO B(NCANA

INDlKATORVLangVah-langVah panguiangan tlslks bentana dlpadukan k« dalam ptwai-p'ettt tahabllliatl dan pemuliban pajcabgnca^
Otskrffiil Kritefia

Rencana dan pcUtodAaan pemulihan bencana tdah leisusun mcmpertkmbangkan nocma, standar dan primlp^rnlp pengurangan hsiko
bcncana yang disisun olch para pemangku kcpentlngan dcrtd ketahanan pembangunan yang tedang dan telah dOaloanakan

IftdeAi tfidikatot

avmR-FAinnR rluvo QAUft BfNCANA

IMOIICATOR VI Staeiedlanva prwedut-pratedur untuk menllaldampak-dampakritlkebencana ataupreyek-oroyek pembangunan besar, lerutamajnirastrul^

DakilpsIKriteria

Tcnedlanya iraedurpenUalan dampak rUlko bcncana kedatam pembangunan tctbatas pada bklang-hldang utama sepeitl pengentaaan
kemlsklnan, penimahan. air, cnergi dan Infrastnikturyang tclah dilerapkan pada pembangunan

Indeks Indlkotof

V RfRniAT nUAPuCI&AAAN RfitffAHA

INOIKATOR I Slaptedianya kebljakanyang kuat, kapasttas leknltdan kelemPagaan tertamekanlsme cenanggutangan ritikebencanadengan pe«pe^
OcsMpal Kritalo

Tcibeniuknya lembaga khusui yang memDikJ kewenangan dan kcbijakan sena sumbentoya manusla dengan Jumlah yang memadal yang dJtunJang
oleh sukardawan walau belomdRunJang dengan kapasitas tckjils scrta mekanlsme keslaptlagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya
masih berslfat sektoral

Indeks iKdikatot

80

IRRI^RITKV PFRYIL

INOIKATOR II Tersedlanya rencana kesiap-tlagaanbencana dan lencana anililpati yang slap dl lemuajenjang pemeilntaban, latlban leguler dladakan uniuk
OeskilpslKriseiia

Tersusunnya reneana slaga dan prweduryangdisusun benJasarkankajlan llmlahdan pengetahuankomunltas tcnlang upaya penanganan darurat
dan pemuUhan bencana berdasaikan pembelajaran yang terjadl sebelumnya secta selalu diujicoba secara teraluf

Indtks Indlkatoi

40



ImOUTASV^DlnJATICEaA^SAGAANDOjCANA

INOIKATORIllTeiieSlanvtcadanginllnanslsl dan lo{lti:k «'ta mekanistna antitlgasivani >iap untuk (ricndukun| usay* pananjanandarufat van| etaklif dan

DtskiipslKritetia \ftdtki indlitAor

TersedUnys diggaran pelaks^naan rcnc^na daj> program-program permdihan wUay^ setelah t«nadi bencana dangan pertiapan yaog
maung iorhadap abos terhadap dana dantrat, desentrabaal gudang mdkanan acsual dengan kcbutuhan dan skanarlo wala j mnth
membutuhkan sumber^umber naslonal dan regional untuk pemenuhannya

60

1lM10RtTASVPeRnlATl:ESIA^SIAGAANeC^lCANA

INOlKATOR IV TerMdianya prosedur*prosedur yeng slao vniuk metekukar> pertukaran Inforrnasi ying refevan seUme penanginan darural seria urUuk melakukan

fftdeb tndlkatotOtskjipsiKrtUtio

Teraedlanya prosedurlnfdrmasi dan komunlkasl danirat saat pcnanganan bencana dimana komunikaii dldokumentaslkan untukdlevaKiasl
untuk mendapatkan pe/rtelajaran balkyang ditujukan untuk penlngkatan efekUvKat prosedurlnfomasl dan komunlkaal bagk masyarakat saat
bencana

40



PRIORITAS I MEMASTIKAN BAHWA PEN6URANGAN RIS1K0 BENCANA MENJADISEBUAH

PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG

KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

Ml
1.1 Kerangkahukumdankebljakan

naslonal/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua Jenjang pemerintahan

40 1,5 60

.2 Tersedianya sumberdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana di

semua tingkat pemerintahan

80 1,25 100

.3 Terjallnnya partisipasi dan

desentralisasi komunitas melalul

pembagian kewenangan dan

sumber daya pada tingkat lokal

40 0,75 30

.4 Berfungsinyaforum/jaringan

daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

40 0,5 20



PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERIN6ATAN DIN1

s
2.1 Tersedtanya Kajian Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

40 1,25 50

.2

Tersedianya sistem-sistem yang

siap untuk memantau, mengarsip

dan menyebarluaskan data potensi

bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

0 1 0

.3

Tersedianya sistem peringatan dini

yang siap beroperasi untuk ska la

besar dengan jangkauan yang luas

keseluruh lapisan masyarakat

40 1,25 50

.4

Kajian Risiko Daerah

Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

0 0,5 0



PRIORITAS 111 MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASl DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

1 Tersedianya informasi yang relevan
mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seluruh pemangku kepentingan
(melalui jejarlng, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,

dst)

,2 Kurikuium sekolah, materi

pendidikan dan peiatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep

dan praktlk-praktik mengenai
pengurangan risiko bencana dan
pemulihan

0,75

60

Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multl bencana serta
anallsis manfaat-biaya {cost benefit

analysist) yang selalu

1,25 75

.4

Diterapkannya strategl untuk
membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang
mainpu menjangkau masyarakat
secara luas baik di perkotaan

maupun pedesaan

40

0,75

1,25 50



PRIORITAS IV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

1

4 1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

lingkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan ikiim

40 0,75 30

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial

dllaksanakan untuk mengurangi

kerentanan pendudukyang paling

berlsiko terkena dampak bencana

40 0.5 20

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan keglatan-kegiatan

ekonomi

0 0,5 0

.4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izin mendirikan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

40 0,75 30

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilltasi dan

pemulihan pascabencana

0 0,5 0

.6 Siapsedtanyaprosedur-prosedur

untuk menilai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar, terutama

infrastruktur

0 1 0



PRIORITAS V MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG
DISEMUATINGKAT

EFEKTIF

5 .1 Tersedianya kebijakan. kapasltas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko

bencana dalam pelaksanaannya

80 1 80

.2 Tersedianya rencana kontinjensi

bencana yang berpotensi terjadi
yangsiapd! semuajenjang

pemerintahan, iatihan reguler
diadakan untuk mengujl dan

mengembangkan progranv-

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansla! dan
logistik serta mekanisme antisipasi

yang slap untuk mendukung upaya

penanganan darurat yang efekUf
dan pemulihan pasca bencana

60 1,25 75

.4

Tersedianya prosedur yang relevan

untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

40 1 40



KOTA

PROVINSI:

REPUBLIK INDONESIA

1

rr~<-55=r=-..

■-.cV «%-■'. PRIORITAS.., ' i.'J
■'^'TOTAuJiCAT^j^rjNOETsfSi

PBlORiTASj|
Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana
menjadi sebuah prioritas national dan lokal dengan
dasar kelembagaan yans untuk pdaksanaannya

52^ 2

2 MengidentifikasI, mengkaji dan memantau risiko
bencana dan meningkatkan penngatan dint 25 1

3 Menggunakan pengetahuan, Inovasi dan pendidikan |
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan
ketahanan disemua tlngkat

31,25 1

4 Mengurangi faktor-fektor risiko yang mendasar 20 1

S Memperkuat kesiapslagaan terhadap bencana demi
respcn yang efektif di semua tingkat 5S,25 3

III

rNiUll£RjbRrTKS;;Xsiu'ir'£^'5vI^^^



KAB/KOTA :PADANG

FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

PRIORITAS/

INDIKATOR
DESKRtPSI INDIKATOR ,

NO.

£RT.

RESPON

{YA=l;

TinAK=Ol

1. 1

t 1

Kerangka hukum dan kebljakan naslonal/lokal untuk pengurangan
2 1

risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan
3 1

untuk semua jenjang pemerintahan
4

1.

5 1

Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan fi 1

pengurangan risiko bencana dl semua tlngkat pemerintahan 7 1

8

1.3
Terjalinnya partlstpasi dan desentralisasl komunitas melalui
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

9 1

10 1

11 1

12 1

1.4
Berfungslnya forum/Jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko
bencana

13 1

14 1

IS 1

16

2.1

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

17 1

18 1

19

20

2.2

Tersedianya sIstenMistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan
utama

21 1

22 1

23

24

2.3
Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan Jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

25 1

26 1

27 1

28

2.4
Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko lintas Datas
Guna Menggaiang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

29 1

3C

31

3

3 1

Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalu
Jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

31  1

3I  1
'

3.

3

3 2

Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan
mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangar
risiko bencana dan pemulihan

37  1

3i  1

39

40{



3. 1

41 1

rersedlanya metode riset untuk kajlan risiko multi bencana serta
4] 1

analisis manfaat-blaya (cost benefit analyslst) yangseialu
43

dikembangkan berdasarkan kuaiitas nasil nset
44

3.

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 45 1

tomunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang 4S 1

mampu menjangkau masyarakat secara luas balk dl perkotaan 47]

maupun pedesaan. 4S|

4.1

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 49 1

kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan SO 1

ingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam. 51 1

tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan ikllm 52 1

4.2

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
diiaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bahaya

Si] 1

54I 1
ss 1

ssl

4.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekcnomt
dan produksi telah diiaksanakan untuk mengurangi kerentanan

kegiatan-kegiatan ekonomi

S7 1

ssi
59!
Go|

4.4

Perencanaan dan pengelolaan pemuklman manusta memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan

umum (enforcement of building codes)

6l| 1
62 1

63 1

64

4.5
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitas! dan pemulihan pascabencana

6S 1

66 1

67 1

68

4.6

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilal dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama

Infrastruktur.

69 1

70

71

72

5. 1

Tersedianya kebijakan, kapasltas teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

73 1

74 1

7S 1

76

5 2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang siap dl semua jenjang pemerintahan, iatihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

77 1

78

79

88

5 3

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme

antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemulihan pasca bencana

81 1

S3 1

s:

8^

5 4

Tersedianya proseduryang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa

tanggap darurat

8 1

815  1

8T

8>  ■



KUE5I0NER
71NGXAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

CISUSUN BEBDASAflKAN INOIKATOR KtRANGUAKSI KTOGO

NAMA

KABUPATEN/KOTA

Indekt IndJkator

Tersedianya peroturan doerah otau peroWran kepala doerah tentang penanggulangon btncona yang diterjemohkon
dolam perencanoai} wilayah dan diadoptasikan pada aturan loin terkait

80

Indekitn^katof

Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sorana don Prasarano serta Personil) yong dialokasikon khusijs untuk
Pengurangan fUsiko Bencano.

80

INOIKATORII Teisea-onyo Sumoeiilafa yong fliolotovlion thusui unM MgiOlaii oer.gutangan i sTko stncafg qisemua Mfial ge/ntftnljMn

INOIKATOftl ygta.igto hulcum Bjn tfCyotan rasiOtol/tglalur.l-Asergjnr.gcr. Mko ceccsra Ij.'oB s3s etr.gsc

lM1QI>ITAtlMfMAn7MWAngaiBIJMfiAMflKlirQflOltimAMOIUAMPI»0»fTimOICAiWMg(UAl*gO*lAIOtW(lAWM5S«n£MflA6AAVlWfG»U«rflAgt

iNOiKATORIll Ter/olinnyo fiflisoas'KotuMBS eon isunrclisiu meleiuisiTitagian keMena/'goa Son tumserioya ggao imgictlotel

DtskripslKrittrIa

Terselenggoranyo pertlsipasl masyorakot dolam pengurangan risiko bencona dengan mekonisme Pembogion
Sumber Daya, Tugas, KewenangondonTonggungJavuabyongJelasantorapemerintahdonkelompokmasyorokot.

midlndlkgar

100

tMioMrA5iMfMA5ngAWf£»cuMwaAWftarofltwc«*iAMoaA«pwosn'ASiogAtHiwsa»AW90AiAio£wa*A)a*gs«tfMa*SAAWKAWsntATaAs>

INOIKATORIV Serlungslnya forum/|eiarin{ naslonil/lokal untuii ecn{urangan risika b«nuna

DeskilpsSKritafi

FwvnVkelompokv»ng terdlrt dart beitagal pemsngtai kepentlnjanyang ada dimatu daarah yang menaJikl komltmendan lemampuan untuk
menembul batasan {blrokrajl, pcndanaan, ]artngan keija dB) demi memp«r«s»t pelalsaaaan kebijakan-kebijakan terkaitpengurangan rtsiko
bencana yang diaepakatl bersama

Indekstnditatei

80

ftjjj ijrajTwTaTTftiQfnftPAirAftU Pfft/WSATiW DiMDJklAM UPAYA FSM»IJRAN(jAN_

INOIKATORI Tersedianya Kaj'an ftlslka Bencana Oaerati betdasarkan dala bahaya danlnlorniasl kerenianandanmellQutl penilalan liillio uniuksektBr-sektor
DeslulpslKtlUrIa

Tersedianya Kajlan Rtsiko Bencana Daerah berdastfkan data yang akurat befdasarkan pengetahuan BmlaN sejarah dan pcngetahuan IcAal yang
dapat diakses tiehsemua pctrangku keUiakan dan diladikan acuandalam pembuatan rencana pembangiman dan Investasl dl daerah.

Indeks tadrkster

60

iDDi/sDrraeii lanuieinorTTBraa •jniiitintuunuttuTtiitiKimrinifAUtnAUUr}j:NGWTIJMSISrTMP£limGATANDINIDAlAUlJPArAP£NGUItANGAN

INOIKATORII Tersedianya slslem-tlslemyanj slap untuk memantau, mengarilp dan menyebarluaskan data tentang babaya-banaya dankerenlanan-kerenta^

DeikrfpsI Krfterld

Tersedianya sBtem Informasi publik untuk memantau dan menyebarluaskan data bahaya, data kerentanan dan data kciahanan yang diarsip
secara balk dan diperbarul tcrus mencrus

Indekt Indltaat

60

fiUMVfl MATBUnJVUMJMUUklCUiA'fANd LSUiUHOtfHKftMUWrAS$UCA nUNAMI/TOCMflJ £WWWOOf UWTlur«NYUSVMW tllNCAHA AtSiCkAtMUN7VtHfKWAHCAHMSltOKUCAMA MOfitNU5UM*TfM
MUr



l»ain»m«ii»<CTjrtinnjnnrtti tAnjiitintnuniiUTAiiiiKitniirnriUtntnlAmiUtitAmMSajnjPailNGA7AMD!NtDAtMtUPArAp{N6tJMNGAN

iNDlKATORmTetiedijnya slHem serlngiun dini yang tlas etroBdtasi umuV tkala 6e<a> dangin fangicamn yang Imt liaselunjti tinglmltvel irdtya'a'a'

gtesJtrlpalKdleria Indeks Mdikstpr

Itlem peiingatan dinlyai^ stabO untuksegala jenlj bencana yang rnenjangkau scmua level masyarakat dan dlevstuasl secara beikab dehmultl
Stakc)ic4dcr, 80

1 PftlftRITA^ 11 MfNfiJnFWDFirAU MFNIIAt f)AN MfMAHTAUUSSKO BENCANA OASMSN1NGKA7KAMSSTEM PtBINGATANDIMDAIAM UPAYA PiNGUMNMN |

INOiKATOR (V Ranitatan rifiiko fokal dan national memoaftimbariekan rlslkoarUlko f«slona1/Jinta& batat guna manggalang karjaMma ceglonal manganai |

Oeskr^fiiiICr}tAtio Indeki Indkotor

Tersedlanya kajian dan Upaya pengurangan riskkobencana arrtar wUayah yang bertetangga pada bencana^bencana Intas daerah.
40

aoinairae m tfrwi^nmwa Prwu%iina am rfn/xftami(an i wwa^I nAN PFNninirAN I INTllr MfMflANGUN 6U0 AYA KEAMANAN DAN KHAHANAN DI SEMUA |

1 INDfKATOR 1 Tertedlanva Informail yang relavan mengenal bencana dan dapai d)ak»aA dl wmua tlngkai ekab «luruh pemangku lepenilngan ̂melaM jejarlng.

Deckrlpelkdcedo InMct indfkatee

Tersedlanya SIstem bifomatl bencana yang dapal diaksa oleh komunitaa lokal beitsikan data, scarab dan peskembangan dsiko bencana yang
selalu dipcibanil dan tointegrasl dengan sistem naslonal/regkjnal 60

lniin»rr«iiiTn»iLniiiin»fy»t-fTjiVJiijaawyfNCTTaHiu>N na» PfNPIomM uwrm MtMttANGUN BUDAY* tEAMAWAW PAN KETAHANAN 01 StMUA |
INOIKATORII Kurikidurn Mkolah. mateii B«"d'4lkan dan paUtlhanyang lejavan mancakup komtp-kanttddan prakUk-giakllk menganal pangurangantlslka

DeskflpitKfittrio Imteka bidlgatar

Tcilaksananya pela]ai3n teatang peaguranean rttUtobeneana diiakoUih yang ditunjang dengan kurilnjIurB yang tenikur untuKtemuaplhaksekDlati
rneskl tcibatas pada tebcrapa rtaika bencana yaagada pada daarah tencbut SO

IPBinBrTAtiiiTFBwiiiiinMYaPfMRAiiMaaMPnjAfTaHHAN tmmAklCAMPfMDiDmNUNTUItMaaaANGUMflUOAYAgEAblANANOAWKCTAHANANDIStMUA

INOIKATOR III Adanya melode diet untuk penllalanmulOrUIko »eru anallsit manlaal dan blaya yang talalu dikembangkan beidaaarkankualltat hatll riaat

DeskrIpiSKtlterio IndrktlixOJiatat

Tersedlanya metoda rtset dan alat untuk memlal multlrisiko pada bcbcrapa benaana secara Omlah dengan mamadukan kearilan lokal yang
mdiballcan pcran sena semua pemangku kepentingan Ungkai lokal dan telah dapal diterapkan tecara umumditingkat lokal gg

IPBinBiraetiiTTBuuiminMvaBtMtutuMaaMBtMfiFTaHiiaN lunvakj naw PFMniDikAN UMllIk MgWBAWSUN BUDAyA tEAMANAN PANKETAHANAWOISEMUA

INBIKATORIV Adanya ttralegl kacadaran leluiuhkomunltat untuk pelaVsarjan prakllk budaya keiabanan bencana dengan fangkauan luat bagl matyaraVaibalkdl

OesftripifKriterUf tndtks

TcfMdl^nya sUatcsi pembdngunan kKaddran itrU kdmpMye pembangunan kcsddarsn pubUt untuk praktikbudaya pengurangan rt$kko beneana
yangtbrbuVll sacara efekiifmembangun ketahanan tonvnktat untuk mengurangl risiko bencana yang ada di wUayahnya 60

IPRIORITAS IVADANYA UPAYA-UPAYA PENGUMNGAN f AKTOR rAKTOn RISIkO DASAR BENCANA

Oesk/lfisiKrtttrta

iNOlKATORIPenguiangan rltlkobencana meitrpakantuluanlntegral darl kebHakan-kebljakan dan lencana-tencana yang teihubungan dengan llngkunganWdup.

tndtia Mitolsr

Tersutunnyakebilakanpengelolaanllngkunganbalk pengelolaan sumber dayaalammaupuntata guna lahanyang rnempeibaiikan untur-unsur
pengurangan risiko bencana 100

oaoontMt^unj'iituNCAMaethaM'uft^ OtiusunottHr»tUNirASiuc*iUJ»AKa/to&JMiiD*MwtiCOViJvtHNrvujNAN ̂ tsCAN* AaitutfAHVHtwMncvnANCMtSjeouNCAHA «o«?taiUfcw«w



IPBloarTM MAPMWt UPAYVWAYA PB«URANG*N yAKTOR-fAnOR BISIKO DASM BEWCAW

INOtKATORMRewni-rencanadan kebil3lcan-k«6l(»kjAfl»mbanjut«nS04ial l»ngalxdlHtS»«ali»niJnlu> mtagurangl ktreManan panduaukya"? paling bttl^
CItskripsIMrlterlo

Terselenggararya aIcsl-»Vsi joslal dart berbagal pemanjku kepentlngan ber dasarttan peran dan tanjgungJawabyang telah ditenlukan dalam
kebljaVan-kcbijaVan pembangunan soslal yang dUusun atat data dan Informasl yang selalu dipeibarul beikaltan ketahanan Jarlngan pangan,
pcrekcnomian dan asuranal pada daeran bedsiko tlnggl

Indakl In^kotoi

80

(y ADANYA UPAYA-UPAYA PfNGllftANGAN fAlTOft-FAITTOW RISIXO DASAft fiENCANA

indtks tMiJketorOtikrtpiJ Kriterto

Adanya perllndunjan teibadap kegiatatvkeglatan ckonofri lena sekle«ektor produlol yang meneakup semua sektorkemltraan pubK dan swasta
untuk tnembantu mengurangl dampak kcaelunihan dart bencana 40

ItHIOMTAS IVAOAWA UPAyA-kiPAyA PtNGURANGAN fACTOR-f AKTOR RlSIkO DASAK BtNCANA

Infykt IndJkatot

Pertncanaan dan pengOolaan pemuklman manusla lelah dirancang dengan tepat dan kctat yangracmuat secma stralcgl unsuMirsur renona
tata gima tanah tennasuk penertipan. pcngau.asan dan fcrgonlrolan pembcilakuan fyaiat dan tain mdndWkan bangunan yang boguna untuk
mengelda pCfmikUnan knta yang makintama makJnmehjaj dltujukan untukmcmlnimaUtan dampak risikp-rtslkobpncana yang dilimtkjlkarktya

80

INOIXATOR IIIR«n<ana-rencana dan ktbllakan-kebljakan tektoral dl bidang akonomi dan ptadukt! telah ditaktanakan untuk mangurangljiat^i^

INDIKATORIV Perinanaandan pangaietaan ptmuklmanmanmla mtmuat unsai-uiauf ptngutangan litlko bentana t»rma»ukj«mb«rlak^^

lAflinaiTAA ni ADANYA UPaVA-tlPaVA PtNGURANSAN tACTOa-fAlOOaftlSlkODtf^ BEKCAWA

DakripstKrtUfia

iNOIKATORVlangkah-langkah pengurangan tltlko benaana dloadukan k« dalam pfotat-ptctet ttbabliitatl danpemullhanpataabancana

Bcnana dan pelaksanaan pemulihan bcncana telah tersiaun dengan mempertimbangkan noima, ttandar dan prtmip-pnnjip pengurangan risiko
bencana yang disuaun olch para pcmangku kepentlngan demi ketahanan penbangunan yang tedang dan telah dUaksanakan

Indda iMTikBtor

80

tk» KarTrkP.earTfkP PKiifO n><AP ftPWrAMA

INDIKATORVISIaptedlanya proiedur-crwedur untuk menllal dampak-dampak litlko bencana alau ptoyek-pfayek pembangunan betar.terutamalnlraMruktur
OeskripsI Krttefio

Tcrsedkanya prosedur penHalan dampat rbllco bencana kedaUm pcmbangunan tefbatas pada Udang'bJdang utama scperti pengantasan
kcmekinan. pcnimahan, air, energi dan infra&trulctxir yangtdab diterapkan pada pembangunan

Indcks fnd7t Jtof

40

11 AT VrUAP.^A<tAAM HFKrANA

Ind&kslnaket^OeskrtpstK/Hefia

Terbentuknya lembaga khusus yang rMmlllU kcwenangan dan lebijakan serta tumberdaya mamitla denganJumlah yang memadal yang ditunjang
olch sukardawan walau belum Uitunjang dengan kapatttat teknB tcna mekaniane keslapslagaanyang memadal dandalam pelaksanaannya
maslh bersifat sektoral

80

Indtkt Indlkator

Tersusunnya rcncana slaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajlan Umiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat
dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang teriadisebelumnya serta seialu diujlcobasecara teratur 40

INOlitATOR 1 $lap sedlanya kebl|akanyang kuat, kapasUasleknIt dan kelembagaan tetta mekanlsme penanggulangantlsllioj«neanadeng»n_pe»pe^

INDIKATORII Tersedlanya lencana keslap-siagaan bencana dan rentana antltlpasl yang slap dl semua lenlang penietlnlahanjatihaiwegulet_dla£ak^^

B«ioisrai*iaiiiusiu«u«uafMCiw'r««itioi«u«afwKwuwr*siu«rii»u"i(»a:aM)n««u''ria>tiNrur«wflu~«'<«««iJOiiiu*««c«n;rffwuA.«a"«ajo>ei««'aniOMo.siiwTfM
MiUP



Indekt linSiBter

Tenedlanya anggiran ufilukpelaksataan rencana tan progranvprceram pemullhan wiayah seiclah tejadl toitana dengan perslap»i yang
matang terhadap aksei teihadap dana daniral. daentisUsasI gudang makanan tesual dengan kebutuhan dan skenartowalau maiOi
membuluhkan sunbcf-sumber nasional dan rtgional untuk pemenuhannya

(ndpkf IftdiJrfftorDtakripsJ Kriteria

Tersedlanya prosedur kiforraasl dan karnunlkatl daiwal saat penanganan bcnona dimana iduiuh kemurtkasl didokumenlaslkan untukdievahiasi
untukmendapalkan pembclalaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektMtai prosedi* infomail dan kemunlkasl ba^ nasyarakal saat
bnncana

60

INOIKATOR WTersedianya pfwadut-prweduf yang tlap untuk melakukan ct'tukaran Intntmatl yang latavanialawa pananganan daruNUet^ntuluna^

INOIKATOR III Tetiedlanya cadanganflnantTal dan loglulk >ttia maVanltma anllslpatlyang tlap uniuk wandukung upaya ptnangananjaiura^

OUtOPU OAftI0unt 'ilMAHGANVWWWM' ttUUWW St»U TiOMAUl/ACiUfg ftiWWtUO UNTVt^NVUiUtAN AfKAMAAO/MtAHWTUififNCUAA»^HAOiTOUMCAHA fWMW/tt/M*flM
Oijur



PRIORITAS I MEMASHKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADISEBUAH

PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBA6AAN YANG

KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1.1 Kerangkahukumdankebijakan

nasional/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua jenjang pemerintahan

80 1,5 120

.2 Tersedlanya sumberdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana dl

semua tingkat pemerintahan

80 1,25 100

.3 Terjalinnya partisipasi dan

desentralisasi komunitas melalui

pembagian kewenangan dan

sumber daya pada tingkat lokal

100 0,75 75

.4 Berfungsinya forum/jaringan

daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

80 0.5 40

li



PRIORITASII MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

2.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data babaya

dan kerentanan untuk mellputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

60 1,25 75

.2

Tersedianya sistem-sistem yang

siap untuk memantau, mengarsip

dan menyebarluaskan data potensi

bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

60 1 60

.3

Tersedianya sistem peringatan din!

yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas

ke seluruh lapisan masyarakat

80 1,25 100

.4

Kajian Risiko Daerah

Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

40 0,5 20



PRIORITAS III MEN6GUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PEND1DIKAN UNTUK
MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

H
3.1 Tersedianya informas! yang relevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seiuruh pemangku kepentingan

(melalui jejaring, pengembangan
sistem untuk berbagi informasi,

dst)

60 0.75 45

.2 Kuriku1umsekolah,inateri

pendidikan dan pelatihan yang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktik-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

60 1,25 75

.3 Tersedianya metoderiset untuk

kajian risiko multi bencana serta

anaiisis manfaat-blaya (cost benefit

analysist) yang selatu

60 0.75 45

.4

Diterapkannya strategl untuk

membangun kesadaran seiuruh

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat

secara luas balk di perkotaan

maupun pedesaan

60 1.25 75



PRIORITAS IV MEN6URANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

.1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

llngkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan ikiim

Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan penduduk yang paling

berisiko terkena dampak bencana

100 0,75 75

Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksl telah

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan kegiatan-kegiatan

ekonomi

4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izln mendirikan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

80

40

0,5 40

0,5 20

80

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabllitasi dan

pemulihan pascabencana

Siapsedianya prosedur-prosedur

untuk menilai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar, terutama

infrastruktur

80

40

0,75 60

0,5 40

40



PRIORITASV MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF

Dl SEMUATINGKAT

5.1 Tersedlanya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencarta yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko

bencana dalam pelaksanaannya

80 1 80

.2 Tersedianya rencana kontlnjensi

bencana yang berpotensi terjadi

yang stap di semua jenjang

pemerintahan, latihan regular

diadakan untuk menguji dan

mengembangkan program-

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadanganfinansial dan

logistik serta mekanisme antisipasi
yang stap untuk mendukung upaya

penanganan darurat yang efektif

dan pemulihan pasca bencana

60 1.25 75

.4

Tersedianya proseduryang relevan

untuk meJakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

60 1 60



KOTA :

PROVINSI:

REPUBUK INDONESIA

^''toTA'fNItAnV-t
^.PRIORIT^^ yf PEllORlJAsJ

1 Memastlkan bahwa pengurangan risiko bencana
menjad! sebush prioritas national dan lokal dengan
dasar kelembagaanyang kuat untuk pelaksanaannya

83,75 4

2 Mengidentlfikasi, mengkaji dan memantau rtsiko

bencana dan meningkatkan peringatan dini 63;75 3

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan

ketahanan disemua tingkat
£0 3

4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 68,75 3

5 Memperkuat keslapslagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat 61,25 3



FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA : PESISIR SELATAN

PRIORITAS/

INDIKATOR
DE5KR)PSMt4DlKATOR {

NO.

txt.

RESPON

{YA=1;

TinAK=Ol

1. 1

1 1

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan
2

risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan
3

untuk semua jenjang pemerintahan
4

1.

S 1

Tersedlanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 6 1

pengurangan risiko bencana dl semua tingkat pemerintahan 7

S

1.3
Terjalinnya partisipasi dan desentrallsasi komunitas melalul
pembaglan kewenangan dan sumber daya pada tingkat iokal

9 1

10

11

12

1.4
Berfungsinya forum/Jarlngan daerah khusus untuk pengurangan risiko
bencana

13 1

14

15

16

2.1

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

17 1

IS

19

20

2.2

Tersedianya sistem-sistem yang slap untuk memantau, mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan
utama

21

22

23

24

2 3
Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skata
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

25 1

le

27

2i

2 4
Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas
Guna Menggaiang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

i'. 1 -

3()

3

3if

3 1

Tersedianya informasi yang reievan mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (meialu
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

3i  1

31

'  3
36

3 2

Kurikuium sekoiah, materi pendidikan dan peiatihan yang reievan
mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangar

risiko bencana dan pemulihan

37  1

3B

— ̂
9

40



3.

1

3

41

rersedianya metode riset untuk kajlan risiko mult! bencana serta
42

inallsis manfaat-biaya (cost benefit anaiyslst) yang selalu
43

jikembangkan berdasarkan kualitas basil liset
44

3. 4

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 4S 1

<omunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang 4S 1

mampu menjangkau masyarakat secara luas baik dl perkotaan 47

maupun pedesaan. 48

4.

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 49 1

kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan SO 1

Ingkungan hldup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam. 51 1

tata guna lahan dan adaptasl terhadap perubahan ikiim 52

4.2

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan pendudukyang paling
berisiko terkena dampak babaya

53 1

54 1

55

56

4.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekcnomi
dan produksl teiah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-keglatan ekonomi

57 1

SS

59

50

4.4

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesebatan

umum (enforcement of building codes)

61 1

62 1

63

64

4.5
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasl dan pemuilhan pascabencana

65 1

66

67

63

4.6

Slap sedlanya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar. terutama

infrastruktur.

69 1

70

71

73

5 1

Tersedianya kebijakan, kapasltas teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko bencana daiam pelaksanaannya

73 1

73 1

7!

11

5 2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang slap di semua jenjang pemerintaban, latiban reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

T 1

71\

7

81)

5 3

Tersedianya cadangan Hnanslal dan loglstik serta mekanisme

antlsipasi yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemulihan pasca bencana

81  1

S2  1

a3

84

5 4

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran Informasiyang relevan selama masa

tanggap darurat

a5  1

86  1

871
sa'.



KUESIONER
TINGKAT KETAHANAN OAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DISUSUN BCROASAFIXANINDUCATOR KEMNSKA AKSIHYOGO

NAMA

KABUPAnN/KOTA

loddks loAAoterDetlolpaKilUtla

Tersedianya peraturan doerah otaa peroturan kepalo doeroh tentang penanggu}ongon beneana yong diterjemahkon
dahm pereneanaan wilayoh don diadeptasikon pada aturan lain terkait

40

Indekt Indikataf

Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Presorana serto Personil) yang dialokosikon khusus untuk
Pengurangan flisiko Bencona.

60

INOIXATOR N TefseOionyo SumbeidGi/a wng efto/eVoj-icrt ifiusus untuk keg-olon oerqurGfrgon trS4'<G Oericono g»' semya t-f-gkot pefntiinlof^on

INOIKATORI Keronqko hukum don keOiiOkcn nos'or.ot/^kot untuk str jjror.gcr. fi.ko denconc edc dgr.gor. ditetcpkon uniuk ssfruo

\PiaomUIMOMSrKAHPtNCUItANGAHPISIKOBmCAMMtmADIPRIOIIITASlOKAlHINGGANASIOMlO£N6MaASaKaiMnAGAANYAMSiaMTaAei

INOIK4TOR 111 TtrjolinnfC Bortisipos: komuMos Bon Bfsrnltaliioi' mclaiuipemBoy-on ketntnonson Bon sumBe'Boya poBa Mgkel tciot

Deskilpsltrttttla KUafbxSJrotw

Terselenggaranya pertisipasi masyarokat delom pengurangan risiko bencona dengon mekanisme Pembagian
Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tonggung Jawab yong}das ontara pemerlntoh don kelompok masyarokat. 40

iPAIOMTAt 1 UOMSPKMrneUMSaANKBItO Bf7»CAM MOUAOJ PUOPtTAS lOKM HING6A AtASOWI OOAMW BAMSAflfMaAgAAftl YANSIVATBAGI
INOIKATORIV Berlungtlnys (oruin/|«|jttng njilonsl/lokat uniuk penguiangiri>li1lia6erK3na

Dakiipsl tilUtla ItMu Indlkator

FOfUfnAxkunpokyang terdifl dail beibagal pemanglcu kepentingan yang ada cSauatu datrah yang meinkld kaniitnKn dan kcmampuan untuk
mencmbus batasan [Urokrasl, pendanaan,iaringan kcqa diO dend mempenepal pdakaanaan kebi]akan-kebi]akan teikalt pengurangan rttiko
bancana yang dlsepakall banama

40

IwtiOMTAA u umEiomnnusi mfmlu dan uruAi/TAUHiura efwcam oaai MOiinacAmMSisnupuinGATANDim daiam UPaya PinevMNGAM |
INOlKATOAITaitedianya Ka|1an Risiko Sencana OaeiaH berdasarVan data babayadan Inloimasl k«i«ntanan danmellputl panllalan itsiko unluk sekiot-sektor

DtskrIpsIKrittila InMs Indlkatot

Tersedianya Xajlan Rlsiko Beneana Daerah berdasarkan datayangakurat berdasartan pengetabuan dmlah, s«)arah dan pengetahuan Ibkal yang
dapal diaksea oieb semiaa pemangku kebljakan dan d^adikanaatandalampcfnbuatan rencanapembangunandanlnvcstasidi daerah. 40

\PPiOSinASaMENaDENnnKASI.M£NtLAlDAHM£lMNTAURISIi:OBCNCAMDANU£HINGtATKANSBnUPaUMSATASDINlDAlAMUPArApmaiM}iaAM

INBIKATORII Tersedianya tlsiem-slstetn yang slap untuk memanlau, mengarslp dan menyeba/luaskan daia lentang bahaya'bahaya dan kerenianan-keienianan

DeskrlptlKrtarlo Indeb indlkoter

Tersedianya sistem Informas) pubiik untuk memantau dan menyebariuaskan data bahaya, data kerentanan dan data kelahanan yangdiarsip
secara balkdan dipertsarul tenjs meneius



InaifiBirttnumigmramnrati iminaintuunjA»TAIiaKIinKFf:fAHinAHUFMNGIA7tANSSTTUf£HIHC*T*NDmiDALAMUPAYAPCNCVMNtSAN

IN0IKAT08 III Te(««dUnY»»'«Uni perici|itjndln1 v»nt slsjber9P«ri»l untuk »li»l9 b«S<> tfgngjn |»mlnmi> Yk"8 ktttluruh BrgkJl l«v«1 m»»v«f«im

Ddk/lpii Krittfio pdeks IndJkotot

Sistem pertngatan dlnl yang stabO untuk segalaJenls bencanayang mcnjangkau semua tevd masyarakal dan dlcvaluasi secata bericata deh multi
stakeholder. 40

loQiAarrat n urMt/nfAmfll-AC; unJilAt naWMrUAWTAJrp^WO flWAW DAN M£WNGKATKANStSTTM PEMNOATANDINJ DAiAM UPAYA PiNbVHAMM |

mOIKATOft IV Panllalan risiko lokal dan national marnoartlmbantkan fltlko-rls^ko raglonal/llntat bata$ guna menggalang karjatama raglsnal menganat |

OokripsS Krittrh Indeks tndlkaW

Tcsrscdianya kajian dan Upaya pengurangan riiiko benona aniarWlayah yang bartatangga pada bencana-bencana llnlas daerah.
40

Pt»*noirae inTFtrwi itiinsvA PfNOr^ti aan mirFTaml&n iNDVA^ dan PFSninIVAN UMTlrt MEMBANCUN BUDAYA UAMAN^N DAN KETAHANAN 01SEMUA |

1 INOiKATOR 1 Tamdlanvi Informatl vane ralavan manganal bencana dan dapat d1aks«» dhemua tlngkat oleh lelutun pamangku kepentlngan (melalol Jejarini,

Deskripsl irittfia IndekS IndiknUr

Tcfsedianya Sistem Infomasl bencanayang dapat dlaVso oleh komunltas lokal bertslkan data, s^arah dan peikembangan rlsiko bencana yang
setaiu dlperbartd dan terlntegras^ dengan sistem nai tonal/regional 40

I froinpiTA< InTTgiMintn WAT»wt^rMaaMfrnj?:rrAwima" niOVASi DAt^SpifiiSSruMTlJC MEMSANGUN BUDAYA KtAMAHm DAW If FTAHAKW 01 SfMUA

IND1KATCR1I KutlkulumMkolJli, msterl p«ndljk»ndaftptl»tll>kftvang tel«van rrtfieakup kot\»»p-korn»B dan graktllc-pnUlk mtngtnal ptngurpngintltlko

Dtskripsl Kriterlo Iftdtks tndikatof

Tertaksananya peUJaian lenUng pcngurangan rtsikoberKana toekolah yarg dltunjang denean kuilkulum yang lerulnir untuk semua pihaksckolah
meakl lerbatas pada bebcaapa rtslko bencana yang ada pada daeiah tcrtebut 40

iBBinttirat tiiTrBvmiiiinMvapffjitfiiiuatijprMitnaHiiaM iwn/ati nANPfuninitaMUMTinCMCMftANGUNaUDaTAktAMANANPANknAHAWAN C1 StVUA |
INOIKATOR in Adanyairetod* tl$et untuk panllalan multltltlko serta anallsia maniaat danbiaya yang ttlalu dlkembangkan aardaaarkankualllat hatll tlaat

DesMpitKiiterta Indeks tndikotcf

Tersed(dnV9 mctode cHet dan alat untuk nM^nilal mutUrisiko pada beberapa bervana iccart Urr^denean rnemadukan keaAfan loka^y^ng
mclibatkan penrt s&ta scmua pcrnangku kepentingaA Itngkat Ideal dan telah dapat diteraplan $ecara umumditingkat Ibkdl

MIMRANSUN BUDAYA ktAMANAW DAN KETAHANAN PI StMUA |iPftlOMTAS Id TFRWUIUDNYA KNGGUNAAN PfKGFTANlJAN. U4GVA&I DAN PENDIDIXAN UKTUl

INOltAtORlV Adanya auatagi kesadaran talurub komuoitat untuk palaksanaan praktikbudaya katabanan baneana danganjangkauanluat bag! masyatakat balkdl

OeskilpitKriUria Indeki InOtatar

Tarsedlanya strategl pambangunan keiadaian seita kampanyc pcmbangunan kesadaian publikuntuk praktik budaya pcngurangan rtslko bencana
yang terbuktiSKaraefdklirinembangunkctahanankoniunitas untuk menguisngi rtslko bcncana yang ada dlwllayahnya gQ

IPRIORITAS n/ADAWAUPAVA-UPAVA PftaGURAtaGAtJ FACTOft-FAjnOP RlSJkODASAR fiCNCAKA

INOIKATORI Pengurangan tliiko baneana marupakan tuiuanlnlagral darl kabljakan-kabllakan dan rancana-ianeanayang btthubungan dtngan llngkungan hidup,

DeskripitiC/itefUl tndtki Ifdikatof

Tcrsusunnya kcbij^kdn pengcloladn hngVungan balk pcngdolaan sumber da/d alam maupun tata guna lahan yang mempcrbatlkan unsuiHinsur

pcngurangan risIko bencana 80



[pfi10RJT^^VA0Aw]^PAVA-U?A^^iN6URANGAi^AXT0R^AicT0R RISIKO OASftSt SENCAKA

tndeki lodlMaUfOaJuipsI tilteifo

TcractcngiJranyaaVil-alalsoslaldartbcfbagal pefruaglcuVtpenlln|anbcrdaurlunperan dantanggung lawabyangtclahdrtentulundJlam
kebljaVan-keWJalian pembangunan soslalyang ditusun atai data dan infofmail yang selalu diperbanil bediaitan ketahananJanngan pangan.
pcrefccnon^an dan asuranai pada dacrah bedsika linggi

60

m AftAMVA tiyAVA-HPAVA Pf fAKTQB^AfTOR DASAR DCNCANA

Indtkl udltstar

Adanya partndungan lerhadapkcgiatanHceglatan ekonond cena sektoMcklof produksl yang tnerKakup semua saktof kemitraan puUic dan swasta
uniuk mcmbantu mcngurangl dampak kesduruhan dad bencana 40

INE5IKAT0RII Rtn<ana-rtncanadan1iebi|akan-k«ai|akan pamBangunarnaslal tengati dllaHanakanuntuk mangurangi ketanianan pandudukjia^pallngja^W

INDIKATOR III Rancana-rancana danksbljakan-keBllakan tektotal dl bidang akonoml dan ptodukal lalahflllaktanakan unluk menguiang^kere^

lftoirkPfTA< m AftAMva iip&vAjm&yA rgjg^MpTwrtrMCArrnft-C&VTriP pmgrt hAtAft mmcama

iNOiKATORWPereneanaan danpengalolaan pamuklmaniraninia memi/aluntur-uniut pengutanganililko bancana terinatuk pambailakuantyaiat danl^

P£ih//fisl K/lterfo

Perencanun dan pcnd^daan ponJdmaA maouHa t£idh dirancang dangan tcpat dan ketat y^ng mamuat senwa nratagl unsuMmur rencaria
tata gvina Wnah teraiasuk penenlpan. pengawasan dan pcngoniroUn pembertakuan syarat dan lain mendlnkan bangunanyang tefguna untuk
mengclnla pcmuklman kota yang makln lama rnakin mduai ditujukan untukmcminimalkan dampak nslko-risiko bencana yang dltlmbulkannya

Indekl Indlkater

60

IpRIOMTAS WAPANYA tlRAYA-tlPAyA PgNGURAWGAN fACTOR-fAOOR RlSlkO DASAR KNCANA

Oest/fpii

INOIKATCRVlangkah-langkahpengutanjan rliiko bencana dipadukanke datam preta»-piote» tehabllltaal dan pemullhan paicabencana

Rencand dan pdaksanaan pcinulihan bencana tcUh tanusun dangan mampcrtimbangVan norma, standar dan pflnsip-prinsip pengurangan Hsiko
bancana dlsusun olah para pamangku kepentlngan deml ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan

^Adaks tndikatot

40

IPRIORJTM tVADAMVA tlPAYA-UPAYA PFNGURANGAN f ACTORSAXTOR RiSltO DASAR &CNCAHA

ligOlKATOR VI Slap sedlanya prnseduf-prossdur untuk menllal darapak-dampaV rliiko bencana atau ptayek-ptoyek pembangunan beiar.teiuufna iBlrattiuktur

Desk/lflsttritefia

Tcfscdianya pro&cduf pcnilalan dampak risiko bancana ke daUm pembangunan terbataa pada Udang-t^ang utama saperii pengantasan
kemlsVlnarv parxirnahan, air. energi dan Infradrulrturyang talah diterapkan pada pembangunan

Indfki Ut^hutot

40

PftlORJTAS V PERniAT rESIAP<SlAGAAN B^CANA □
INOIKATORI Slapsedllnya kebiiakanyang kuat, kapasltas teknlt dart keiembagaan tertamekanlsme penanggulangan rliiko bencana dengan perspeHII

Oeskrfflsi krtt&fta indeks Indltatae

Terbentuknya lembaga kbucus yang memlliki kewenangan dan kebijakan seita sumberdaya maniiila dengan jumlahyang memadal yang diturijarg
deh sukarelawan walau behim ditunjang dengan kapasltas tcknU serta mekanisme keslapclagaan yang memadal dan dalam pelaksanaannya
masih benlfat sektoral

60

I PfllORITASV PERnJAT KESIAP-SIAGAAN BENCAt4A
INDIKATORIITersedlanyalencanakeilap-siagaanbencanadanrencanaantlslpasiyang tlapdltemualenlang pemerlntahan.latlhanreguler dladakanunluk

DtikripiS Krtttflo InOtks Uidikator

Tersusur^nya rencana sLdga dan pmeduryang di&usun berdasaitan kd|ian llnvah dan pangetahuan komunitas tantar^g up^ya pananganan darurat
dan pamutihan bancana bardasartan pambalajaran yang tei]adl cebdumrya scrta $ala!u dlujlcoba secara teratur



I Ml V Pnn!AT gg<jaft.gtar;aAii acWTAVA

INOIKAtOH III T«rwdUBY» udingaftflnaMlilajnloslMiV se'ti m»Vjfi)ime anlliloail yarj tlip unluk mtodukunjugaya flenamanan daruial yang alaHit dan
OtSkrlptlKtiteila

Tersedlanya an jgfan untuk pelaloanaan rencaiu dan pfograrrhptogram pemulihanwilayah letelah teitadi bcncana dangan perjiapan yang
matang teitadap akus teitiadap dana danjrat, descntralisasi gudang tnakanan souat dengan kebuUihan dan skenario walau matih
mcmbutuhkan sumbef-aumber naalonal dan regional untuk pcmenuhannya

lAdekifndlftdfor

60

l&BiftPiTAtUpgpviiATrPClAl>.^GAAN BfNCAfIA 1
INOIKATOR IVTeiaedlanya BfOJedur-prMeduryang ilaoantuk malakukan petiakaran Wormaalyang relauan utama cenanganan daiural aeria unluk melakukan

Oeakdpal Kriterla

Terscdianya proaedur Infermasl dan komunikaal daivrat saat penanganan bencana dlmana lekinih komunlkati didtiumentaslkan untuk dievahiasl
untuk cncndapatkan pornbdajaran baikyang ditojukan umuk peningkatan efektlvnat proaedurinfcmaal dan komunikasl bagi masyarakat uat
bencana

Indefcl Indlkater

60



PRIORITAS I MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADl SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1 .1 Kerangka hukum dan kebijakan

nasional/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua jenjang pemerintahan

40 1,5 60

.2 Tersedianyasumberdayayang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana di

semua tingkat pemerintahan

60 1,25 75

.3 Terjalinnya partisipasi dan

desentralisasi komunitas melalui

pembagian kewenangan dan
sumber daya pada tingkat lokal

40 0,75 30

.4 Berfungsinyaforum/jaringan

daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

40 0.5 20



PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINt

2.1 Tersedianya Kajtan Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

40 1,25 50

.2

Tersedianya sistem-sistem yang

siap untuk memantau, mengarsip

dan menyebarluaskan data potensi

bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

0 1 0

.3

Tersedianya sistem peringatan dini

yang slap beroperasi untuk skala

besar dengan jangkauan yang luas

ke seluruh lapisan masyarakat

40 1,25 50

.4

Kajian Risiko Daerah

Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk

Pengurangan Risiko

40 0,5 20



PRIORITAS III MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIOIKAN UNTUK

MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

3.1 Tersedianya informasi yang relevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seluruh pemangku kepentingan

(melalui jejaring, pengembangan

sistem untuk berbagi informasi,

dst)

40 0,75 30

.2 Kurikulumsekolah, materi

pendidikandan peiatihanyang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktik-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

40 1,25 50

.3 Tersedianya metoderiset untuk

kajian risiko multi bencana serta

analisis manfaat-biaya (cost benefit

analysist) yang selalu

0 0,75 0

.4

Diterapkannya strategi untuk

membangun kesadaran seturuh

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat

secara iuas baik di perkotaan

maupun pedesaan

60 1,25 75



PRIOftlTAS IV MENGURANGt FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

m
4.1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

lingkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan ikiim

80 0,75 60

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan soslal

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan penduduk yang paling

berisiko terkena dampak bencana

£0 0,5 30

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan kegiatan-kegiatan

ekonomi

40 0,5 20

.4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izin mendlrikan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

60 0,75 45

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabllitasi dan

pemullhan pascabencana

40 0,5 20

.6 Siapsedianyaprosedur-prosedur

untuk menllai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar, terutama

infrastruktur

40 1 40



PRIORITASV MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF

Dl SEMUATINGKAT

£
5.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko

bencana dalam pelaksanaannya

60 1 60

.2 Tersedianya rencana kontinjensi

bencana yang berpotensi terjadi

yang siap di semua Jenjang

pemerintahan, latihan reguler

diadakan untuk menguji dan

mengembangkan program-

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finanslal dan

logistik serta mekanisme antisipasi

yang siap untuk mendukung upaya

penanganan darurat yang efektif

dan pemulihan pasca bencana

60 1,25 75

.4

Tersedianya prosedur yang relevan

untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

60 1 60



KOTA :

PROVINSI:

REPUBUK INDONESIA

iT fOTAirNll#^J7>D|^^|
PftlqRlTAs/.y rPRIORiTWa 1

1 Memastikan bahwa penguranean risiko bencana

menjadi sebuah prioritas national dan lokal dengan

dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

46,25 2

2 Mengidentifikasl, mengkajl dan memantau risiko
bencana dan menlngkatkan penngatan dini 30 1

3 Menggunakan pengetahuan, Inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan

ketahanan disemua tingkat
38,75 2

4 Mengurangi faktor-faktorrisikoyang mendasar 53,75 2

S Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi

respon yang efektif di semua tingkat 56,25 3



FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA : PADANG PARIAMAN

PRIORITAS/

INDIKATOR
DESKRIPSI INDIKATOR

NO.

'£RT.

RESPON

(YA=1;

T10AK=0)

1. 1

1 1

Kerangka hukum dan kebljakan naslonal/lokal untuk pengurangan
2 1

risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan
3 1

untuk semua jenjang pemerintahan
4

I.2

5 1

Tersedtanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan S 1

pengurangan risiko bencana dl semua tingkat pemerintahan 7

8

1.3
Terjaiinnya partislpasi dan desentrallsasi komunitas melalui

pembaglan kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

9 1

10 1

11

12

1.4
Berfungslnya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko

bencana

U 1

14 1

IS

16

2.1

Tersedlanya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

17 1

18 1

19

20

2.2

Tersedianya sisterr>-slstem yang slap untuk memantau, mengarsip dan

menyebariuaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan

utama

21 1

22

23

24

2. 3
Tersedianya sistem peringatan dini yang siap bercperasi untuk skala

besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

25 1

26

27

28

2.4
Kajian Risiko Daerah Mempertlmbangkan Risiko-Risiko LIntas Datas

Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

29 1

30 1

31

32

3.1

Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat cleh seluruh pemangku kepentingan (melalu

jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

33 1

34

33

3(

3.2

Kurikulum sekolah, mater! pendidikan dan pelatihan yang relevan

mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan

risiko bencana dan pemullhan

3" 1

32 1

3'

4)



3.

3.

4.

4.

4.

4. 4

Tersedlanya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-blaya (cost benefit analysist) yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas basil rIset

Diterapkannya strategl untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya taban bencana yang
mampu menjangkau masyarakat secara luas balk dl perkotaan
maupun pedesaan.
Pengurangan risiko bencana merupakan salab satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berbubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumberdaya alam,
tata guna laban dan adaptasi terhadap perubaban Iklfm

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling
berisiko terkena dampak bahaya

41

42

4S

44

4S

46

47

4S

49

50

SI

52

53

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral dl bidang ekonomi
dan produksi teiah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-kegiatan ekonomi

54

55

56

57

5S

59

60

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan

umum (enforcement of building codes)

61

62

63

64

4.
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan pemuiihan pascabencana

65

66

67

68

4.

Siap sedlanya prosedur-prosedur untuk menilal dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama

infrastruktur.

69

70

71

72

5.

5.

5.

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

73

74

75

76

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang slap di semua jenjang pemerintaban. latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

77

78

79

80

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme

antisipasi yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemuliban pasca bencana

81

82

83

84

5.

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa

tanggap darurat

85

86

—-

881



KUESIONER

T1N6KAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENCURANGAN RISIKO BENCANA
DISUSUNBEBDASAKKANINDIKATORKERANGKAAUIKyOGO

NAMA

KABUPAHN/KOTA

Indekt UuEketai

Tersedlonya peroturan daeroh otou peroturon kepala doeroh tentong penanggulongaei bencana yang diterjemohkon
dahm perencanoon wilayoh don diadaptaslkan pada oturan loin terkait

80

fndekl IndlMat

Tersedlonya Sumber Daya (Dana, Serona don Prasarana serta Personil) yong dialokasikon Idiusus untuk
Pengufongan Pisiko Bencano.

INDIKATOBI Kirgnglahut'jm ton keoiioton niiS:onel,1eM ar.M ptniutgnggn r,si>:3 ttr,isr.e !<ten cia af>i;an lanjamig aivoB gt»eligMilelooW;K^^

W.'W ••s.. -Pit ̂  ^ ♦ - a' - • -.A.^ . '. l.
INOIKATORII 7erua!ofiyo tvmcef^avo ycng qiotckan'ton kr,;jsus untuk kegicton pengyfsr.gen fSiko s«rcor.9 di semuo ungiet esme/intor^

li,ci\i\cm,tiiMnjit<TirituBniKiiBtuKtuBKimKrnr»HAUFKIADIPIUOinTiSlOeAlHINaaANASIOH»l DtNCAUPASS KUMASMN YAMS ajATBACI

iNOIKAtORliI Tei/alinntte oanisfsoslkcmur.itoi Son eeitmreUsosi meldm semCogian tewenengjB eon surtioe' eoyo ggJg tir-giot lekoi

Otik/fpsSKlittria

Terselenggofonyo por^posl mQsyarokot doJam pengurongon rissko bencana dengan wckaniime Pembogion
Sumber Oayo, Tugas, Kewenongon dan TonggungJawob yangjelos onlara [lemerlntah dan kelompokmasyarakat.

Mlaimailieter

60

INOIKATORIV Berlun;<Inyj ferum/Jejirlng KAStonal/Ioksl untuk pangurantan rl»lka btncAnt

OtskripiiKrtUHa

ForurnActompokyang tcrdirt dart bobagal pemangku kepenllnganyangada dbuatu dacrah yang mcmOiB komltmen dan kemampian untuk
tnenemba balasan (blrokrssl. pendanaan.Jartngan kcna dll) dcml mempcrcepat pdakjanaan kcbijakan-krtljakan tertiatt penguiangan rtsiko
bencana yang disepakati bersama

bideks tndikatoe

60

I...I..1VIT..M t.etmiir,AtiiirttAUTAiiBmimartjrAti^^tt^nirur.rAirtHiKm4PlRINCATiNDINIDAlAMUPArAP£HSllliAMSM I

Dakiiptl Kiltuia '

INOIKATORI Teisedianya Kailan Rijiko Bencana Oaerah seidamkandaia bartaya denlnlotnud kerenianandan mellputl penllalan rltikauniuktektec-tektor
litdekslndlkBtBt

Tetsedlanya Itajlan Bhiko Bencana Daerah bcrdaiaikan datayang akurat bcfdataikan pcngttahuan ilmlah, sejarah dan pengetahuan lokalyang
dapat diakas oteh semisa pcnungku kebl]akan dan dQadikanaaian dalampetnbuatan rencana pembangunan dan Investad dl daerah. 60

«.f«rrt «■ n« imrunarrai I aicirin pniii'alua nAMMfMlnlrtrATirAIJgtlTM PfHtMGATAW PIWMIAMUPAM PIWGOSAWtiAW

INOIKATORII Tcrsedlanya tlHem-slstemyang dap untuk memaniau, mengatdp dan cnenyebafluatkan data lentang aahaya-bahaya dan kerenlanan-ketenlanan
lodeks fndlkBtsrOeikrt^l Jmterfa

Tcrsedlanya siitem Informasl piAUk untukmemantao dan mcnyebarluaskan data bahaya, data kercntanan dan data keiahanan yang diarsip
secara baik dan dipetbarul tenis menerus 40



fitriM miNGATM Dim DAIAM UPAYA PENSUIIAN6MMSNGIDCNTHKAS. JUPBMJ OAWMfMAWAUfilMO BENCANA DAN MtMN

IndtkslndliBlei
OakslpsilCfite/ia

SIstcm peiingaian <llnl yang sUba untulc scgala ieJiIi benuna v»"« nitfl;angkau scmua
stakehsldcr.

level matyarakat dan diwaluasJ setata bertala deb multl

&ln^
Tersedianya kajlan dan Upaya pengurangan rtsito bencana antar vdayahyang bertetangga pada bencana-bentana

INOIKATORIV Penllalan rMko iokal dan naalonalrri

60

JDAVA rtAMANAN DAN kCTAHANAN Pi StMUATERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN. INOVAH DAN PtNDIOIItAN *•

rndels Indiketoe
Oeak/fAsI Kriterftf

Tersedlanya SKten, mformaal bencana yang dapat dlataes dab tamunltaa Ideal bcnaikan data, sajarah dan pefkembangan riaiko bencana yang
sclaiu dipeibanil dan tertnlegrasl dcngan sKtem naaional/re^cnal 40

langun budaya kcamanan daniPWOMTASmTERWlHODNYA POI6GUNAAN PtNGETAHUAN. INOVASI DAN PENPI

Indekt Indltatot

pelalaran tcntang pengurangan rtaiknbencana diaetolah yang ditunjang dengan kunkulumyang twukur untuksemua pihak tckdah
mesU tcrbalas pada bcberapa nsiko bcneana yang ada pada daerah Icrsebut 60

itaiuiaMAM DAN HETAHANAN PI SEMUA \

InOeks Indilwaf
DeiMptJKriterto

Terscdlanya metode flset dan alat oMuV mcnilal multifliiko pada bebeiapa bencana secara ilmiah dengan mcmadukan keanfan kjkal yang
melibatkan peean serta «moa pemangku kcpentlngan bngkat lokal dan telah dapat dilerapkan secara uimim ditngkal tokal 40

INOIKATORII Ku^lkulumsekda^ma^e"r7pe^n^d1dlkandana.latlhanvangtelevann■encakuBkens«p■kontepdanBraktil.^p.aVtlkn^en,enaip;^an^an^

IpBIORITAg 111 TIftWUjm)NYA PENGGUNAAN PEWGnAHUAN. INOVASJ DAN PENI'iSATOftl'AdVnva'il^eVXlleTuni.ikpenllaianniul.l.lslkQie.taanallslsmad^

INOIKATOR I'li Ter'sedlanyaslstem pe.lngatan dinl yang slap beraper.sl vn.uk skala besar dengan |angkauanyangluaskes>^^

■NPiKATOa I Te.sedlanya1nle..n.»l yang,eleven T.ng.n.i bencana dan dapai diak.e. dl s.mua dngkat oleh seluruK penrangkuk^nt^^

PftlORITAg m TtRWUIUDNYA PENGGUNAAN P|NGETAHUARUNOV^D*^

DeMptlKriten

IPIKAN UNTUk MEM|ANGUNjUDAWgAMANAN£AN^^

1iiMalndlkatat

Tersedianya strategl pcmbangunan kesadarar. serta kampanye pembangunan kesadaran puNrk unluk prakuk budaya pengurangan itsiko bencana |
yanglerbuMl secara elcktif membangun kctahanan komunltas untukmengurangl risiko bencanayang ada dl wllayahnya 80

iinBrrae IV AnaNYAtlPAYA-UPAVA PENGURANGAN EAkTOR-fAnORIliaEOD«AR BENCANA

OeaJMpsJ XriCerfa

m.,.,nai,antuiuanlnle.raldarlkebliakan.kebl|akanda
INOIKATORI Pengurangan risiko bencana

niencana-rencanayang6e.hubungaiidenganHngkunganWdu9,

Teisusunnya keWjakan pengeldaan llngkungan balk pengeldaan sumber daya atammaupm lala guna tehanyang memperhaUkan unsuwinsur
pengursngan risiko bcnc^na

Mdtks U^ikator

80



Tmelencfraranya akl^ksl iOiH diri bcrbagal pemangku kepenUngan berdssartun pcran dan targgung^wab yang telah ditwtukan dalam
kebqakan-kebljakan pemtangunan wsbl yang dausun ata$ data dan Inloimasl yang sclalu dlperbarulbcrtianan keiahananjartngan pangan,
perekonomlan dan asuranii pada daenh berisiko ilnggi

80

IptnflBiras n/aaaWA UPAYA-tiyaYA PtNGURAN&kN fAKTOa-fAKTOH RCItO DASAR 6EJ<CAN*
assINOfKATOR III Raneana-ftncana dankebiiakarvkabljakan taViwal dl

DeslalpsI Kiiaria

Adanya pedindungan tartiadap kcglatanieglatan ekonomi scfta sektoMdaof produksi yang mcncakuptemua seklorVemliraan pubDedan $
untuk membantu menguiangl dampakkasdunihan dart bencana

laOeki btdiketor

40

iMaORTTAg MAPANYA UPAYA-OPAYA POiSURANGAN PAICTO«-fACTOtlRlSIXO DASAR BtJ

Indcks IndikaOr
Dtikiipll Kilttria

Petenaanaan dan pengeUaan perauMman manusla telah (Brancang dengan lepat dan ketat yang inemuat semia aUalegl unsur-unsurfencana
uta guna tanah termasUkpeneitlpan, pengawasan dan personlrolan pembertakuan syaral dan lain mendirikan bangunan ysrg baig^ ontu
mengdola pemukiman kota yang makin bma makin nxJuai dimiukan untuk memlnimalkan dampak nsiko-rtiiko bencana yang diumbutkannya

80

Indtia InOtatoi

p^,-.H...pri.v.,n»nppnuilihanl>ftanatnlahtert»Bundcntanmefnpeftimbangkanno«Tna.Itandafdanpfinilp-pnnslppenguranganfUiko
bencana yang disusun cieh para pemangku kepentmgan dend ketahanai pembangunanyang sedang dan tdah dUakianakan

i\/antw« iipaYa.liPAVA PtNGUftANaAM tACTOR-fArTORtuakO DAW BfNCANA

Indeks Indikstor

Tcrsedlanya prosedur pcnilalan dampak rtsiko bencana kedalam pembangunan tcibatas pada bldang-bklang utama sepcrtl pengcntasan
kemlsklnan, perumahan, ab, cncrgl dan Infrastrukturyang Idah diierapkan pada pembangunan 40

ipmORJTAS IVAOAWA UPAYA-UPAYA PtWGUit;

INDIKATOR Vlangkah-langkah penguiangan .icIVa Bencana dipadukan ke dalam efwes-ptocewekabjlllas^dan^^

INDKATORIV Perencanaandan pengetoiaan pemukiman ■nanuc1amemuatumur-umurpengu.angan.Ulkc.bencana termatuk pembertaku^r^^

INDIKATOR VI Slap cedlanya pracedui-ptocetiu. uncuk menllal dampak-dampak ritlka bencana auu prinrek-pievej^pembangu^^

Oekrfps/Mtertd tndeki tndikaW

Terbentuknya lembega khusuc yang memlUkI kewenangan dan keWjakan certa sumberdaya manusa dengan lumlah yang men^^yang dminjang |
oleh cukarelawan u«lau belum ditunlang dengan kapasitac tcknU serta mekanlsme keslapslagaan yangmemadai dan dalam peiaksanaannya
masib bersilat scktoral

80

i marfft t \l PfttiniftTVTO BENCANAMTe.cedlanvatenunakeclap-ciagaanbencana dan .encanaantUlpacI yang clap dUemualenjang peme.lntaban.lallbanreguletdladakan un^
Dek/fpsf Krtteria

Tersusunnya rerona ciaga dan prosedur yang d.susun berdaiarkan kajian ilmlan dan pengelahuan knmunltas tenUng upaya penanganan
dan pemuiihan bencana berdacatkan pembelajaran yang leijadi sebekimnya serta setalu diuitoba secara teralur

ddrurdl

Indtks indlkatdt

40



IpwOMTMV POIIfUAT KI51A>-S1ASAAK 8ENCANA

Indekilndlkatef

TencdlanyJ anjgiran untuk peUkunun rentana dan pregranvp^egiani peniulihan wUayah sWeUh teijadl bencana dengan penlapan yang
matang ttttiadap abas terhadap dana danirat, dcsentralisasi gudang makanan snual dengan kebutuhan dati skenailo watau masih
(nambuluhkan sumbe'-iumbarnasional dan rpgtnnal untuk pamcnuhannya

60

tndeb ImUkatetDakrIpsI KrlUria

Tcncdiarrya pmsedurInformail dan komunikasi danirat ual penanganan bcneana dimana setunih komunlkasl didokumcntaiikan untuk diavaluasi
mtuknendapatkan pembcla^aran balk yang dltu]ukan untuk pcnlngkatan efeWMtas preseduf Infomasi dan komunlkasl bagi masyarakatsaat
bencana

80

INOWATOft IV Tetsedlanya pfosadur-piettdut yang slap untuk mtlakukan paitukaranlnlormasl yang itlevan salama ojnarjanan^ariiral_saf^

INOIKATOR III Tarsedianya cadanganllnantlal danloglstit ttila makanltme antltlpjsl yang slap untuk ntendjikungjipayajananja^^



PRIORITAS I MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADISEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

s
1.1 Kerangka hukum dan kebljakan

nasional/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua jenjang pemerintahan

80 1,5 120

.2 Tersedianyasumberdayayang

dialokasikan khusus untuk keglatan

pengurangan risiko bencana di

semua tingkat pemerintahan

60 1,25 75

.3 Terjalinnyapartislpasldan

desentralisasi komunitas melaiul

pembaglan kewenangan dan

sumber daya pada tingkat lokal

60 0,75 45

.4 Berfungsinya forum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

60 0,5 30



PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJl DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENIN6KATKAN PERINGATAN DINI

.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana
Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

.2

Tersedianya sistem-sistem yang

siap untuk memantau, mengarsip
dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

60

.3

.4

Tersedianya sistem peringatan dini
yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

40

1.25 75

40

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko
Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

40

1,25

60

50

0,5 30



PRIORITAS MEN6GUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK

MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

s Mfgi
3.1 Tersedianya informasi yang relevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seluruh pemangku kepentingan

(melalui jejaring, pengembangan

sistem untuk berbagi informasi,

dst)

40 0.75 30

.2 Kurikulumsekolah, mater!

pendidikan dan pelatihan yang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktlk-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

60 1,25 75

.3 Tersedianya metode riset untuk

kajian risiko multi bencana serta

analisis manfaat-biaya (cost benefit

analysist) yang selalu

40 0,75 30

.4

Diterapkannya strategi untuk

membangun kesadaran seluruh

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat

secara luas baik di perkotaan

maupun pedesaan

80 1,25 100



PRIORITASIV MENGURANGI FAKTOR-fAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

!
4 1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

lingkungan hidup, termasuk untuk

pengelolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan ikiim

80 0,75 60

.2 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial

diiaksanakan untuk mengurangi

kerentanan pendudukyang paling

berisiko terkena dampak bencana

80 0,5 40

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksi teiah

diiaksanakan untuk mengurangi

kerentanan kegiatan-kegiatan

ekonomi

40 0,5 20

.4. Perencanaan dan pengelolaan

pemukiman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izin mendirikan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

•80 0,75 60

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rebabilitasi dan

pemulihan pascabencana

60 0,5 30

.6 Siapsedianyaprosedur-prosedur

untuk meniiai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar,terutama

infrastruktur

40 1 40

i

1



PRIORITAS V MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF

01SEMUATINGKAT

5 .1 Tersedianya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko

bencana dalam pelaksanaannya

80 1 80

.2 Tersedianya rencana kontinjensi

bencana yang berpotensl terjadi

yangsiap di semua jenjang

pemerintahan, latihan reguier

dladakan untuk menguji dan

mengembangkan progranv

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finansial dan

logistik serta mekanisme antisipasi

yang slap untuk mendukung upaya

penanganan darurat yang efektif

dan pemulihan pasca bencana

60 1,25 75

.4

Tersedianya proseduryang relevan

untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

80 1 80



KOTA :

PROVINSI:

REPUBUK INDONESIA

flfOTALl^iLAI^^'OEKS^ 1
J?lQSiV^lfBRlORlTAVj 1

1 Memastikan bahwa pengurangart risiko bencana
menjadi sebuah prloritas nasiortal dan lokal dengan
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

67^ 3

2 Mengidentifikas<, mengkaji dan memantau risiko

bencana dan meningkatkan peringatan dini 48,75 2

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan
ketahanan disemua tingkat

58,75 3

4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 62,5 3

5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
responyangefektif disemua tingkat 66,25 3

l;fbTArau\CPRIOMTASr>-^^^
i^eTAHANAN:DAERAH^^fg£?i|^^^fe



FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH

KAB/KOTA : KEPULAUAN MENTAWAI

PRIORITAS/

INDIKATOR
DESKRIPSI INDIKATOR

1  RESPON
NO.

PERT. (*A=1;
TinAK=m

1. 1

Kerangka hukum dan kebijakan naslonaiyiokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan
untuk semua jenjang pemerintahan

ll 1
2  1

3  1

4]

1. 2
Tersedlanya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan

pengurangan risiko bencana dl semua tingkat pemerintahan

s  1

B  1

?!
sj

1.3
Terjallnnya partisipasi dan desentralisasi komunitas meialul

pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

si 1
:o 1

111
121

1.4
Berfungsinya forum/jarlngan daerah khusus untuk pengurangan risiko

bencana

13 1

14 1

is|
is{

2. 1

Tersedlanya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk mellputi risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

17 I

is|
19|
2q|

2.2

Tersedlanya sistem-slstem yang siap untuk memantau, mengarsip dan
menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan
utama

21 1

22!
23|
24|

2. 3
Tersedlanya sistem peringatan dini yang slap beroperasi untuk skaia

besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

2S 1

26 1

27j
isj

2.4
Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Untas Batas

Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

19!
30|
3l|

32|

3.1

Tersedlanya informasiyang reievan mengenai bencana dan dapat

diakses dl semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (meialul

jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi infcrmasi, dst)

33 1

34|
3S|
36|

3.2

Kurikulum sekolah, materi pendldikan dan pelatihan yang reievan

mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan

risiko bencana dan pemulihan

3?!
asj
39l

4o{



3. 3

4li
rersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta 4}!
anallsis manfaat-biaya (cost benefit analysis!) yang selalu 4)1
dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset 44|

3. 4

DIterapkannya strategl untuk membangun kesadaran seluruh 4S 1

komunltas dalam melaksanakan praktik budaya taban bencana yang 461

mampu menjangkau masyarakatsecara luas balk di perkotaan 4?!

maupun pedesaan. 4a[

4. 1

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan darl 49 1

kebljakan-kebljakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan SO 1

ingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, 5l|
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan Ikllm S]|

4.2

53 0
Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial

dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling

berlsiko terkena dampak bahaya

S4

55

56

4.3

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi

dan produksl telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan

kegiatan-kegiatan ekonomi

57

ssj
ssj
6o|

4.4

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat

dan izin mendlrikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan

umum (enforcement of building codes)

6l| 1
ezj

63|

64|

4.S
Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilitasi dan pemuliban pascabencana

6S 1

66| 1
67 1

6S]

4.6

Siap sedlanya prosedur-prosedur untuk meniiai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama

Infrastruktur.

69

70

71

72

5.1

Tersedianya kebljakan, kapasitas teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

73 1

74 1

75

76

5.

j

2

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi
yang slap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap

darurat bencana

77 1

78

79

80

5 3

Tersedianya cadangan finansia! dan loglstlk serta mekanisme

antisipasi yang slap untuk mendukung upaya penanganan darurat

yang efektif dan pemulihan pasca bencana

SI 1

82

83

84

5 4

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran Informasi yang relevan seiama masa

tanggap darurat

SS 1

86 1

87 1

8i



KUESIONER
T1N6KAT KETAHANAN OAERAH DALAM PENGURAN6AN RISIKO BENCANA

DISVSUN 8QIDASARKAN INDlKATOft ICBIANGUAKSIHYOGO

NAUA

KABUPATEN/KOTA

Indekt Indlkatet

Tersedionya peratvron daerah atou peraturon kepala doerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemohkon
dalom perenconaan wiloyoh dan diodoptadkan pada aturan lain terkait

80

Indeks Indikatei

Tersedionya Sumber Doya (Dona, Sorona don Prasarana serto Personil) yang diolokasikon khusus unWk
Pengurangan Pisiko Bencana.

60

INOIKATORII Terse9^iiyo svotb«r9o^o ycrg tiio'9i<os''kon knusus i.nluk keoiotan peng<jpongon niiko bencono g.* iemva '•figkel esmtrintofio'^

INOWATOft I Kerarigko tivkum 9on ktOi/Ckin rosioroi/tckol ur.fA pinyurgngan riiiio teniofio le.'gft e9a itngan tar.ggvr.go,hob eksotsu aitetsokcn untuk scmvo

inueivruiMDMSTium>£H6utuMG»NnsimBiNCAMUBiuDiPfaaRnASiouiwnccAMaonAiDeNSMBASsma«aAGAwrANanuTaAa

INOIKATOR III TerjoHnnyc fiaritssposifofnunitas Can aesfi^SfoUiSii mtlolui psmbogior, kfwtncngan tfaft sumber9oyQ potfo hf^gkot fokof

DeskripsHMterta

Terselenggaranya partisipasi masyarokat dolarn pengurangan risiko bencatta dengon mekanlsme Pembagion
Sumber Dayo, Tugas, Kewenangan don Tanggung Jowob yangJelas antora pemerintah don kelompokwosyarakot.

Nilettndikffto/

60

IPWORTTASI MfMACTlMW POiaURAMMIRISIKO flfWCgW UrUlADI PRIOSlTAStOKAl HmOCA KUtOHAl DfWSAW BASISrtl^BAGAAW YAMO WATBAM
INOIKATOR IV SerTungilnva Isrum/j«jai1ng naslon^l/lokal uniuk penguiingin risiko Oenuna

DakripsIKilterit

Forum/kelompokyang terdlri dail berteeol pemsneku kepcntingon yong »da disiutu rlaeroh yangcneminid komjimen don kemsmpuan untuk
nttnombus batuan [binAnsI, pendanun.jaitngan kcrja do) dernl memperccpat pdaksanaan kebliakan-kabi;akan terkait pengurangan rtsiko
bencana yang disepakatl beraama

Indda )ndilraae

60

IpmoitrTaRiiMfiuGionimnMq uruiiAinANunMMTAUnisiroBtnejM»DJlUKifNiMKAmMSlsnUP£ftlHGATANDmlDAlAUUPArAPCU6VMNSAN \
INOIKATOR I Tetsedianva Kalian Rislks Soneana Oaerah berdasarkandata bahaya danlnlormasi kerenlanandan mellputl penltalan risikeuntuk teklor-sektor

DakrtpstK/iterio MHitndJkater

Tersedbnya Kapdn FUsIko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurai berdasarkan pengetahuan ilmiah. sejarah dan pcngetahuan lokal yang
dapat dUkses deh semua pemangku kebi)akdr) dan aoian daiam pembuatan renona pemhan^unan danlnv«stasl di daeraK 40

iBoifipiracri unKinnmnrAV umtiiintunAnntuTiitRKimiiFNrAKADAMUimNCrAnANSISTIMKIllNSATANDIMDAlAMUPArAPEMSlJRANCAN

INOIKATOR lITersadianyj sHiem-sistsmvang slap untuk iremanlau, roongarsip dan menyebarluaskan data lentang babaya-bahaya dan kerenlanarvkerentanjn
Fatfeks ImOkatafDeskflpsSKrittrlo

Tersedianya $lstem loformail publik untuk mcmentao dan fnenyebailuaskan data bahaya, data kerenianan dan data ketahanar* yang diarsip
secara baik dan diperband tarua mcnentt 40



iBBiwaiTtt iinmi/iinfiimnMci umni)nAuiLjmtujt)iBK}iniinjftNAr>AKMnilKGKAnMSISItMKIIINGATAHDimDMAMVP*yAPCHSUMNaM

iNOlKATOftill Tefsedianyi jlmm peilngaian dint van| slap haroptracl uiMukskala basat danta" l»"g''a"AnYang luas tesaluruh tlntfcal level pnasyarai^

OesJkrips^KriUda Indda 'ndllratok

SIstcm pcrtngalan dlni yang stabil untuk segala ]enls beneana yang tncrjai^kau temua level masyarakat dan dievaluasi seeara bcrkala oleh multl
stakeholder. 60

1 PUIf^PTTae H KIPWXmFt/TtnM wrwff4I r>4NMFMAMAUkKnC0 finiCAM DAN MENiNCXATKANSSTTMHtitNGATAN DIM DAiAM UPAYA P£NOUriANGAN |
INDIKATOR IV Penilalanrlilkelokal dan rta$]0nalmems«rti/nbanKkanr($lkOnriilkor0gtonar/)lnta4batas guna (n(nggilangk#r}afamar«g)6nai mengenai |

Oeskdpsf Mterfd in^eks !ndlkatof

Tersedianya kajlan dan Upaya pengurangan rUikn beneana aniarwilayah yang benetangga pada beneana-beneana tlntas daerab.
0

PBirtniTieiiiTy»iiiniilinM*»POJfif:ilN»»MPFNfifTAHII«M INfWAkinktJPfNniflltANUtmJKMEMBANGUNBUOAVAItEAMANANOANgETAHANANDI SEMUA |
1 INDIKATORI Tersedianya Informaslvane relevan mensenal bancanadan dapat diakses dl samua tingkat olahselurub pemangkukepentlngan (melalul jejarlng.

Oeskdpsl Mterfd Indets Indltetoe

Tersedianya SIstem Informasl beneana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berlslkan dalA seiarah dan pcrkembangan risAeibeneana yang
selaTu diperbamldan tertnte^asl dengan slstem naslonaVreglenal 40

iMUantTUIIITntWIIlliriKYA KNGGUNAAH l>CNSn&HUAN.INOVASI DAN KNOIOIUN UKTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAHDI StMUA

INOrKATOAll KurlkgluBiMkolah. matarl pendldlkandan pelatlMn yam lalevan mtneakup kentep-konstp dan ptaktlk'piaVtlkmtnganal peinufanganclsllio

DakrtpsSM/lterta

Tartakiananya pelaiaran lentang penguransan risiko bencana dhckolah yang diturlang dcngan kurllnilumyaag tenikufuntukictnua pihak sekolah
mcaU terbaus pada beberapa rtsiko bencana yang ada pada daerah tenebut

ladekt Indikatof

li>.>tn»iT.«iiiTci>unminMyABt>i.^iiM.»M[.t>i>:rT«»ii«.u iMnuaMnAMPra^nrAN llMTinr MPMAANfillN RUDAYAktAMANAN DANgTAHANAN DIgWUA I

OciJirf/isfKriUfia

INDIKATOR lit Adanyametode risei untu* penitalan fnuliitUiko tarta anailtis manlaal danhlayayang salaludikarnbangkan bardatarkankualHas basil tliat
Indda IndUratpr

Tersadlanya metoda itsel dan alat untukmerulal mutimsiko pada bebcfapa beneana secara Umah dangan mesnadukan kearibn IcAal yang
meltbalkanperanserta sanusa pcmangku kcpenUnganbngkatlokaldantalahdapatditarapkansecaraumumd'illngkallolcal 0

IpniriBTra* mTrpmnnnfujva pcufitramiAM njmfaainaM Pfajniniaaai uwnirMEM&ANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KEIAHANAN D1SEMUA |

INOKATORlVAdanya suatagi kasadaran salurghkoniurlus ufttuk pataksanaan prakil* budaya katahananbancaBa danganjangkananluas ba|l masyarakat Balk dl

DcstofpsfKdtarid Indtis Indlkaat

Tcneilianya itratejl fAmbanguian kesadaran seita kampanye pembangunaB kcsadaran publA untuk paaktik budaya pergurangan rtaiko beneana
yang tcrbukU soars cfcUii membangun ketahanan komuniias untuk mengurangl rlslko beneana yang ada dlwOayahnya

|PRmafTfl<fV ARaMVA II^AYi^lllPAVA PFM<nHI»ANffAM CanftA.gAtlTflP DA&AR BCNCANA

INOIICATOR IPengurangan ilsiko beneana merupakan tujuan integral dati keBljakan-keBllakan dan teneana-rencana yang Beihubungan denganllngkunganjtld^.
OetkflpiSKr{UHo

Tefsusunnyi kebijAkaft pengdoUan lingkungan bitk pcngddaar* lumberdaya alam fMupufi tata guna lahan yang merrtperttttikan unsurnjnsur
pcngurangan rlikko beneana

tndiki tndikator



m An7wl^ip7vAJi»7vt^p>jrrmAi^tM farrfift-f^VTOff Pt^lTOnat^a liPMfAWA

INOliCATOft II R«flcanj-<«M»I« d«nke6iialan-k«bt|jk»i\ pambafjunan JMlal Urgah JllakaaPakanuntuli irnfnutangl kattnlanan ptnduduk frj eal'^l beflslka
DesiripiSHilteria

TefselerEiaranya aksS-aksi soslal dart berbagal pcmangVu kepenllngan berdaaarVan peran dan ganggungJawab yang telah ditetitukan dalam
kcbllakan-kebljakan pembangunan soalal yang disusun atas data dan Infannasl yang sdahi dipebanil beitolun ketahananJartngan pangan,
perckonomlan dan aauransi pada daerah berlslkotinggi

Indais IndlkotDa

IPBIORtTrtS ItfAPANYA UPAYA-UW* PENGmtfcNGAN FAKTOR-fArTORRSIgOD^W BENCMU

OedkrtpUXrtterta

INOIKATOR III Rentana-fencanadan kebl|akan-kebliakin$ekloial dl bidanj akonoml dan ptodnkal telah dllakaanakan uniuk mangurangl karenlanan keglalan-

Adanya pertlndungan terhadap keglatan-kagiaUn ekanoml stna saktor-sektorproduksl yai< mencatop «niua sektw kcmiiraan public dan swuta
untuk membaMu cnenguran^ dampakkcscluruhan da/l bencana

MelabtdlkoW

1 PBIOIaTAg ItfADAWA URAy^AJPAVA miGURANGAH fACTO«-fACTOR RiSmO PASAft BtWCANA

INOIKATORIV Parancanaandan pengelolaanpemuklmanmanusla mamuat unauf-untur pangutangan ritlkabancana taimasuV pambailakuan ayaiatdanl^
OofalpifKrftaffa 'odetiIndlkaton

Pereneanaan dan pengetalaan pemuldman manusla telah diraneang dengan tapot dan keutyang memuat semua strata^ unsuwmsur rencana

tata guna tanah tefmasuk pancrtlpan, pcngawasan dan pangontrolan pembarlakuan syarat dan bin mandinkan bangunan yang berguna untuk
mcngelola pcinukiman kotayang maWn lama makin mdiiaj ditujukan untuk mcmlnlmslkan dampakrtiiko-rUiko bencana yang ditlmbulkannya

40

11N01KATOR V Unfk^ManrVah aeneuranean risilta bartui>a dipadukan ke dalam prMai'prasas rahabmutk dan pemullhaA pauaMncara ■

DeskrIpsJKriUria ndeks Indlkotan

ftcncana dan pclaksanaan pcmuUhan bcncana telah Itfsusun dengan mcrapcrtlmbangkan nccma, standardan prnslp-prtnilp pcngurangan rtsiko
bencana yang disuum cich para pemangku keiienUngan demi ketahanan pembangman yang sedang dantelah dilaksanakan 80

DetirlpilHriUfta Indeb Indtkoter

Tcreedlanya prosedur penilalan dampak risfko bcneana ke dalam pembangunan terbatai pada bidang-bldang ulama jepeni pengcnlasan
kemiskinan, perumahan, air, energi dan Infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan 0

lPRiaRITASVP(RniAT»SlAP-SlASAANB04CANA '

DtikripilKriterio Indeks tmUkatot

Terbcmukrrya lembaga khusiB yang mcmiWd ke^eeIlangan dan kcW^kan seiU sirmberdaya mamola denganjumlah yang memadal yang dinirjang
deh sukarelawan wateu belum ditunjang dengan kapasltac teknU aerta mekanlsme fcesiapsiagaan yang raemaijal dan dalam peCaksanaannya
maalh berailat sektoral

60

IPRIOWTASVPCTlrtJATKtaAP-SlAGAANBDlCANA

DetMptI Krlterlo Indeks Indlkater

Tersusunnya rencanaslaga dan proseduryang disusun berdajarkan kajlan llmlah dan pengeiahuan komunllas tentang upaya penanganan darural
dan pemuUhan bencana berdasarkan pembetajaian yang (eriadi jebelumnya tcna selalu diujicoba secara teratur 40



IkT VtQAktiAfiAAN RFVr&NA -1

Indeki Indlkatot

TcrjKllanya anggaran untuk petaksanaan rencana dan program-pcogiatn pemuUhan witoyah sclelah lajadl bcncana dengan peniapan yang
maiang tcrhadap akses terhadapdana darurat, descnmllsasi gudargmakaaan tcsual dengan kebutuhan dan skenado walau maslh
nwmbutuhkan sumber-aumbcrnaslonal dan regional unluk pemenuhannya

40

Indeb IndlhnoiDablfisJIOIteria

Tenedlanya prosed ur Infvmasl dan komunlkasl darsirat saat penanganan bencana dinsana sehjruh kormmlkasl dldokurnentaslkan unluk dievaluasi
untuk mendapalkan pcmbdajaran baikyang diiujukan untuk peningkatan dektMtas prosedur Inhimasl dan tonainikasl bagi masyarakatsaat
bencana

80

INOIXATOS III Tersedlanyj tadangan llnan$lal danloglsilk sersa fnekanlsme antlslpasl yang slap unluk cnendukung upaya penangyiandarura^ngelel^^

INOIKATOR iVTersedlanya protedur-protedur yang slap unluk mHakukan penukaranlnfoiinatl yang relevan selawa penanganan darurauaga^ntdunelal^^



PRIORITAS MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADISEBUAH
PRIORITAS NAS10NAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG
KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1.1 Kerangkahukumdankebijakan
nasional/lokal untuk pengurangan

ris'tko bencana telah ada dengan

tanggungjawab ekspilsit ditetapkan
untuk semua jenjang pemerlntahan

80 120

.2 Tersedianya sumberdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan rlsiko bencana di

semua tingkat pemerlntahan

60 1,25 75

.3 Terjaiinnya partisipast dan
desentralisasi komunitas melalui

pembaglan kewenangan dan

sumber daya pada tingkat tokal

60 0,75 45

.4 Berfungsinya forum/jaringan
daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

60 0,5 30



PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MEN6KAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

.1 Tersedianya Ka]ian Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk mellputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

Tersedianya sisteni-sistemyang

siap untuk memantau, mengarsip

dan menyebarluaskan data potensi
bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

40 1,2S

40

Tersedianya sistem peringatan dlni

yangsiap beroperasi untuk skala
besar denga'n jangkauan yang luas
ke seluruh lapisan masyarakat

Kajian Risiko Daerah
Mempertimbangkan Risiko-Risiko

Untas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk
Pengurangan Risiko

60

50

40

US

0,5

75



PRIORITAS MEN6GUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK
MEMBAN6UN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

■
3 1 Tersedianyainformasiyangrelevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seluruh pemangku kepentingan

(melalul jejarlng, pengembangan

sistein untuk berbagi informasi,

dst)

40 0,75 30

.2 Kurikulum sekolah, materi

pendidikan dan pelatihan yang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktik-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

0 1,25 0

.3 Tersedianya metode riset untuk
kajian risiko multi bencana serta

analisis manfaat-btaya (cost benefit
analysist) yang selalu

0 0,75 0

.4

Diterapkannya strategi untuk

membangun kesadaran seturub

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat

secara luas balk di perkotaan

maupun pedesaan

40 1,25 SO



PRIORITAS IV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

.1 Pengurangan risiko bencana
merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

lingkungan hidup, ternoasuk untuk
pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi
terhadap penibaban ikiim

60

Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan penf\bangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurang!

kerentanan pendudukyang paling

berisiko terkena dampak bencana

0,75 45

Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksl telah
dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan kegiatan-kegiatan

ekonomi

Perencanaan dan pengelolaan

pemuklman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan risiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izin mendirikan
bangunan untuk keselamatan dan
kesehatan umum (enforcement of

building codes)

0,5

0.5

40

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam
proses-proses rehabilitasi dan
pemulihan pascabencana

.6 Slap sedtanya prosedur-prosedur
untuk menilai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek
pembangunan besar, terutama

infrastruktur

0,75 30

80 0.5 40



PRIORITAS V MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI BESPON YANG EFEKTIF
Dl SEMUATINGKAT

.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas
teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat
bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko
bencana dalam pelaksanaannya

60

2 Tersedianya rencana kontinjensi
bencana yang berpotensi terjadi
yang slap di semua jenjang
pemerintahan, latihan reguler
diadakan untuk menguji dan

mengembangkan program-

program tanggap darurat bencana

,3 Tersedianya cadangan finansial dan
logistik serta mekanisme antisipasl
yang siap untuk mendukung upaya
penanganan darurat yang efektif
dan pemulihan pasca bencana

40

60

0,75

Tersedianya prosedur yang relevan
untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

40

30

1,25

80

50

80



KOTA :

PROVINSI:

REPUBLIK INDONESIA

if * .""'"rL P.R!OBITj^a-.^.,y,; 1^' .•>Vlg'^gPW9iTj&i.'J^eRlj38^
i4«<M

Memastikan bahwa peneurangan rlsiko beneana
menjadi sebuah prioritas nasional dan tokal dengan
dasar kelembagaan yang kuat unluk pelaksanaannya

Mengldentifikasi, mengkajl dan memantau rlsiko
beneana dan meningkalkan peringatan dint

Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan
untuk membangun suatu budaya keselamatan dan
ketahanan disemua tingkat

MengurangI faktor-faktor rlsiko yang mendasar

Memperkuat kesiapstagaan terhadap beneana demi
respon yang efektif di semua tingkat

67^

41,25

20

28,75

55



FORM JAWABAN
TINSKATKETAHANAN DAERAH

PROPINSI : SUMATERA BARAT

PRIORITAS/

INDIKATOR

1.

1.

1.

1.

2.

DESKRIPSl INDIKATOR

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan
risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan
untuk semua jenjang pemerintahan

NO.

PERT.

Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk keglatan
pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

Terjalinnya partlsipast dan desentrallsasi komunltas melalui
pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

Berfungslnya forumflarlngan daerah khusus untuk pengurangan risiko
bencana

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya
dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama
daerah

RESPON

(YA=1;

JLQAKEfil—
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.

2.

2.

3.

3.

Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan
menyebariuaskan data polensi bencana dan kerentanan-kerentanan
utama

Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala
besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

21

22

23

24

25

26

27

Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas
Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi Informasi, dst)

Kurikuium sekolah, materl pendldikan dan pelatihan yang reievan
mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan
risiko bencana dan pemulihan

28

29

30

31

32

33

34

3S

36

37

38

39

40



3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

S.

5.

5.

5.

Tersedianya metode riset unluk kajian risiko multi bencana serta
analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist)yang selalu
dikembangkan berdasarkan kualitas basil rlset

Diterapkannya strategl untuk membangun kesadaran seluruh
komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang
mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan
maupun pedesaan.

41

42

43

45

4E

47

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan
lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam,
tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan pendudukyang paling
berisiko terkena dampak babaya

48

49

SO

SI

52

53

S4

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi
dan produksl telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan
kegiatan-keglatan ekonomi

Perencanaan dan pengelolaan pemuklman manusia memuat unsur-
unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat
dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan
umum (enforcement of building codes)

ss

S6

57

58

59

SO

61

62

S3

64

Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke daiam
proses-proses rehabiiitasi dan pemulihan pascabencana

65

66

67

68

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk meniial dampak-dampak
risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama
infrastruktur.

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta
mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan
perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya

69

70

71

72

73

74

75

76

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensl terjadi
yang slap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan
untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap
darurat bencana

77

78

79

80

Tersedianya cadangan finanslal dan iogistik serta mekanisme
antislpasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat
yang efektif dan pemuiihan pasca bencana

81

82

83

84

Tersedianya proseduryang relevan untuk melakukan tinjauan pasca
bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa
tanggap darurat

85

86

87

83



KUESIONER

T1N6KAT KETAHANAN DAERAH DALAM PEN6URANGAN FUSIKO BENCANA
OISUSUN BERDASARKANINOIXATOR KtRANGXA ABIHYOGO

KAMA

KABUPATEN/KOTA

DairifisI Kriltfla

Tersedlanya peraturan doerah atau peratvran kepo/o daerah tentang penanggulongon beneona yang diterjemohken
dolam perencanoan wilayob dan diodaptosikati pada oturan loin terkoit

UidekslKdlkaUr

100

INOIKATORII Teneaionva S'-tmBeraova vana aiofotoiitjn tn-sul ktjiQtBneer.gurar.}or, na.o cen:o''ad'ub'ub uagko^atmej^^^
DoblpslKriaala

Tersedionya Sumbe/ Daya (Dana, Sarana dan Praserom serto Personil) yang dialokosikan khusus untuk
Pengurongon Risiko SeiKana.

Imfatslndltatar

60

HOaHntSkatai
INOKATORIII Tcf.'S'inawcaRiSisaiiiomaanai goi««nr'0'iiss""W"'P6maegroat«weaCj^3-'isanivreaf eavaffaaeimeWNo_o_

fiesArfpilX/fterfd

jenelenggoienyopardsiposimasyorakotdolompenguTonganrisikobencanadeitganmekonisinaPeinbogian
Somber Daya, Togas, Karenangan dan TanggongioMab yong}elas antoro pemeimt<d\ dan kelompdk masyarokat

-n^BOAtmouarnMmASl0IMHINEaiMaC>>MDDi6ASB*sammaSG>Mi»MO^

INDIKAIORIV Berlungslnys larum/lalarlng national/lolul uniuli pengunntan tUitoaaneaaA
Deskifpilttinaia

FonimAalompa*V^ng tardlrt OArt pemaagVu Vep«.lir<ar,yang Ada di,u«u daerah
mcnambw bataun (blrcirasi. pandanaan,iartngar, k«Ja dH) danU mempaoepat pelalcsaoaan ktb-laton-kaWJakan tarta.l pangurangan
bencdna yang dbapakatl benama

untuk

rfsilco

tndttolndikatoi

60

1  P nanaiCTnaMTinraq uflulLAlCAM M£M»W71U/*lSlt06EWCAWA

INDIKATORI Te«ed1anva Kapan RijIicoBsneana OaaraA ttidatartan daia Batiaya

,,,»uro<»GtAnJMStSJtMfailHGAWDimDAl*M0P»'y^iOi^^i^tl

Deikitpaibfteria

dapat dlakso oleh t«mua pemangku teWJakan dan dlJadUan aoan dalam pembuatan rentsna pembangaian dan InvestasI dl daerah.

MddOlndAatar

40

-  a..a..na»»ra.,«ratATtANgRTEMP^.veArAWP'Wt»'*"UPAMP^^
bidaks Indn^otor

INDIKATOR 11 Tetsedlanya ilstem-tlilam yang tlap uniuk memanuu. mtrgatslp dan
OesMpsrKrltnfa

Te,,edlanYaslsten.lnton«lfA,hlikuntukmamantau dan n^iYabarldaakandaubahaya. data kerentanan dan data keuhanany^^

secara balk dan diperbarui terua menerua
40

OJWaiwwavrustiMedAMaiariiwu'yiMaoouawoitH»oauMTAaaut»nwi«(*06«Mr)£ii>«(«faa)Uvw''fw«WN«T'''"'*'
aaatr

» oananUNJur KMUMAO"



T^orttm n u£NGiDomnKA3. uentAioANUtiMmAuiimo bokana dan MEWNCUixAMsmMPaaix^wNwaDMAMiffArA^^
INDICATOR lit

DtalaipslKriterio

astern pertngaten <JlrJ yang staba uniuHsegala Jenls berxartayang menjangluu semua level masyaratot dan dievaluasi secara beilcala cpWi mulB
stakchoMer.

Indekslndtkator

80

pftioRiTAS n MfwsiDtTynffwa, mojuai aw Mmwwu aisio bbxama
fuMUBtiNCunANscTmpcuiNanTAU Dim dmam upava prngwAwgA^

OeskrfpiJKrttiflo

Tenedlanya kajian dan Upaya peigurangan ilslko beneana sntarwilayahysng bertetar®ga pada bencana-beneana Untas daesah.

IndeJu Indikato/

PnOftlTAS 111 TCRWUJUDNYA PCNGSUNAAN PENGnABUAN. INOVAa ̂  KUDIDIICAW UKTUX M1M6ANGUN BUDAYA KtAWNAWDANtf^^

Oeskrlpsf MttHa
Indekl Indlkata

Tosedianya SBtem InfontiasI bentana yang dapat dlaVses oldi komunitas kikal berisikan data, iejarah dan pcrtembangan rtsiko beneanayang
selalu dlptfband dan terlntegrasl dengan sisten nashmaVreglbna]

r

40

MUIWITASinTERWUlUONyAPtUGGUKAANPtNGETAHUAHIN0VA3 DAN PtWPlDIKAN WIUKMaviaAWSUNBUDAyAKWjANAWOANklTA^^
EBBSB5IBEB5

DesMrrpsJ/tfit^a

Tcrtateananya pdajaraft tenung prngurangan rtsilio bencand dis^kdah yang ditui^anj dengan kunloiJum yang tcruloif urrtuksemua pihak seVolah
mesU tof^tds pada beberapa rtsiko beneana yang ada pada daerah tefS^)ut

tndcks l/idllurtof

60

INOIKATOA 111 Adanya metsda riset untuk

Desk/ifiil IMterfo

Tenedlanyan*toderlsetdanalatimtukinenllalmultlnsikDpadabeb«fapabeneanaset3raangahdcnganinemadukan keanfan tokal yang
mdibatkan peran Sena semua pemangku kepcntingan Ungkal lokal dan telahdapal diterapkan seoia umum ditlngkatIckal

Indeks InHkatet

60

iTOOMWniTMWUlUCNWPOaGGUtlAANPmgTAm^^
INOlKATOn IV Adanya straiegl

DtakiipsSkifatia

Tefsediarya strategl pembangun» kesadarsn serta kan^ianye pcmbangunan tcesadaran pebtikuntuk praWiktudaya pengurangao rtsiko beneana
yang terbuktl secara efekiif membangunketahanan kcmimitas untuk mcngufangt rtsiko beneana yangada <fl wilavahnya

(ndeki tndiJcoCflr

60

IpBIOIUTAS Wadanya UPAyA^JPAYA KN6URANGAN fAnO»-fATTOR RglKODASAgmjCA^
INOIKATORI Pengurangan tisiko

DtskilpsI Kritttla

Tcjsusunnya keWjakan pengelolaan Iingkungan balk pengelolaan sumberdaya alam maupun tata gvna laban yang memperhaukan unsursinsur
pengurangan dsika beneana

Indekl litdlkator

ouooKi c>»ieuiuyfuwuL«siacues>u'MNS cisusLi<ioi[H>cMuin<ssueanuKue{<Od<Mii
cuiMwtlcotainjtHmvsj'iiMiitHCt'UiailMUHWWimiaMM&iniitSuouiict'u MnnrursiMurfJu



INDKATOR11 Rencana-rencanadan kebiiakafi-kebtjakan pembangunan

bslAWtede
tmleks IndliatBf

Teraclcnggaranya aksl-aksl soslal dail bertsgaJ pemangku kepenllngan berdasarkanperan dan tanggungjawabyang icUh dileimikan dalam
kebl]akan-kcbliakan pembangunan suial yang dlsusun alas data dan Inlonnasl yang selalu diperband bcrkaitan ketahanan Jailngan pangan.
perekcnomlan dan asuransi pada daerah berisiketlnggl

80

IpBlflMTM IVADANYA UWA-WAYA

INOlKATOftlll Rcnctnj-rencinsdin

DakrlpslKriterio

Adinya pertiidungsn tertiadap keglatarhkcglatan ekonoml serta MfctoMtktOf produlcil yang menokup Mmia seMor temltfjan public dan s»asia
unluk mambanlu mengurangi dampak kcschimban lUrl bencana

Indafes Mditoter

40

PRIOMTASIVAOANYA UPAYA-UPAYA PtNGURANSAN yAJCTOR^MTOaRailOPWgBgiCWj^
WjWBWlWfflB

OesWpaJIMtrda

iNDlKATORlVPereneanaan flan aapttlalaan pamuklrBanmanmia mamuat umur-umur pangurangan ililka beinana termaiuk ptirbaflakuaa tyaraldan l:ln

Perencanaan dan pengeWaan pemuklman manusla telah dirancang dcrgan tepal dan Icetatyang roerauaticnvia strategl uniUMimur rencana
Uta guna lanah ttfrnajuk pen«ftipan, pcngawasan dan pcftg»tro4an pen^ertaltuan jyvai dan lain mendWkan bangunan yang bcfgiaw unUik
mengelola pemuklman kou yang makln lama makin mcluaj ditujukan unlukmcmlnlmalkan dampak iteikp-rtsiko bencanayang ditlmbulkannya

Mdeks Indlksroc

80

IPBIOBITACIV APAMVA DPAYA-UPAYA PtNGUaAH&AN fAnOR-PAItTORRSKODteW BPICAN^

OskdpsJ rWCerld

INOKATOR Vlanjkah-langkan penguiangan tislko bencana dipadukan ke dalam proses-pioiea /ebabiiliatl dan pemuHnan pascabencana

Rencana dan pelaksanaan peniilihan bencana tcUh tcrsusun dengan mempcitlmbangkan norma, aiandar dan pdnslp-piinsip pcngurangan rtsiko
bencana yang dlsusun dch para pemangku kepenllngan deml kctahanan penbangunan yangsedang dan telah diaksanakan

Indekt Indltatot

60

ImmDiT&c nl ADAMVa IIDAV&.IIDAVA PCN/tl mANttaM PArTOR-FAVTOR RfilkO DASAR BENCANA 1

OeskripilKilttria buleAs tndjkatof

Tetsedianya prescdur penilalan dampak rlslko bencana ke dalampembangunan lerbatas pada bdang^ddang utama lepertl pengentasan
kemiskinan. pecumahan. air, cnergi dan Infrastnjktur yang triah dllcrapkan pada pembangunan 0

PeskflfisSKriUria
Indeks Indlfcotoc

Tertsentuknya lembaga khusus yang n*milJd kevrenangan dan kcbi)akan serta sumberdaya manusla dengan Jumlah yang memadal yang ditunlang
oleh sukarelawan walau belum dilunjang dengan kapasitas tefcnH serta mckanlsme keslapilagaan yangmemadal dan dalam peUksanaannya
md8ih tenlfdl tektoral

60

OakripsiKritxria lodets Indikator

Tersusunnya rencana slaga danprescduryangd-susun berdasarkankailan llmlahdanpengetahuankomunltas lentang upaya pcnanganan darurat
dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadl scbelumnya serta sdalu diujicoba setara teralur 40

ouoo«<o.aiaiwJCiu»n«uBf«AA.'ra«eowu«c«HmuiM7A»i«ara«aiui/nKMe)0«i«amunw«vnsi;««.f«>«aBic-<«Hu«t«««!uM«.»as«t)at«xw»o««'»u«ariM



lPRIORrTASVmmATKESlAP-StA&^AN(S£NCAM

Indelalndlkatet

T«rsetony» ingjjran umuk pelals»naaii rencana dan programtirocfim pemulihan mUavsh set^ teijadl boKana deng»B pecjlapw V^fig
matangtcfhadap aksea teihadap dana danirat, desenirallsaslgudang makanan seaual dengan kebutuhan dan jkenarto*ialau masih
merobutuhkan tumber-suml)«rnaslonal dan regional untuk pemenuhannya

Indekl InOlkatet

Teraedianya projedur mfonnasl dan kommikail darurat saat penanganan bencana dimana selunih kommlkail dkJokiimenlasikan untuk diovaluasi
untukmendapalkan penSielaJaran balk yang dilufrikan untuk p«i!ngkatan dckUuttas prosedurinfomasl dan komunlkasl bagi masyaiakatsaal
bencana

40

INOIICATOR iVTerjedianya QiOiedur-ptMeduf yang tlap untuk melakukan oanukatafi inlormaslyangrelw lelama aenjnganandaru2;_ta^

INPIKATORIIITertedianyacadangannnantlaldanlogiKlki?natnekanUma anll»lpaiiyang tlapvniukrnendukung^jgayajananganand^^

OHOOfuoorriuWMaAwiawaaJja^aa'wwotaauuoitHix-aoMTASMa.riiiKuaikOCaMoawowsapUanorpt/nTOwwareaeaaiswtaaatwTwarMuau-aea/woaf'Kaw
MJur

ncvaorSMurrtA



PRIORITAS I MEMASTiKAN BAHWA PENGURAN6AN RISIKO BENCANA MENJADISEBUAH

PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG

KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

1.1 Kerangka hukum dan kebijakan

nasional/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan

tanggungjawab eksplisit ditetapkan

untuk semua jenjang pemerintahan

100 13 150

.2 Tersedianya sumberdaya yang

dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana di

semua tingkat pemerintahan

60 1,25 75

.3 Terjalinnya partisipasi dan

desentrallsasi komunltas melalui

pembaglan kewenangan dan

sumber daya pada tingkat lokal

0 0,75 0

.4 Berfungsinya forum/jarlngan

daerah khusus untuk pengurangan

risiko bencana

60 0,5 30



PRIORITAS11 MENGIDENTIFIKASI, MENGKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN

MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

.1 Tersedianya Kajlan Risiko Bencana

Daerah berdasarkan data bahaya

dan kerentanan untuk meliputi

risiko untuk sektor-sektor utama

daerah

.2

Tersedianya slstenvsistem yang

slap untuk memantau, mengarsip

dan menyebarluaskan data potensi

bencana dan kerentanan-

kerentanan utama

Tersedianya sistem peringatan dini

yang slap beroperasi untuk skala

besar dengan jangkauan yang luas

ke seturuh lapisan masyarakat

40

40

80

Kajlan Risiko Daerah

Mempertlmbangkan Rlslko-Rlsiko

Lintas Batas Guna Menggalang

Kerjasama Antar Daerah Untuk

Pengurangan Risiko

1.25

1,25

0,5

50

40

IDO



PRIORITAS MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK

MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

3 .1 Tersedianya informasi yang relevan

mengenai bencana dan dapat

diakses di semua tingkat oleh

seluruh pemangku kepentingan

(melalui jejaring, pengembangan

sistem untuk berbagi informasi,

dst)

40 0,75 30

.2 Kurikulum sekolah, mater!

pendidikan dan pelatihan yang

relevan mencakup konsep-konsep

dan praktik-praktik mengenai

pengurangan risiko bencana dan

pemulihan

60 1,25 75

.3 Tersedianya metoderiset untuk

kajian risiko multi bencana serta

analists manfaat-biaya (cost benefit

analysist) yang selalu

60 0,75 45

.4

Diterapkannya strategi untuk

membangun kesadaran seluruh

komunitas dalam melaksanakan

praktik budaya tahan bencana yang

mampu menjangkau masyarakat

secara luas baik di perkotaan

maupun pedesaan

60 1,25 75

P

1

1

1

1



PRIORITAS IV MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

1 Pengurangan risiko bencana

merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-kebilakan dan rencana-

rencana yang berhubungan dengan

lingkungan hidup, termasuk untuk

pengetolaan sumber daya alam,

tata guna lahan dan adaptasi

terhadap perubahan ikiim

80 0,75 60

Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial

dilaksanakan untuk mengurangi

kerentanan penduduk yang paling

berisiko terkena dampak bencana

80 0.5 40

.3 Rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan sektoral di bidang

ekonomi dan produksi telah

dilaksanakan untuk n^engurangl

kerentanan keglatan-keglatan

ekonomi

40 0.5 20

.4. Perencanaandanpengelolaan

pemukiman manusia memuat

unsur-unsur pengurangan rtsiko

bencana termasuk pemberlakuan

syarat dan izin mendirikan

bangunan untuk keselamatan dan

kesehatan umum (enforcement of

building codes)

80 0.75 60

.5 Langkah-langkah pengurangan

risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses rehabilitasi dan

pemulihan pascabencana

60 0.5 30

Slap sedianya prosedur-prosedur

untuk menilai dampak-dampak

risiko bencana atau proyek-proyek

pembangunan besar.terutama

Infrastruktur



PRIORITASV MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF

01 SEMUATINGKAT

B '  AKHIH

5 .1 Tersedianya kebijakan, kapasitas

teknis kelembagaan serta

mekanisme penanganan darurat

bencana yang kuat dengan

perspektif pengurangan risiko

bencana dalam pelaksanaannya

60 1 60

.2 Tersedianya rencana kontlnjensl

bencana yang berpotensi terjadi

yang slap di semua jenjang

pemerintahan, latihan reguler

diadakan untuk menguji dan

mengembangkan prograrrv-

program tanggap darurat bencana

40 0,75 30

.3 Tersedianya cadangan finanslal dan

loglstik serta mekanisme antisipasi

yang siap untuk mendukung upaya

penanganan darurat yang efektif

dan pemutihan pasca bencana

60 1,25 75

.4

Tersedianya prosedur yang retevan

untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran

informasi yang relevan selama

masa tanggap darurat

40 1 40

;  "■ I



KOTA :

PROVINSI;

REPUBLIK INDONESIA

> WO , PRIORITAS
TOTAL N:IA( i

■  PRIOMTAS; .

INDEKS ■

PRIORUAS

1 Memastikan bahwa pengurar^an risiko bencana

menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan

dasar ketembagaan yang kual untuk pelaksanaannya
63,75 3

2 Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko

bencana dan meningkatkan peringatan din! 47,5 2

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan

untuk membangun suatu budaya keselamatan dan

ketahanan disemua tingkat
56,25 3

4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 52,5 2

S Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi

respon yang efektif di semua tingkat 51,25 2

TOTALNiUl PRlORITAS - - :

INDEKS KETAHANAW DAERAH ;


